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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
1. Konsonan 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 
Huruf Arab Nama HurufLatin Nama 
ا Alif 
 
tidak dilambangkan 
 
tidak dilambangkan 
 ب 
 
Ba 
 
b 
 
Be 
 ت 
 
Ta 
 
t 
 
Te 
 ث 
 
s\a 
 
s\ 
 
es (dengan titik di atas) 
 ج 
 
Jim j 
 
Je 
 ح 
 
h}a 
 
h} 
 
ha (dengan titik di bawah) 
 خ 
 
Kha 
 
kh 
 
ka dan ha 
 د 
 
Dal 
 
d 
 
De 
 ذ 
 
z\al 
 
z\ 
 
zet (dengan titik di atas) 
 ر 
 
Ra 
 
r 
 
Er 
 ز 
 
zai 
 
z 
 
Zet 
 س 
 
sin 
 
s 
 
Es 
 ش 
 
syin 
 
sy 
 
es dan ye 
 ص 
 
s}ad 
 
s} 
 
es (dengan titik di bawah) 
 ض 
 
d}ad 
 
d} 
 
de (dengan titik di bawah) 
 ط 
 
t}a 
 
t} 
 
te (dengan titik di bawah) 
 ظ 
 
z}a 
 
z} 
 
zet (dengan titik di bawah) 
 ع 
 
‘ain 
 
‘ 
 
apostrof terbalik 
 غ 
 
gain 
 
g 
 
Ge 
 ؼ 
 
fa 
 
f 
 
Ef 
 ؽ 
 
qaf 
 
q 
 
Qi 
 ؾ 
 
kaf 
 
k 
 
Ka 
 ؿ 
 
lam 
 
l 
 
El 
 ـ 
 
mim 
 
m 
 
Em 
 ف 
 
nun 
 
n 
 
En 
 و 
 
wau 
 
w 
 
We 
 ػه 
 
ha 
 
h 
 
Ha 
 ء 
 
hamzah 
 
’ 
 
Apostrof 
 ى 
 
ya 
 
y 
 
Ye 
  
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’) 
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2. Vokal 
Voka lbahasa Arab, seperti vokalbahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
 
 
 Contoh: 
 ََفػْيػَك : kaifa 
 ََؿَْوػَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 Contoh: 
ََتَاػم : ma>ta 
ىػَمَر : rama> 
 ََلػْيِػق : qi>la 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ah 
 
a a  َا 
 
kasrah 
 
i i  َا 
 
d}ammah 
 
u u  َا 
 
Nama 
 
Huruf Latin 
 
Nama 
 
Tanda 
 
fath}ahdanya>’ 
 
ai adani ََْىػ 
 
fath}ahdanwau 
 
au adan u 
 
ََْوػ 
 
Nama 
 
Harakatdan
Huruf 
 
Hurufdan
Tanda 
 
Nama 
 
fath}ahdanalifatauya>’ 
 
ىَ ََ...َ|َاَ ََ... 
 
d}amah danwau 
 
وػُػػ 
 
a> 
u> 
a dan garis di atas 
 kasrahdanya>’ 
 
i> idangaris di atas 
 udangaris di atas 
 
ىػػػِػػ 
 
xi 
 
َُتُْوػمَػي : yamu>tu 
4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِؿاَفْطَلأاَ َُةػَضْوَر :raud}ah al-at}fa>l 
َُةَلػػِضَاػفْػَلاَ َُةَػنْػيِدػَمْػَلا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
َُةػػَمػْكػِحْػَلا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d(ّــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَػّػبَر : rabbana> 
ََانػػَْيػّجَػن : najjaina> 
 َقػَحْػػَلا : al-h}aqq 
ََمِػػّعُػن : nu‚ima 
 َوُدػَع : ‘aduwwun 
Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َىِػلػَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َىِػػبَرػَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
 
xii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَؿا(alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
َُسػْمػَّشَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةَػػلَزْػػلَّزَلا  ُ  : al-zalzalah(az-zalzalah) 
ةَفػَسْلػَفْػػَلا  ُ  : al-falsafah 
َُدَلاِػػػبْػػَلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْوُرػُمَْأػت : ta’muru>na 
َُعْوػَّنػػَلا : al-nau‘ 
 َءْيػَش : syai’un 
َُتْرػُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an(dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
 
 
xiii 
 
9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
 َِللاَُْنػيِد di>nulla>hَِللِابbilla>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َُهػَِللاَِةَمْػػػحَرَْفَِْم hum fi> rah}matilla>h 
 
10. Huruf Kapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapita ltetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 
Innaawwalabaitinwud}i‘alinna>si lallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 
SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
Abu>(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
 
 
 
 
11. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
HR = Hadis Riwayat 
 
 
.  
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 
Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulismenjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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ABSTRAK 
Nama :  Abdi Widjaja 
NIM   : 80100311003 
Judul  :Praktik Bisnis Rental Mobil di Kota Makassar Dalam  
            Perspektif  Hukum Islam 
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bisnis rental mobil di 
Kota Makassar  Perspektif Hukum Islam? Pokok  masalah tersebut selanjutnya 
dibagi kedalam beberapa sub masalah atau beberapa pertanyaan penelitian, yaitu 1 ) 
Bagaimana sistem  rental (sewa menyewa)  yang tidak tercatat di Kota Makassar  
Perspektif Hukum Islam ?,  2) Bagaimana penyerahan mobil rental kepada pengguna 
dengan hanya menitip STNK motor, motor dan KTP sebagai jaminan di Kota 
Makassar  Perspektif Hukum Islam ?,3) Bagaimana akibat hukum bila terjadi 
kerusakan dan wanprestasi   perspektif hukum IslamJ 
Jenis Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang 
digunakan adalah teologi normatif, sosiologis, fenomenalogis dan pendekatan studi 
kasus. Adapun Sumber data penelitian ini adalah beberapa pemilik rental mobil dan 
pengguna rental mobil. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian teknik 
pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tidak adanya pencatatan dalam 
bisnis rental mobil yang dilakukan oleh pemilik rental di Kota Makassar secara 
umum dapat dikatakan kurang sesuai dengan hukum Isl, 2) Penyerahan mobil rental 
dengan  menitip STNK motor, motor dan KTP sebagai jaminan kurang sesuai 
dengan  hukum Islam, hal tersebut disebabkan seluruh jaminan tersebut tidak 
memberi manfaat secara materi. 3) Kerusakan yang dilakukan oleh pengguna mobil 
rental tidak dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, jika kerusakan tersebut 
disebabkan pengguna rental berada pada posisi keadaan memaksa (overmacth).Dan 
pengguna rental yang lambat mengembalikan mobil rental, kemudian ia diberi sanksi 
berupa penambahan biaya keterlambatan tersebut, maka tindakan pemilik rental 
mobil tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Sebab pengguna rental telah 
melakukan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan 
dilakukannya sebagaimana yang tertuang dalam akad sebelumnya.  
Implikasi dari penelitian ini adalah; 1) Menerapkan manejemen (pencatatan) 
yang baik sesuai dengan aturan hukum Islam atau dengan bahasa lain tertib 
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administrasi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, 2) Bentuk jaminan harus 
memiliki utilitas secara material bagi pemilik rental. 3) Mengdiintrodusir dan 
mengedukasi mereka mengenai hukum-hukum muamalah (hukum ekonomi syariah). 
Dan penerapan biaya atas keterlambatan pengembalian mobil rental tetap 
dipertahankan. 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRACT 
 
Name                         :  Abdi Widjaja 
Student’s Reg. No.   :   80100311003 
Title                          :  The Car Rental Business in Makassar from the Islamic Law        
Perspective 
 
The main issue of the study was how is the car rental business in Makassar 
from the Islamic Law Perspective? This problem was elaborated further into several 
sub-problems or some research questions, namely: 1) How is the unrecorded rental 
system (lease) in Makassar from the Islamic Law Perspective?, 2) How is the 
delivery of rental cars to users by entrusting only motor vehicle registration, 
motorcycle and ID card as collateral in Makassar from the Islamic Law Perspective 
?, 3) How is the rental cars’ damage done by users in Makassar from the Islamic Law 
Perspective?, and 4) How is the additional cost for the rental cars’ restitution delay 
in Makassar from the Islamic Law Perspective? 
The study was qualitative research using normative-theological, sociological, 
phenomenological, and case study approaches. The data sources were some car 
rental owners and car rental users. Observation, interview, documentation and 
reference searching were employed in collecting the data which then processed and 
analyzed through three stages, namely: data reduction, data presentation and 
drawing conclusion. 
The results of the study revealed that 1) in general, recording in the car rental 
business conducted by the car rental owners in Makassar had not yet in accordance 
with the Islamic law, 2) the delivery of rental cars by entrusting the motor vehicle 
registration, motorcycle and ID card as collateral did not comply with the Islamic 
law as such collateral did not provide material benefits, 3) the damage done by the 
car rental users can not be penalized in the form of indemnity, if the damage caused 
by the rental users were in the position of overmatch, 4) the rental users who delayed 
the car returns would be given a sanction in the form of additional late fees, then the 
car rental owners’ actions were in accordance with the Islamic law as the rental 
users had broken the promise who were not doing what they were  willing to do as 
stated at the previous contract. 
The implications of this study were: 1) implementing good management 
(recording) in accordance with the rules of Islamic law, or in other words a good 
administration as recommended in Islam; 2) the collateral’s form should have a 
material utility for the rental owners; 3) introducing and educating them on the laws 
of muamalah (sharia economic law); 4) implementing fees for late return of the 
rental cars will be maintained. 
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 تجريدالبحث
 عبدي ويجايا : الاسم
 80000800003 : رقم التسجيل
 أعمال تأجير السيارات بمدينة مكاسر في منظور قانون الإسلامعملية  : عنوان الأطروحة
 ل تأجير السيارات بمدينة مكاسر الدسألة الأساسية الدطروحة في ىذا البحث ىي كيف كانت أعما
) كيف  0ساسية إلى بضع أسئلة بحثية، وىي:ىذه الدسألة الأ تفصيلوفقا لدنظور قانون الإسلام؟ فقد تم 
)  كيف تم تسليم 2كان نظام التأجير غير الدسجل للسيارات بمدينة مكاسر في منظور قانون الإسلام؟ 
قم الدركب والجوالة النارية، السيارات للاستئجار إلى الدستفيدين منها في ىذه الددينة بمجرد ترك شهادة ر 
وماذا عن الإخلالات التي سببها الدستفيدمون من ) 8وبطاقة الإقامة ضمانا وفقا لقانون الإسلام؟ 
كيف كانت التكاليف الإضافية نتيجة التأخر في إعادة السيارات   و؟ في منظور الإسلام السيارات
 الدستأجرة بهذه الددينة وفقا لدنظور قانون الإسلام؟
ىذا البحث نوع من أنواع البحوث الكيفية واستعان في إجرائو بعدة مداخل، وىي: الددخل و 
التيولوجي الدعياري، والاجتماعي والظواىري، ودراسة الحالة. أما مصادر البحث فهي تستمد من 
أصحاب السيارات ومن الدستفيدين منها، حيث تم جمع بيانات البحث عن طريق الدلاحظة والدقابلة 
تقراء الدراجع، كما تم تنظيمها وتحليلها وعلاجها مرورا بثلاثة مراحل، وىي: اختصار البيانات، واس
 وعرضها، واستنتاجها.
) أن التسجيلات لأعمال تأجير السيارات التي قام بها 0دلت نتائج ىذا البحث على ما يأتي: 
) أن تسليم السيارات 2سلام، أصحابها بمدينة مكاسر عموما يمكن وصفها بأنها لم تتفق مع قانون الإ
الدستأجرة بمجرد ترك شهادة رقم السيارة والجوالة النارية وبطاقة الإقامة ضمانا لم يتفع كذلك مع قانون 
) أن الإخلالات التي سببها 8الإسلام، وذلك يعود إلى أن الضمانات الدذكورة لا تفيد منفعة مادية، 
ليهم بتعويض الخسارت غراما  كالصيانة أو ما يشبهها، إذا  الدستفيدون من السيارات لا يمكن الحكم ع
أن الدستفيدين الذين تأخروا في إعادة السيارات  و كانت ىذه الإخلالات أثاروىا في حالات طارئة،
الدستأجرة، ثم حكم عليهم بتعويض الخسارات غراما عليهم وإضافة القيمة الأجرة نتيجة ىذه التأخر، 
يلزم عليهم الانقياد لأصحاب السيارات فإن ذلك يتفق مع قانون الإسلام وذلك لأن الدستفيدين من 
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ا الصدد ما لم يقدروا على الوفاء بما تعاىدوا على القيام بو  مع التأجير قد أساؤوا التصرف في ىذ
 أصحاب السيارات استنادا إلى ما ورد في الاتفاقية السابقة.
) أن تطبيق نظام التسجيل الجيد يتفق مع قانون الإسلام 0والدستفاد من ىذا البحث كما يأتي: 
 ) أن أنواع الضمانات لا بد أن تتحلى2لام، أو بعبارة أخرى أنو يتم بإدارية منظمة كما دعا بو الإس
) أنو ينبغي القيام بتوجيو كل من الطرفين وإرشادهما 8بالبّينة الدسجلة ماديا عند أصحاب السيارات، 
أن تطبيق التكلفة نتيجة التأخر في إعادة  و بشأن أحكلم الدعاملة أي قوانين الإسلام الاقتصادية،
 ه وإثباتو حكما وضعيا.السيارات الدستأجرة ينبغي إبقاؤ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak dapat 
dipisahkan dengan kegiatan manusia baik secara individual maupun 
kelompok
1
.Bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan 
manusia.Bisnis merupakan sebuah aktivitas yang berorentasi untuk memenuhi 
kebutahan hidup manusia. Oleh karena itu, bisnis tidak akan berhenti selama 
kehidupan manusia masih bergulir. 
Dalam berbagai motivasi orang melakukan bisnis tidak lepas dari 
motivasinya.Akan tetapi secara global, orang melakukan bisnis adalah untuk 
memenuhi kebutuhan hidunnya.Dalam pandangan ekonomis, hal tersebut dikenal 
dengan pemenuhan kebutuhan dasar (Basic Needs). 
Pada tahap awal peradaban manusia atau pada masyarakat primitif, 
pemenuhan kebutuhan hidup mereka dilakuakn melalui berbagai usaha secara fisik 
yang tidak tergantung dengan orang lain atau kelompok lain, biasanya masyarakat 
primitf menggantungkan hidup mereka dengan lingkungan alam dimana mereka 
berada. 
                                                 
1
Jalaluddin Sayuti, Pengantar Bisnis: Dalam Perspektif Aktivitas dan Kelembagaan(Cet. I; 
Bandung: CV; Alfabeta, 2015), h. 1. 
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Untuk mempertahankan kelagsungan hidup masyarakat primitif, mereka 
mengambil bahan makannya yang berada di sekitar lingkungannya.Jika 
lingkungannya masih menyediakan kebutuhannnya mereka bertahan, akan tetapi jika 
lingkunganya tidak menyediakan lagi untuk kebutuhan hidupnya, maka mereka 
berpindah ke lingkungan yang lebih baik, sehingga mereka dikenal dengan  
nomaden.2 
Demikian halnya dengan masyarakat modern saat ini, apabila masyarakat 
tidak mampu memenuhi kebutuahan hidupnya yang disiapkan dan disediakn oleh 
pemerintah, maka masyarakat akan mencari cara yang lain yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidunya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan bisnis rental` 
mobil. 
Bisnis rental mobil merupakan salah satu altenatif usaha untuk memenuhi 
kebutuhan hidup.Sebab untuk menjadi seorang karyawan atau pegawai negeri dalam 
sebuah instansi pemerintah atau perusahaan adalah sesuatu yang sulit. Kesulitan 
tersebut terjadi  karena lowongan kerja dan pencari kerja tidak proporsional, 
sehingga  untuk menjadi karyawan swasta dan pegawai negeri merupakan persaingan  
sangat kompetitif dan selektif. 
Salah satu solusi untuk mendapatkan pekerjaan adalah dengan melakukan 
usaha rental mobil. Hal tersebut tidak terlepas semakain membaiknya tingkat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum dan kota Makassar secara khusus. 
                                                 
2
Jalaluddin Sayuti, Pengantar Bisnis: Dalam Perspektif Aktivitas dan Kelembagaan,  h. 2.  
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Dengan kondisi saat ini yang kondusif, maka peluang bisinis rental mobil perlu 
menjadi solusi dalam berbisnis dan juga merupakan indikasi bahwa daya beli 
masyarakat juga meningkat dan daya beli tersebut sering diidentikkan dengan 
peningkatan kebutuhan. 
Kebutuhan konsumen terhadap alat transportasi yang semakin tinggi, 
terutama rental mobil menjadi pendorong bagi pertumbuhan usaha rental mobil di 
kota Makassar. Pengguna bisa mendapatkan pilihan yang lebih beragam dengan 
sewa yang lebih kompetitif dan terjangkau, sehingga warga masyarakat Kota 
Makassar dapat memilih rental mobil sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan 
mereka masing-masing. 
Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa mengakomodir segala aspek  
dalam kehidupan manusia. Aspek tersebut diantaranya adalah aspekakidah, ibadah, 
akhlak dan muamalah. Aspek-aspek tersebut dirinci oleh Harun Nasution dengan 
perincian sebagai berikut; yaitu aspek teologi, aspek ajaran spiritual dan moral, 
aspek sejarah, aspek kebudayaan, aspek politik, aspek hukum, aspek lembaga-
lembaga kemasyrakatan, aspek mistisisme dan tarekat, aspek falsafat, aspek ilmu 
pengetahuan dan aspek pemikiran serta usaha-usaha pembaharuan dalam Islam.
3
 
Dari sekian aspek yang dikemukakan  oleh Harun Nasution di atas, jika ingin 
dipersempit, maka pada dasarnya hanya empat aspek sebagaimana yang peneliti 
                                                 
3
Harun  Nasution, Islam Ditinjau dari dari  Berbagai Aspeknya (Cet.V; Jakarta:  UI Press), 
1985), h. 4.  
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sebutkan sebelumnya (aspek akidah, akhlak dan muamalah).Aspek yang terakhir 
yaitu muamalah yang paling banyak ulasan dan pembahasannya. Bahkan dalam al- 
Qur’an ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah terdapat tujuh puluh ayat. 
Internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari merupakan 
tuntutan dari ajaran Islam.Hal tersebut merupakan implementasi dari manusia yang 
beriman, berislam dan berihsan.Internalisasi nilai-nilai Islam bukan hanya pada 
tataran aqidah, namun suatu keharusan pula melakukan internalisasi nilai-nilai Islam 
dalam diri setiap pelaku bisnis.  Nabi Muhammad saw. sebagai teladan telah mampu 
memosisikan sebagai pelaku bisnis  ideal yang jujur, adil, dan berkarakter perlu 
diteladani oleh pelaku bisnis di era sekarang.
4
 Nabi Muhammad swa.sebagai pelaku 
bisnis bukan hanya sebuah isapan jempol belaka. Dan jika semakin ditelusuri 
semakin terkuaklah teladan beliau sebagai pelaku bisnis yang ideal. 
Prilaku bisnis yang jujur telah digambarkan secara jelas oleh Nabi 
Muhammad swa.merupakan sebaik-baik aktivitas perlu direka ulang  dan di upgrade  
dalam kehidupan bisnis modern yang semakin kompetitif, ketat dan tak terkendali 
sehingga di luar kendali mengabaikan norma-norma kebenaran. 
 Dalam aspek muamalah dalam studi fikih diberikan dua 
pengertian.Pengertian pertama adalah memberikan dan mengandung makna yang 
sempit dan yang kedua memiliki pengertian dan makna yang luas. Maknanya yang 
                                                 
4
Mustafa Kamal Rokan, Bisnis Ala Nabi:  Teladan Rasulullah Saw dalam Berbisnis (Cet. I; 
Yogyakarta:  Bentang Pustaka, 2013), h. XV. 
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pertama  adalah sebagaimana yang dikutip oleh Ghufran  A. Mas’adi dari Ahmad al-
Zarqa yaitu hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dan hubungan sesama 
manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan dan penyelesaian perselisihan 
diantara mereka.
5
Sedangkan pengertian yang kedua yaitu aturan-aturan Allah yang 
ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan 
yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.
6
 
Dari uraian mengenai pengertian dan makna muamalah tersebut diatas, maka 
secara umum menurut penelitidapat ditegaskan adalah semua studi dan objek 
pembicaraannya adalah terkait dengan keduniaan, akan tetapi dalam pengertian 
muamalah dalam pengertian dan makna sempit, pembahasannya lebih  terfokus pada 
kebendaan dan hal-hal yang terkait dengannya. 
Salah satu bentuk aspek muamalah adalah bidang bisnis atau usaha. Bisnis 
adalah menjual barang atau  jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba.
7
 Dan 
kebanyakan bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan 
kesejahteraan para pemiliknya.
8
 
                                                 
5Ghufran  A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Edisi I  (Cet.I; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2012), h.2. 
 
6
 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah  (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), h. 15. 
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http://www.kurniafm.com/2011/06defenisi- dan pengertian bisnis .html.Dahlia-
iya.blogspot.com/2011/11/pengertian-bisnis.html?m=1 
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Bisnis rental mobil merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk 
mendapatkan profit atau keuntungan. Bisnis rental mobil  di kota Makassar 
jumlahnya banyak. Hal tersebut dapat ditemukan di berbagai tempat. Peneliti dapat 
mengemukakan beberapa rental mobil diantaranya sebagai berikut; 
Nama Pemilik Nama Rental Jumlah Alamat 
Pak Asri Dian Putri Rental 32 Toddopuli Raya N0.12 
Ibu Kalong Eko rental 17 Batua Raya N0.117 
Pak Wawan Kartika Rental 12 Batua Raya N0.29 
Daeng Naba Naba Rental 15 Yusuf Daeng Ngawing N0.8 
Pak Mahadi CV.Rental 77 30 Monumen Emmy Saelan 
N0.8 
Pak Jamaluddin Wirabuana Rental 42 Tidung IV No.9 
Pak H. Fatahuddin Tanralili Rental 7 Tinumbu N0.377 
Pak Ophik Ophick Rental 7 Abdullah Dg Sirua N0. 25 
Pak H. Suardi Abadi Rental 15 Abdullah Dg Sirua N0.  
352 
Pak Ramli Rafli Rental 10 Batua Raya N0.48 
Pak Leo Yapari Tayama Rental 11 Dg Tata  Blok A1 
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 Banyaknya masyarakat kota Makassar menggunakan rental mobil 
disebabkan sebahagian masyarakat tidak mampu memiliki mobil pribadi. Selain  
masyarakat tidak mampu, juga dengan menyewa mobil rental, para pengguna rental 
mendapat manfaat, diantara manfaat tersebut adalah; 
1. Bebas biaya pemeliharaan. Dengan menyewa mobil, tentunya tidak perlu 
memikirkan biaya pemeliharaan secara teratur. Mengapa? Karena hal 
tersebut adalah tugas dan tanggung jawab penyedia rental mobil tersebut. 
2. Bebas pajak tahunan. Hal lain yang tidak perlu dipikirkan adalah 
membayar pajak tahunan. Hal ini juga menjadi urusan dari penyedia 
rental mobil. 
3. Cukup bayar yang dipakai. Biaya yang harus keluarkan dalam sewa mobil 
adalah hanya sebanyak yang dipakai saja. Misalnya seseorang menyewa 
mobil Avanza (menggunakan supir) dengan ketentuan tarif 300 ribu 
rupiah per 12 jam. Jika ia menyewa mobil tersebut selama 3 hari, ia 
berarti cukup membayar 900 ribu rupiah saja. 
4. Bisa pilih mobil sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika ingin 
melakukan perjalanan dengan kapasitas 9 sampai 10 orang. Tentunya bisa 
memilih mobil ELF sebagai pilihan yang tepat. Jika ingin melakukan 
pertemuan dengan rekan bisnis, bisa memilih mobil mewah dengan merek 
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terkenal. Hal ini juga akan memberikan keyakinan kepada rekan bisnis 
tersebut.
9
 
Dalam aktivitas rental mobil sebenarnya telah terjadi saling tolong 
menolong. Karena pada dasarnya manusia memerlukan bantuan sesam manusia  
dalam berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat. Dan hal tersebut 
dianjurkan oleh Islam, sebagaimana firman Allah dalam QSAl-Maidah/5:2. 
                             
      
 
 
 Terjemahnya: 
  
 Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.Dan tertaqwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.
10
 
 
 Tolong menolong terjadi dimana  masing-masing pihak telah terbantu, pihak 
pemilik rental mobil terbantu karena dapat menyelesaikan angsuran mobil rentalnya 
dan pihak pengguna rental telah dapat terpenuhi keinginannya untuk menggunakan 
mobil  rental. 
Dalam proses sewa menyewa atau rental,  penyerahan mobil rental dari 
pemilik rental ke pengguna rental, menurut pengamatan peniliti tidak ada perikatan 
                                                 
s
Sahifa apremium wp news theme. http://www.rentalmobilmurah.net/2013/08/manfaat-
menyewa-mobil/ (2 Oktober 2015) 
 
10
Departemen Agama R I, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT Karya Toha Putra, 
2002), h., 142. 
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yang kuat untuk saling mengikatkan diri secara sah sesuai dengan aturan hukum 
Islam. Para pemilik rental mobil dan pengguna hanya melakukan kesepakatan 
dengan secara lisan atau hanya dalam bentuk kesepakatan, meskipun dari pihak 
pemilik rental mobil terkadang hanya meminta jaminan berupa STNK motor, 
motordan KTP  pengguna mobil rental. 
Dari uraian di atas  yang dipraktekkan antara pemilik mobil rental dan 
pengguna rental mobil hampir sebahagian besar terjadi  di Kota Makassar. Padahal, 
dalam pandangan  hukum Islam akan kelihatan terjadi hal yang kontradektif antara 
aturan yang terdapat di dalam hukum Islam dengan fakta yang ada di lapangan jika 
dilihat dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan konsep ijarah atau sewa 
menyewa. 
Harapan pihak pemilik rental terhadap pengguna bahwa dalam masa 
pemakaiaan  mobil, pemilik rental berharap mobil kembali dalam kondisi semula 
yakni mobil tidak mengalami kerusakan. Akan tetapi harapan tersebut terkadang 
ironis. Maksudnya adalah bahwa terkadang terjadi insiden atau kecelakaan  yang 
membuat mobil rental tersebut ringsek atau rusak. Atas kejadian tersebut/kecelakaan 
menimbulkan perselisihan diantara pihak pemilik dan pihak pengguna mengenai 
biaya perbaikan atas kerusakan yang dialami oleh pihak pemilik mobil rental. 
Selain masalah kerusakan yang sering menjadi perdebatan diantara keduanya, 
masalah yang hampir sama adalah adanya biaya tambahan terhadap sewa mobil 
rental yang dibebankan kepada pengguna. Biaya tambahan yang dimaksud tersebut 
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adalah biaya atas keterlambatan pengembalian mobil sebagaimana  yang telah 
disepakati sebelumnya. 
Biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian mobil rental tersebut 
dibebankan kepada pengguna rental mobil.Jumlah biaya tambahan tersebut 
bergantung berapa lama mobil rental terlambat dikembalikan. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini terfokus pada bisnis rental mobil dimana didalamnya terdapat 
interaksi antara satu sama lain.  Dalam interaksi tersebut terjadi transaksi antara 
satu pihak dengan pihal lain dalam hal sewa menyewa  yang tidak tercatat hanya 
dengan dasar saling mempercayai. Fokus lainnya adalah penyerahaan benda dalam 
hal ini mobil rental dengan  menitip STNK motor, motor dan KTP pengguna rental, 
fokus berikutnya adalah jika terjadi kerusakan pada kendaraan konsekuensinya 
adalah tanggungjawab pengguna mobil rental serta yang terakhir adalah biaya 
tambahan atas keterlambatan pengembalia mobil rental. Dari beberapa fokus 
penelitian yang telah diuraikan, seluruhnya akan diulas dalam perspektif dari hukum 
Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
Disertasi ini akan membahas mengenai bisnis rental mobil di Kota Makassar 
perspektif Hukum Islam. Dalam disertasi ini akan dikemukan istilah yang terdapat 
dalam judul tersebut. 
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Bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk 
melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 
tiga penggunaan, tergantung skupnya  penggunaan singular kata bisnis dapat 
merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis 
yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Penggunaan yang lebih luas dapat 
merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya “bisnis pertelevisian.”Penggunaan 
yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas 
penyedia barang dan jasa.
11
Dalam  berbisnis terjadi serangkain kegiatan yang pada 
intiny mendapat keuntungan, kegiatan yang dimaksud tukar menukar, jual beli, 
memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia 
lainnya.
12
 Dalam disertasi ini, bisnis  akan difokuskan pada penyediaan barang dalam 
hal ini mobil. 
Rental mobil terdiri dari dua kata yaitu rental dan mobil. Kata rental berasal 
dari bahasa Inggris yaitu rental 13 yang bermakna amount of rent paid (jumlah sewa 
yang dibayar) atau dengan kata lain persewaan. Sedangkan mobil  adalah salah satu  
sarana transportasi yang digunakan untuk melakukan  aktivitas sehari-hari. Dengan 
demikian   rental mobil yang dimaksud dalam disertasi ini adalah suatu transaksi 
                                                 
11
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2012/11/14/pengertian-bisnis-503058.html (27 
Oktober 2014) 
 
12
K. Barten, Pengantar Etika Bisnis (Yogyakarta: Kanisius 2000), h.17.  
 
13
Victoria Bull (ed.), Oxford Learner’s Pocket Dictoinary (New York: Oxford University 
Press, 2008), h. 373. 
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(akad)  pemindahan hak guna atas barang dengan melalui pembayaran upah sewa, 
dengan tidak  diikuti pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah )  atas barang 
itu sendiri.
14
 
Hukum Islam seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul 
mengenai tingkah laku manusia mukallaf  yang diakui dan berlaku untuk semua yang 
beragama Islam.
15
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah 
bagaimanabisnis rental mobil di Kota Makassar  perspektifhukum Islam dengan sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem  rental (sewa menyewa)  yang tidak tercatat menurut 
hukum Islam? 
2. Bagaimana penyerahan mobil rental kepada pengguna rental mobil 
dengan hanya menitipSTNK motor, motordan KTPsebagai jaminan 
menurut hukum Islam? 
3. Bagaimana akibat hukum bila terjadi kerusakan dan wanprestasi menurut 
hukum Islam ? 
 
 
                                                 
14M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah  Wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta: Tazkiyah 
Institut , 1999), h. 155.  
 
15
Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 
1990), h. 18. 
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D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini penulis bermaksud memosisikan tulisan ini berbeda  
dengan pembahasan sebelumnya. Dari penelusuran penulis, belum ada penelitian 
yang membahas secara mendetail mengenai bisnis rental mobil di Kota Makassar 
dalam perspektif    hukum Islam. Peneliti hanya menemukan sejumlah buku yang ada 
relevansinya. Adapun beberapa buku yang peneliti maksudkan adalah  yaitu; . 
Taqyuddin Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alterntif Perspektif Islam  
membahas berbagai sewa menyewa, akan tetapi tidak membahas rental mobil secara 
spesifik. Dalam buku tersebut, hanya memberikan illustrasi secara sepintas 
mengenai berbagai macam sewa menyewa. 
Syamsul Anwar,Hukum Perjanjian Syariah : Studi tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat. Dalam buku tersebut hanya menguraikan mengenai hukum 
perjanjian syariah yang meliputi terbentuknya akad, sah dan batalnya akad, akibat 
hukum akad baik kaitan dengan subjek akad maupun objek akad. Dari urain buku 
tersebut tidak ditemukan uraian yang secara khusus berkaitan sewa-menyewa, 
apalagi dengan bisnis rental mobil di Kota Makassar menurut hukum Islam, 
sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian dalam disertasi ini belum pernah dikaji 
sebelumnya. 
Jusmaliani, Bisnis Berbasis Syariah  dalam buku tersebut diungkap berbisnis 
menurut Islam yang merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan dalam 
persoalan muamalah dan merupakan pembeda dengan aktivitas bisnis yang lain. 
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Perbedaannya terletak pada nilai yang bersumber dari agama Islam yang 
memprioritaskan kejujuran dan tidak mengenal zero sume game (keuntungan 
seseorang diperoleh atas kerugian orang lain). Walaupun buku tersebut 
mendeskripsikan tentang bisnis berbasis syariah, akan tetapi tidak menguraikan 
lebih jauh tentang bisnis rental mobil. Peneliti hanya menganalisis sistem bisnis 
syariah melalaui mekanisme berbisnis secara syariah yang terdapat dalam buku 
tersebut dan mengadopsi sistem tersebut kemudian mengimplementasikan dalam 
penelitian disertasi ini. 
M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Dalam buku tersebut 
dipaparkan aneka ragam transaksi dalam Islam, tetapi sebelumnya disebutkan hak 
dan kewajiban yang terdapat di dalam beberapa transaksi. Dari buku tersebut tidak 
ada pembahasan yang secara spesifik mengulas mengenai judul disertasi ini. 
 Sunarto, Bisnis. Dalam buku tersebut hanya menguraikan bisnis perspektif 
ilmu ekonomi dan ditambahkan sedikit uraian mengenai pengelolaan sumber daya 
manusia dan pengelolaan perusahaan dan tidak menguraikan sama sekali tentang 
bisnis rental mobil perspektif hukum Islam. Dari hasil telaah terhadap buku yang 
ditulis Sunarto, maka peneliti tidak menemukan sama sekali adanya pembahasan 
yang berhubungan dengan penelitian ini atau dengan kata lain ada differensi dan 
gap. 
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M. Manullang, Pengantar Bisnis. Dalam buku tersebut uraiannya didominasi 
oleh uraian tentang perusahaan serta pengembangannya dan tidak mengulas sama 
sekali bisnis rental mobil perspektif Islam. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti 
terhadap buku tersebut, maka dapat ditegaskan oleh peneliti yaitu ada perbedaan 
yang sangat signifikan denga penelitian ini. 
A.Jalaluddin Sayuti, Pengantar Bisnis Dalam Perspektif Aktivitas dan 
Kelembagaan. Dalam buku ini tidak mengulas sama sekali mengenai bisnis rental 
mobil menurut hukum Islam. Buku ini hanya menggambarkan secara global 
mengenai bisnis dan lembaganya apalagi yang terkai dengan bisnis rental mobil 
menurut hukum Islam. Merujuk terhadap buku tersebut, maka ada perbedaan yang 
sangat jaug dengan penelitian ini. 
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam. Dalam buku ini, sama halnya 
dengan bukunya A.Jalaluddin Sayuti yang hanya menguraikan bisnis dan 
lembaganya, sedangkan  dalam buku Abdul Aziz hanya menguraikan berbagai 
bentuk etika dalam  bisnis syariah. Berangkat dari isi buku tersebut, maka peneliti 
menegaskan tidak ada persamaan dengan penelitian yang peneliti laksanakan. 
Buchari Alma,Manajemen Bisnis Syariah . Buku ini hanya memaparkan 
konsep marketing dan manajemen sesuai dengan syariah. Dari buku tersebut 
dikemukakan bahwa cara mengantisipasi adanya kecurangan, penipuan, memakan 
hak orang dengan jalan batil yang dilakukan oleh orang-orang melalui kegiatan 
bisnis, termasuk bisnis rental mobil.Dengan demikian peneliti menyatakan dalam  
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buku ini tidak menguraikan mengenai bisnis rental menurut hukum Islam,  dan hal 
tersebut merupakan  perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini 
Mustafa Kamal Rokan, Bisnis Ala Nabi:  Teladan Rasulullah Saw. Dalam 
Berbisnis. Dalam buku ini diuraikan prilaku-prilaku yang dipraktekkan oleh Nabi 
swa. dalam melakukan kegiatan bisnisnya, dan tidak diuraikan mengenai bisnis rental 
baik secara mikro maupun secara makro, sehinnga terdapat perbedaan dengan 
penelitian ini. 
Mardani, Figh Ekonomi Syariah (Figh Muamalah) , dalam tersebut tidak 
memuat sama sekali yang terkait dengan  bisnis rental mobil. Buku ini hanya 
mengungkap aturan-aturan dalam bertransaksi disertai dengan fatwa-fatwa MUI 
yang berhubung dengan aturan-aturan transaksi. Oleh karena tidak ada kesamaan 
dalam buku tersebut dengan penelitian ini, maka peneliti menegaskan ada perbedaan 
sacara substansial. 
Ghufran A. Mas’adi,Fiqh Muamalah Kontekstual. Dalam buku ini tidak jauh 
berbeda dengan buku Mardani, demikian juga dalam buku ini tidak menggambarkan 
tentang bisnis mobil rental perspektif hukum Islam. Dari isi buku tersebut, peneliti 
menyatakan ada perbedaan dengan penelitian ini. 
Rachmat Syafei,Fiqih Muamalah. Dalam buku tersebut mengulas terkait 
dengan aturan-aturan dalam bertransaksi, sama halnya dua buku yang mendahului 
sebelumnya. Dan juga pembahasannya tidak menggambarkan tentang bisnis rental 
mobil menurut hukum Islam, akan tetapi buku tersebut dapat dijadikan sebagai 
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bahan komparasi, terutama dalam kaitannya dengan transaksi. Dengan demikian, 
terjadi perbedaan yang mendasar antara buku tersebut dengan penelitian ini. 
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah. Dalam buku tersebut tidak jauh berbeda 
dengan buku-buku sebelumnya yang hanya mengulas aturan-aturan dalam 
bertransaksi. Apalagi  meretas tentang bisnis rental mobil menurut hukum Islam. 
Dan inilah yang menjadikan penelitian berbeda dengan buku tersebut. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
  Bertolak dari rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
peniliti akan mengemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, diantaranya; 
1. Tujuan Penelitian 
a.  Untuk mendeskripsikan sistem  rental (sewa menyewa) mobil yang tidak 
tercatat menurut hukum Islam. 
b. Untuk mendeskripsikan penyerahan mobil rental kepada pengguna 
dengan hanya menitip STNK motor, motor dan KTP sebagai jaminan 
menurut hukum Islam. 
c. Untuk mendeskripsikan akibat hukum bila terjadi kerusakandan 
wanprestasi menurut hukum Islam. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan ilmiah, yaitu penelitian ini menjadi sebagai bahan bacaan dan 
referensi bagi umat Islam secara umum, dan para peminat hukum Islam 
yang terkait dengan bisnis rental mobil secara khusus. 
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b. Kegunaan Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan 
bagi pemilik bisnis rental mobil agar dalam menjalankan bisnisnya 
senantiasa sesuai dengan Islam terutama dari aspek hukumnya (hukum 
Islam).  
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Tinjauan Umum Tentang Bisnis 
1. Pengertian Bisnis 
Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, kata bisnis sangat familiar dan 
populer. Setiap hari jutaan  orang melakukan bisnis, baik orang tersebut sebagai 
produsen, perantara maupun sebagai konsumen. Bagi orang yang berprofesi sebagai 
produsen dan orang-orang lain yang bergerak dalam  kegiatan bisnis berhasil 
membuat keuntungan dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin lama makin 
meningkat.
1
Dan saat ini, dunia bisnis semakin kompleks yang berimplikasi pada 
banyak waktu bagi siapa saja yang memiliki minat untuk mempelajarinya dan 
mengaplikasinnya dalam kehidupannya. 
Kata bisnis ketika menjadi diskursus, maka yang akan muncul di benak 
masyarakat adalah perusahan besar, misalnya Toyota, Daihatsu atau Microsof. Atau 
perusahaan kecil, seperti toko kecil yang banyak dijumpai di sekitar kita, atau 
perusahan yang lebih kecil lagi, seperti, penjaja koran di pinggir jalan yang setiap 
hari dijumpai. 
                                                 
1
Buchari Alma dan  Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah (Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 115. 
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Berdasarkan gambaran diatas, maka hal tersebut merupakan bentuk-bentuk 
dari organisasi yang menjalankan bisnis, yang dimaksudkan adalah organisasi yang 
menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.
2
 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa, dalam kehidupan 
sehari-hari, kata bisnis sudah menjadi kata yang familiar dan pupuler dikalamgan 
masyarakat, baik pada masyarkat awam maupun masyarakat yang terpelajar.Akan 
tetapi, makna bisnis berbeda dalam persepsi dan asumsi masyarakat awam dan 
masyarat terpelajar.   
Kata bisnis, jika ditelusuri asal muasal katanya  berasal dari Bahasa Inggris. 
Dan kata bisinis secara leksikal  mengandung tiga makna, yaitu perusahaan, urusan 
atau usaha.
3
 Tiga kata tersebut, dan ketiga makna dari kata bisnis akan terlihat 
ketika ia bergandengan dengan kata yang lain. Atau dengan kata lain  jika ketiga 
makna dari kata bisnis dapat dipahami ketika telah terangkai dengan kata yang  lain. 
Misalnya, The Grocery Business artinya perusahaan sayur mayur, It is not your 
business artinya ini bukan urusanmu,This store is going out of business artinya toko 
ini akan menghentikan usahanya. Dari tiga arti kata bisnis yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka arti dari kata bisnis yang  ketiga yang lebih dekat pada makna 
yang terkait dengan pembahasan dalam  disertasi ini yaitu arti usaha. 
                                                 
2
Riffely Dewi Astuti, Pengantar Bisnis (Cet. IX; Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 
2012), h.3.  
 
3
John M Echol dan Hassan  Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Cet. XVIII; Jakarta : PT. 
Gramedia, 19890, h. 90. 
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Dalam perspektif ilmu ekonomi, pengertian bisnis berarti suatu organisasi 
yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk 
mendapatkan laba. Secara historis,  kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu  
business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, 
komunitas, ataupun masyarakat.Dalam artian,sibuk mengerjakan aktivitas dan 
pekerjaanyang  akan mendatangkan keuntungan.
4
 
Menurut M. Manullang, bisnis adalah  segala aktivitas dari berbagai institusi 
yang menghasilkan barang dan jasa  yang perlu dalam kehidupan masyarakat sehari-
hari.
5
 Dari defenisi yang diberikan oleh M. Manullang, ia lebih jauh memberikan 
penjelasan dari defenisi yang dibuatnya. Menurutnya, segala aktivitas dimaknai 
beraneka warna aktivitas, seperti produksi, distribusi, konsumsi dan berbagai 
aktivitas lainnya yang ada kaitannya terhadap ketiga aktivitas tersebut, seperti 
transportasi, pembelian dan lain-lainnya. 
Institusi atau badan atau lembaga atau suatu organisasi merupak sekumpulan 
faktor-faktor produksi terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal dan pemimpin 
(manejer), yang menghasilkan barang atau jasanya, misalnya perusahan-perusahan, 
rumah sakit, sekolah dan berbagai macam organisasi yang ada dalam suatu 
masyarakat.\ 
                                                 
4
STIEPengujiSukabumi,PengantaBisnishttps://www.facebook.com/permalink.php?id=22837
7610627208&story_fbid=232398746891761 (16 Oktober 2015) 
 
5
M. Manullang, Pengantar Bisnis (Cet. II; Yogyakarta: Gadjah Madaniversity Press, 2008), 
h. 3. 
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Menghasilkan barang dan jasa, maksudnya ada output dari institusi tersebut 
baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, misalnya, saran, nasehat, 
pendapat atau buah fikiran, dihasilkan oleh institusi, seperti pendidikan, rumah 
sakit, kantor konsultan, kantor pengacara, dan lain sebgainya. 
Perlu untuk kehidupan masyarakat berarti ada manfaatnya kepada kehidupan 
masyarakat, seperti dihasilkannya berbagai jenis barang, peningkatan kesehatan atau 
peningkatan pendidikan anggota masyarakat dan lain sebagainya.Sehingga 
gerombolan, pengacau organisasi pencurian, dan berbagai kelompok pengrusak 
terhadap sumber daya, bukan perlu untuk kehidupan masyarakat, dengan demikian 
organisasi seperti ini tidak termasuk dalam pengertian bisnis. Dengan penjelasan 
berbagai unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian bisnis, maka jelaslah apa yang 
dimaksud dengan bisnis dan apa yang bukan bisnis.
6
 
Dalam pengertian yang tidak jauh berbeda, Lukman Hakim mendefenisikan 
bisnis sebagai suatu organisasi yang menjual jasa atau barang kepada pembeli atau 
konsumen ataupun bisnis lainnya untuk mendapatkan laba.
7
 Sedangkan menurut 
Hughes dan Kapoor sebagaimana yang dikutip oleh Francis Tantri, mendefenisikan 
bisnis yaitu: 
                                                 
6
M. Manullang, Pengantar Bisnis, h. 4.  
 
7Lukman Hakim, ‚Pengertian Bisnis, Fungsi Bisnis,Tujuan Bisnis , dan Manfaat Bisnis‛, 
Blog Lukman Hakim.http://dunsarwere.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-bisnis-fungsi-bisnis-
tujuan.html (21 Oktober 2015). 
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‚Business is the organized effort of individual to produce and sell for 
profit, the goods and service that satisfy society’s  needs. The general term 
of business refers to all such effort within a society or within an industry.
8
 
 
Pengertian bisnis tersebut diatas, paling tidak memberikan pemahaman bahwa 
bisnis adalah sebuah usaha yang dilakukan secara individual untuk menghasilkan dan 
menjual barang dan jasa  dengan maksud mendapatkan keuntungan sebagai 
konsekuensi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Atau dengan kata lain, bisnis 
adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir  untuk menghasilkan, dan 
menjual  barang serta jasa dalam rangka mendapatkan keuntungan untuk  memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
Hal yang sama dikemukakan oleh Skinner, menurutnya, bisnis adalah 
pertukaran barang, jasa atau yang saling menguntungkan serta memberikan manfaat.
9
 
Senada dengan Skinner, Riffely Dewi Astuti mengartikan dan mendefenisikan  bisnis 
sebagai aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang , jasa atau uang yang 
dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud memperoleh manfaat atau 
keuntungan.
10
 
Dalam pengertian luas, bisnis merupakan suatu istilah untuk menjelaskan 
segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang 
dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 
                                                 
8
Francis Tantri, Pengantar Bisnis (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 21. 
 
9
Francis Tantri, Pengantar Bisnis, h. 5. 
 
10
Riffely Dewi Astuti, Pengantar Bisnis, h.3.  
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Dengan demikian bisnis merupakan proses sosial yang dilakukan oleh dua 
pihak atau kelompok melalui proses penciptaan dan pertukaran kebutuhan dan 
keinginan akan suatu produk tertentu yang memiliki nilai atau memperoleh manfaat 
atau keuntungan. 
2. Bisnis dan Perkembangannya 
Pada masa silam, aktivitas bisnis dilakukan oleh masyarakat hanya pada level 
keluarga. Belum dilakukan pada khalayak ramai, sehingga kegiataan bisnis hanya 
tercover pada hal yang sifatnya tertutup. Oleh karena itu, keluarga hanya melakukan 
kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya para keluarga menanam 
tanaman denga tujuan memenuhi sebagai kebutuhan makanannya saja. Membangun 
rumah sendiri dengan kontribusi dan bantuan dari tetangga sendiri. 
Usaha yang dilakukan masyarakat hanya terbatas pada bidang yang sangat 
kecil dan belum samapai pada pemikiran untuk membuat usaha yang bersifat 
komersial dengan cara meminjam modal untuk produksi yang berskala besar.
11
 
Dari bisnis yang hanya dilakukan pada wilayah keluarga dan skupnya kecil 
serta terbatas, kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis, bahkan dapat 
dianggap sebagai sesuatu yang fenomenal dalam sejarah peradaaban manusia di 
permukaan bumi. Dan peristiwa inilah membawa inspirasi bagi banyak kalangan. 
Peristiwa yang peniliti maksud adalah revolusi industri yang mana melahirkan 
produk-produk industri yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Misalnya, mesin 
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uap, dengan kehadiran produk ini mampu menimbulkan perubahan yang sangat 
signifikan dalam dunia pertanian. Yang sebelumnya sawah dibajak dan dikerjakan 
oleh tenaga sapi, kerbau untuk membajak sawah. Kemudian diganti dari hasil revolusi 
industri yaitu traktor dan bolduzer yang memiliki tenaga yang luar biasa.
12
 
Berdasar pada kenyataan dari revolusi industri tersebut, maka terbangun 
perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan orang, dengan demikian dibutuhkan 
tenaga kerja yang kemudian mulai menerima upah. Dari hasil yang didapatkan, 
mereka  mampu membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Dan pada akhirnya,  
ekonomi tumbuh dengan pesat dan memberi peluang berkembangnya pabrik-pabrik, 
perdagangan besar dan sebagainya. 
Perkembangan bisnis telah berkembang dalam beberapa dekade. Terutama 
pandangan pada sejarah bisnis menunjukkan perkembangan dari usaha perorangan ke 
struktur korporasi yang rumit. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih terperinci 
terhadap perkembangan bisnis, maka dapat dilihat melalui sejarahnya. 
Dalam uraian sebelumnya, peneliti telah mengemukakan bahwa lahirnya 
revolusi industri yang berimplikasi pada terjadinya perubahan-perubahan yang sangat 
drastis dan sangat fenomenal yang dipengerahui oleh revolusi industri yang telah 
berhasil melahirkan revolusi manufaktur yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi 
dan adanya perkembangan sistem pabrik. 
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Revolusi industri termasuk penggerak perkembangan bisnis yang terjadi 
sampai saat ini, dan hal tersebut kemudian melahirkan era selanjutnya. Era tersebut 
adalah; 
1. Era Entreprneur13 
Selama abad-19, sistem perbankan AS mulai menyediakan bagi bisnis 
domestik beberapa kebebasan dari pasar-pasar modal Eropa.
14
 Sebagai tambahan, 
kemajuan dalam transportasi kapal uap dan perkembangan perkeretaapian 
menyebabkan perpindahan produk-produk ke sejumlah pasar yang jauh menjadi 
mungkin dan juga ekonomis. Munculnya para wirausahawan (enterpreneur) pada 
skala yang sangat besar. 
15
 Seperti bisnis pada banyak negara pada abad ke-19, bisnis 
AS menekankan filsafat laissez faire yaitu suatu prinsip dimana pemerintah tidak 
mengintervensi dalam perekonomian. Akan tetapi membiarkan fungsi bisnis berjalan 
tanpa peraturan dan sesuai dengan hukum-hukum alaminya. Pengambilan resiko dan 
kewirausahaan menjadi tanda atas praktek-praktek agresif yang membentuk beberapa 
perusahaan terbesar dalam negeri dan pada akhirnya di dunia. 
Munculnya  perusahaan-perusahaan raksasa meningkatkan standar hidup dan 
menjadikan sesuatu kekuatan. Tapi ukuran dan kekuatan perekonomian perusahaan 
                                                 
13
Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang dibangun bertujuan untuk menjembatani 
antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembangunan/ pembentukan sebuah 
perusahaan baru, kegiatan kewirausahaan juga merupakan kemampuan managerial yang diperlukan 
oleh seorang entrepreneur..http://www.temukanpengertian.com/2013/06/pengertian-
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seperti itu mempersulit para pesaing untuk memasuki pasar. Kontrol pasar secara 
menyeluruh menjadi di berbagai industri, dengan banyaknya korporasi besar yang 
lebih memilih  untuk bergabung daripada bersaing. Berbagai kritik dilancarkan 
sebagai reaksi melawan praktek yang tidak etis dan perjuangan yang tidak teratur 
untuk memperoleh kekuasaan, dengan cara meminta diberlakukannya undang-undang 
anti trust (antitrust law) dan penghentian praktek monopoli. 
Diantara undang-undang penting lain, Sherman anti trustAct tahun 1890 dan 
layton Act tahun 1914 disahkan khususnya untuk membatasi kontrol yang dapat 
diperoleh suatu bisnis tunggal dalam setiap pasar yang ada.  Undang-undang lain 
yang dikeluarkan selama era itu berusaha mengatur berbagai macam praktek 
pengkaryaan dan periklanan dan undang-undang lain yang mencoba mengatur  cara-
cara bisnis menangani urusun keuangannya.
16
 
2. Era Produksi 
Konsep spesialisasi dan produksi massal yang berawal pada masa revolusi 
industri lebih dikembangkan lagi pada awal abad ke-20. Pada saat itu, banyak analis 
organisasi bisnis berusaha memfokuskan perhatian manejemen pada proses produksi. 
Terutama para pembuat teori yang sering disebut sebagai manejemen ilmiah, 
meningkatkan efisiensi  melalui satu cara yang terbaik melalui tugas-tugas menjadi 
tujuan utama manejemen. Manejemen ilmiah yang berkembang selama awal tahun 
1990 an, memusatkan perhatian memaksimalkan output  dengan mengembangkan 
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cara-cara yang paling efisien dan produktif bagi para pekerja  dalam melakukan 
tugas-tugas yang dirancang dengan hati-hati. 
Pada tahun 1913, Henry Ford memperkenalkan  lini perakitan bergerak dan 
mengarah pada era produksi. Sebagian besar berfokus efisiensi manufaktur. Dengan 
menggunakan stasiuan kerja tetap, meningkatkan spesialisasi tugas , dan 
memindahkan pekerjaan kepada pekerja. Ford meningkatkan produktivitas dan 
menurunkan harga. Dalam melakukan hal tersebut, ia juga menjadikan mobil lebih 
terjangkau oleh orang kelas menengah.
17
 Konsep countervailing power 
pertumbuhankorporasi maupun perbaikan output lini perakitan telah mengorbankan 
kebebasan pekerja. Dominasi perusahaan-perusahaan besar mempersulit individu-
individu untuk memasuki bisnis pribadi. 
Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahan yang dijalankan oleh para 
pemberi lapangan kerja hanya menyisahkan sedikit kebebasan memilih bagi orang-
orang, baik dalam memilih tempat  bekerja maupun dalam memilih produk-produk 
apa yang akan dibeli. Apabila keseluruhan sistem akan diseimbangkan, ada dua unsur 
didalamnya yang diperkuat yaitu pemerintah dan tenaga kerja yang diorganisasi.
18
 
Dengan demikian, era produksi menjadi saksi bangkitnya serikat kerja dan 
praktek tawar-menawar kolektif. Selain itu, masa depresi tahun 1930-an dan perang 
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dunia II mendorong pemerintah campur tangan  atas sistem perekonomian pada skala 
yang tidak dapat diduga sebelumnya. 
Dewasa ini, bisnis, pemerintah, dan tenaga kerja sering disebut oleh para 
ekonom dan politikus sebagai tiga countervailing power   (kekuatan dengan keinginan 
yang bertolak belakang) dalam masyarakat. Walaupun semuanya besar dan kuat, 
tidak satupun yang mendominasi penuh atas yang lainnya. 
3. Era Pemasaran 
Pasca perang dunia II, permintaan untuk barang-barang konsumen  yang 
tertekan akibat kekurangan sewaktu perangmulai memicu perekonomian untuk 
beberapa waktu. Meskipun terjadi resesi periodik yang berlangsung singkat. Dan pada 
tahun 1950-an dan 1960-an merupakan waktu-waktu yang makmur. 
Pada waktu tersebut, produksi terus meningkat, teknologi semakin maju dan 
standar hidup ikut juga meningkat. Dan waktu itu berkembang filsafat bisnis yaitu 
konsep pemasaran. Sebelumnya, bisnis pada dasarnya berorientasi pada produk bisnis 
lain, apa yang mereka pikir diinginkan oleh pelanggan, atau hanya memproduksi apa 
yang ingin diproduksi oleh para pemilik. 
Dalan pandangan konsep pemasaran, bisnis bermula dari pelanggan. Produsen 
barang atau jasa mulai dengan menetapkan apa yang pelanggan ingingkan dan 
30 
 
 
 
kemudian menyediakannya. Para pelaksana konsep pemasaran yang paling berhasil 
adalah perusahan seperti Protector dan Gamble.19 
4. Era Global 
Era globalisasi dimana  dunia yang paling transparan kita lihat bagaimana 
hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, multinasional, perang ekonomi lewat 
perdagangan antar bangsa, yang saling berebut untuk menguasai pasar dunia dalam 
bidang barang dan jasa. Pada tahun 1980-an  menyaksikan kelanjutan kemajuan 
teknologi produksi
20
, teknologi komputer, sistem informasi dan kemampuan 
komunikasi. Pada tahun-tahun tersebut juga menyaksikan pertumbuhan ekonomi 
global. Para konsumen Itali, dan mendengarkan  CD Player buatan Taiwan. Di 
seluruh dunia, orang-0rang minum pepsi, memakai jeans Levi‛s, menggunakan 
komputer IBM, minum teh industri dan menonton film-film dan pertunjukan-
pertunjukan televisi produksi pramount. 
Globalisasi adalah fakta kehidupan bagi kebanyakan bisnis dewasa ini. 
Komunikasi dan transportasi yang semakin membaik, sebagai tambahan terhadap 
                                                 
19
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semakin efesiensinya metode-metode internasional untuk pembiayaan, produksi, 
distribusi, serta pemasaran produk dan jasa telah berpadu sehingga membuka 
kesempatan bagi dunia usaha meraih tempat pasar yang luas. 
Suatu hal yan tidak dapat disangkal lagi, banyak bisnis yang telah dirugikan 
oleh persaingan asing. Akan tetapi, banyak perubahan telah mendapatkan keuntungan 
dari kegiatan mencari pasar baru di luar negeri. Sebagai tambahan, persaingan telah 
memaksa banyak bisnis banyak memotong biaya, meningkatkan efisensi dan 
memperbaiki kualiatas. Berbagai ragam trend, kesempatan dan tantangan yang 
penting dalam era global. 
5. Era Internet 
Peralihan ke abad 21 telah disertai oleh apa yang para ahli disebut sebagai era 
internet. Diperkirakan akan tumbuh mencapai ratusan juta penggunapada tahun 2015. 
Bahkan di Eropa diperkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi dan akan menjadi 
signifikan juga tingkat perkembangan di Asia Pasifik.  
Dari perkembangan era internet yang begitu pesat, maka bagimana internet 
mempengerahui dunia usaha ? minimal ada tiga macam cara yang ikut andil 
mempengerahui dunia usaha, yaitu; 
a. Internet akan meningkatkan perdagangan secara drastis di seluruh sektor 
perekonomian, terutama di bidang jasa. Apabila internet mempermudah 
pertumbuhan seluruh perdagangan, hal itu akan terjadi pula pada 
perdagangan jasa pada skala internasional. 
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b. Internet akan berperan penting, paling tidak sampai taraf tertentu, dalam 
perusahaan besar maupun kecil tanpa memandang produk atau jasa apa 
yangh mereka jual. Pada masa lampau, intervensiyang cukup besar 
diperlukan untuk memasuki beberapa industri dan untuk memasuki pasar 
asing. Akan tetapi, sekarang usaha bisnis kecil yang berbasis di Missouri, 
Italia utara, Malaysia Barat atau Brasil Utara dapat memiliki situs web 
dan bersaing secara efektif dengan bisnis-bisnis yang lebih besar yang 
berlokasi di seluruh dunia.
21
 
c. Internet juga memiliki potensi yang cukup besar menjadi mekanisme 
networking yang efektif dan efisien diantara bisnis-bisnisyang disebut 
sebagai to business network dapat menghubungkansuatu perusahaan 
dengan semua pemasoknya, pelanggang bisnisnya, dan sekutu strateginya 
dengan cara-cara yang dapat mempercepat dan mempermudah mereka 
melakukan bisnis bersama-sama.
22
 
3. Tujuan Bisnis 
Manusia dalam melakukan bisnisnya senantiasa ingin mendapatkan profit atau 
laba yang besar. Jika tujuan mendatangkan profit yang besar yang menjadi tujuan 
manusia dalam berbisnis, maka seringkali menghalalkan segala cara.  
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Menghalalkan segala cara seringkali terjadi perbuatan negative yang akhirnya 
menjadi kebiasaan. Suatu perbuatan yang tercela apabila dalam berbisnis terdapat 
banyak kebohongan. Seorang pelaku bisnis melakukan kebohongan untuk menutupi 
segala kekurangan terhadap barang atau jasa yang dimilikinya. Hal tersebut dilakukan 
agar supaya calon pembeli atau calon pengguna jasa mau dan berminat untuk 
membeli atau menggunakan barang atau jasanya. Demikian salah contoh perbuatan 
yang tercela dalam melakukan bisnis dan masih banyak lagi contoh-contoh negatif 
dalam berbisnis. 
Padahal dalam ajaran Islam, jika sesorang melakukan bisnis, misalnya dalam 
jual beli, maka seorang penjual seyognya dalam menjual barang harus dengan senang 
hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik kepada pembeli.
23
 Demikian juga 
sebaliknya, seorang pembeli, ia tidak membuat penjual kesal, transaksi berlangsung 
dengan harmonis, suka sama suka dan tidak terjadi ketegangan diantara keduanya. 
Pelaku bisnis saat ini, terdapat stigma bagi masyarakat pada umumnya. 
Stigma tersebut bahwa pelaku bisnis belum dapat diterima oleh masyarakat sebagai 
profesi yang elit. Profesi sebagai pelaku bisnis masih dianggap sebagai profesi 
rendahan, asumsi ini dilatarbelakangi oleh karena apa yang dilakukan oleh pelaku 
bisnis dilakukan dengan trik, penipuan, ketidakjujuran dan lain sebagainya.
24
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Prilaku-prilaku pelaku bisnis sebagaimana yang diuraikan diatas dapat 
dikatakan bahwa mereka melakukan bisnis tersebut hanya ingin mendapatkan profit 
atau laba yang besar tanpa diiringi nilai-nilai moral dan etika yang Islami 
sebagaimana yang diharapkan oleh segenap masyarakat. 
Islam sebagai agama paripurna, ia telah mengatur dalam seluruh aspek 
kehidupan manusia termasuk dalam dunia bisnis. Islam telah memiliki konsep dalam 
hal bisnis, termasuk tujuan yang telah ditetapkan dalam melakukan bisnis. Adapun 
tujuan bisnis dalam Islam, diantaranya; 
1. Target Hasil: Profit-Materi dan Benefit-Non Materi 
Target hasil profit-materi dan benefit-non materi maksudnya adalah bisnis 
tidak hanya untuk mencari profit (qimah ma>diya>h atau  nilai materi) setinggi-
tinginya, akan tetapi juga harus memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan 
atau manfaat) non materi kepada internal organisasi perusahaan dan eksternal 
(lingkungan), misalnya terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian social dan 
sebagainya. Benefit yang dimaksud tidaklah semata memberikan manfaat kebendaan, 
tetapi juga bersifat non materi. Islam memandang bahwa tujuan suatu amal perbuatan 
tidak hanya berorentasi pada qimah ma>diya>h . 
Selain qimah ma>diya>h yang disebut diatas, masih terdapat tiga orentasi. Tiga 
orentasi yang dimaksud adalah qimah insa>niyah, qimah khulu>qiyah dan qimah 
ru>hiyah. 
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Hadirnya qimah insa>niyah  hal tersebut berarti pengelola berusaha 
memberikan  manfaat  yang bersifat kemanusiaan melalui kesempatan kerja, bantuan 
social dan bantuan lainnya. Qimah khuluqi>ya>h  mengandung pengertian bahwa  nilai-
nilai akhlak mulia menjadi suatu keharusan yang harus muncul dalam setiap aktivitas 
bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang Islami, bukan sekedar 
hubungan fungsional atau professional, sementaraqimah ru>hiya>h berarti aktivitas 
dijadikan sebagai media mendekatkan diri kepada Allah swt.. 
2.  Pertumbuhan 
Pertumbuhan, jika profit materi dan profit non materi telah diraih, sebuah 
perusahaan harus berupaya menjaga pertumbuhan agar selalu meningkat. Upaya 
peningkatan ini juga harus selalu dalam koridor syariah, bukan menghalalkan segala 
cara. 
3. Keberlangsungan  
Keberlansungan target yang telah dicapai dengan pertumbuhan setiap 
tahunnya harus dijaga keberlangsungnya agar perusahaan tetap eksis dalam kurun 
waktu yang lama.  
4. Keberkahan 
Keberkahan, semua tujuan yang telah tercapai  tidak berarti  apa-apa jika 
tidak ada keberkahan di dalamnya. Maka bisnis Islam menempatkan keberkahan  
sebagai tujuan inti, karena ia merupakan bentuk dari diterimanya segala aktivitas 
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manusia. Keberkahan menjadi bukti bahwa bisnis yang dilakukan telah mendapat rida 
dari Allah.
25
 
3. Aktivitas Bisnis 
Berjuta orang hidup di dunia ini. Mereka hidup di berbagai negeri, berbicara 
dalam berbagai bahasa dan terdiri dari kelompok-kelompok etnik yang berbeda. 
Mereka membutuhkana makanan untuk memuaskan rasa lapar, minum untuk 
memuaskan rasa haus, pakaian untuk memilihara rasa hangat, membutuhkan tempat 
untuk beristrahat, dan membutuhkan obat-obatan dan perhatian khusus apabila 
mereka sakit. 
Dengan berbagai alasan tersebut diatas, mereka membutuhkan pengangkutan 
dari satu tempat ke tempat lain. Jika  mereka berbeda tempat perlu berkomunikasi 
dan pada saat tertentu, mereka butuh istrahat, atau mendengar musik, menonton 
televisi atau berjalan-jalan di tanam. 
Masyarakat telah belajar memenuhi kebutukan dengan berbagai cara yang 
berbeda pula. Misalnya, belajar membiasakan diri memenuhi kebutuhan-kebutuhab 
makanan dengan beras sebagai makanan pokok, sedangkan yang dengan gandum. 
Bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau telah belajar menggunakan 
perahu dan bagi mereka yang tinggal di gunung mengenderai kuda dan lain 
sebagainya. Yang lain menangkap ikan, sedang yang lainnya menjadi petani. Para 
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pedagang membawa barang berlebih dari suatu tempat ke tempat lain dimana barang 
tersebut dibutuhkan. 
Orang merasakan perlunya berdagang atas apa yang dimiliki untuk sesuatu 
yang tidak dimiliknya. Pertukarang barang telah tercipta ketika pedagang bertambah 
maju, dan logam-ligam mulia seperti emas dan perak telah digunakan sebagai alat 
pertukaran untuk mempasilitasi perdagangan. 
Dalam penggalian-pengalian arkeologi dan gambar-gambar di gua telah 
menjelaskan bahwa transaksi bisnis telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Di 
kotaseperti, Cartago, Babilonia, Mesirdan Cina telah dipedagangkanmanik-manik, 
biji-bijian dan produk-produk primitf lainnya.
26
 
Pola-pola perdagangan tidak mengalami perubahan selama berabad-abad. Di 
Eropa, pada abad-abad tengah, para pemimpin agamamengingatkan paetani untuk 
tidak mengejar kekayaan atau perolehan-perolehan pribadi. Pada waktu itu, status 
para pedagang tidak ada, dan keberadaan mereka hanya keperluan materi. Bahkan 
tradisi Cina, pedagang berada pada tingkat yang paling  rendah di bawah 
Cendikiawan, petani dan seniman.
27
Hanya pada abad-abad terakhir ketika 
perdagangan dan industri modern mulai berkembang , para pedang dan industrialist 
diterima masyakat dan dihormati. 
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Pada perubahan historis terjadi pada masa revolusiindustri dan mekanisasi. 
Penemuan mesin, perkembangan ilmu dan teknologiserta permulaan urbanisasi pada 
abad ke dua puluh semuanya telah mempercepat proses industrialisasi dan 
menciptakan kebutuhan akan manejemen yang efisien dan dalam perushaan. Dengan 
pengenalan transportasi modern di laut dan di udara, maka aktivitas-aktivitas bisnis 
telah melintasi batas-batas nasional.Korporasi multi nasional bermunculan. Hal ini 
telah menjadi cara hidup untuk menggunakan produk-produk yang dibuat pada 
banyak negara yang berbeda. 
Tiga hal yang senantiasa hadir dalam aktivitas bisnis, dan hal tersebut 
selalu berkaitan satu sama lain. Tiga hal  yang dimaksud adalah produksi, distribusi, 
konsumsi. 
1. Produksi 
Salah satu bentuk aktivitas bisnis adalah produksi. Dalam berbagai literatur 
disebutkan, bahwa produksi secara maknawi yang luas, maka ia dimaknai setiap 
aktivitas untuk memuaskan kebutuhan manusia dan produksi tersebut dapat 
dibedakan menjadi tiga tingkatan, dalam istilah fikih dikenal dengan daruriya>t, 
h}a>jiya>t, dan tahsiniya>t. Tiga istilah tersebut sangat familiar dalam buku-buku 
fikih.Akan tetapi, dalam istilah bisnis disebut kebutuhan primer. 
Sebelumnya telah disebutkan aktivitas bisnis yang terdiri dari tiga yaitu 
produksi, distribusi, konsumsi. Maka terkait dengan produksi ia terbagi kedalam tiga 
istilah produksi primer, produksi sekunder dan produksi tertier. 
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Produksi primer berarti aktivitas bisnis menarik sumber daya alam yang ada di 
lingkungannya, misalnya, dalam pertambangan orang menarik biji besi dalam tanah. 
Pada perikanan orang akan mengumpulakan ikan dari sungai dan pada pertanian 
petani menanam sesuatu dan menuai hasilnya. Di hutan-hutan, pemotong kayu 
memperoleh balok-balok kayu.
28
 
Produksi sekunder yaitu sumber daya alam atau bahan mentah diproses atau 
diolah menjadi barang jadi.Biji besi diolah menjadi pipa atau lempengan besi, balok-
balok kayu diolah menjadi meubel.Pabrik-pabrik memproduksi tekstil dari bahan 
mentah seperti, kapas, sutera, dari bahan sintesis. Pabrik lainnya menggunakan tekstil 
sebagai bahan mentah untuk mebuat pakaian , dan keperluan-keperluan rumah tangga 
lain.
29
 
Produksi tertier yaitu yang diproduksi umumnya berupa jasa-jasa industri 
manufaktur dibantu sejumlah jasa-jasa dan fasilitas.Perusahan transportasi membawa 
produk manufaktur dari pabrik ke penyalur-penyalur.Pedagang besar dan pedang kecil 
menyediakan jasa pendistribusian kepada pemakai terakhir.Termasuk jasa-jasa lain di 
dalam produksi tertier seperti pengapalan, transportasi udara, telekomunikasi dan pos, 
utilitas umum, perumahan, perbankan, keuangan, perasuransian, perhotelan dan 
restoran. Termasuk juga ke dalam kategori ini berupa jasa-jasa yang dipersiapkan 
oleh para professional seperti dokter, akuntan, ahli hukum, guru, ahli teknik, para 
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musician dan banyak lagi yang lain. Jasa yang disediakan oleh pemerintah juga 
termasukl bentuk dari produksi tertier.
30 
Sistem-sistem perusahaan memerlukan berbagai masukan untuk berputarnya 
berbagai hasil untuk masyarakat.Masukan-masukan tersebut disebut factor 
produksi.Masukan-masukan dasar adalah material, tenaga kerja, modal dan 
entrepreneurship. Tiga masukan-masukan dasar yaitu tenaga kerja, modal dan 
entrepreneurship akan diuraikan lebih lanjut dalam rangka memahami secara tepat. 
Pertama, tenaga kerja berarti sejumlah orang yang bekerja pada perusahaan, 
yaitu manejer, salesmen, buruh, pegawai tata usaha; Kedua; modal yaitu dana yang 
diperlukan untuk membiayai perusahaan. Menurut Sunarto, modal  dibutuhkan baik 
untuk memulai bisnis maupun untuk menjaga perusahaan tersebut dapat tetap 
beroperasi dan tumbuh.
31
Dan modal mungkin investasi dari pemilik atau pemegang 
saham, pinjaman dari bank, atau dari keuntungan, yang ditahan oleh perusahaan.  
Uang tersebut digunakan untuk membeli bahan mentah, upah kerja, biaya pemasa 
ngan mesin baru atau membiayai perluasaan gedung pabrik; Ketiga; entrepreneurship 
yaitu pengambil resiko untuk mengoperasikan perusahaan sedang untuk perusahaan 
besar ia mengangkat suatu team manejer professional untuk mengoperasikan 
perusahaan atas namanya.
32
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Selain faktor-faktor produksi yang telah diuraikan diatas, maka yang  perlu 
menjadi perhatian pula adalah keterampilan teknis, misalnya bagaimana internet 
bekerja, kemampuan konseptual untuk melihat potensi masa depan dan kelihaian 
mengambil resiko dalam mempertaruhakan modal terhadap peluang yang ada.
33
 
Sebagaimana yang penulis uraikan bahwa yang tidak kalah penting dalam 
factor-faktor produk adalah keterampilan. Hal tersebut disebabkan keterampilan akan 
menjadi pembeda antara satu bisnis dengan bisnis yang lain. Maksudnya bahwa jika 
terdapat dua kelompok pebisnis memiliki sumber daya yang sama dari semua 
aspeknya, akan tetapi satu pebisnis lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, hal 
ini dimungkinkan akibat keterampilan yang dimiliki mereka berbeda. Artinya, bagi 
pebisnis yang terampil tentu saja akan menampakkan pekerjaannya dilakuksn secara 
professional untuk menghasilkan barang yang brerkualitas dengan pelayanan tentu 
saja berkualitas. Kenyataan inilah yang membuat para konsumen atau pelanggannya 
tetap setia menjadi pembeli produk yang ditawarkan oleh pebisnis, dan akhirnya 
pebisnis tersebut dapat memenangkan persaingan diantara pebisnis yang lainnya. 
Dalam Islam, produksi dikenal dengan istisna yaitu suatu proses atau siklus 
kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan 
memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Dan hukum produksi 
dalam Islam adalah mubah.  
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Dalam berbagai hadis dinyatakan bahwa Nabi membolehkan produksi. Dan 
Nabi pernah membuat cincin yang terbuat dari emas. Bahkan Nabi pernah 
memerintahkan salah seorang sahabatnya agar anaknya membuatkan Nabi sandaran 
kursi, kemudian Nabi menggunakan pruduk (sandaran kursi) tersebut yang dikerjakan 
oleh anak dari sahabat Nabi. Ini memberikan indikasi bahwa berproduksi dalam Islam 
dibolehkan.  
Indikasi dibolehkannya berproduksi adalah ketika para sahabat memproduksi 
barang-barang lalu Nabi mendiamkam aktivitas para sahabat. Dalam hadis manakala 
ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat lalu Nabi diam terhadap apa yang 
dilakukan sahabat, hal tersebut menunjukkan persetujuan Nabi atau dikenal dengan 
taqrir, sehingga status taqrir Nabi sama dengan perkataan dan perbuatan Nabi. 
Maksudnya bahwa taqrir, perkataan dan perbuatan nabi dianggap sebagai dalil syara’. 
Dalam berproduksi, Islam menekankan bahwa manusia berusaha untuk 
memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan hidup sesuai ajaran Islam yaitu kebahagian dunia dan akhirat. 
Menurut expert ekonomi Islam, misalnya Mannan, Siddiq dan ekonom Islam 
lainnya menekankan pentingnya motif altruisme, dan penekanan akan maslahah 
dalam kegiatan produksi. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi, 
43 
 
 
 
akan tetapi juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dengan tidak 
mengabaikan lingkungan sosial.
34
 
2. Distribusi 
Aktivitas bisnis yang kedua yang merupakan kelanjutan dari peoduksi adalah 
distribusi. Distribusi dipahami sebagai pemindahan tempat hasil produksi ke 
konsumen
35
. Sebuah system produksi yang efisien akan berimplikasi terhadap 
pengurangan  modal yang terkait di dalambahan mentah dan barang jadi yang belum 
terjual. 
Alur distribusi terhadap konsumen yang baik adalah pihak produsen 
mengantarkan langsung hasil produknya. Misalnya, petani langsung mengantarkan 
hasil pertaniannya kepada ibu rumah tangga, produsen kue tradisional langsung 
mengantarkan kuenya kepada rumah tangga-rumah tangga yang ada. 
Alur pendistribuan yang dikemukan di atas mungkin saja dapat dilakukan oleh 
karena hal tersebut tidak sulit. Berbeda  dengan produk-produk yang berasal dari 
perusahaan-perusahan atau pabrik-parik besar yang nota benenya adalah pedagang-
pedangang besar, maka pola pendistribusiannya membutuhkan system jalinan kerja 
dengan pedagang-pedagang kecil agar barang-barang yang dikirim sampai pada 
tujuan. 
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Dalam sistem pendistribusian produk-produk, pihak produsen seyognya 
memilih system pendistribusian yang sesuai dengan hasil produknya. Jika produknya 
yang dibutuhka oleh konsumen adalah produk membutuhakan tenaga ahli, maka 
system pendistribuiannya sebaiknya yang langsung. Misalnya, produk produk mesin 
yang membutuhkan tenaga ahli pemasangan, modefikasi dan lain sebagainya.
36
 
Pendistribusian akan terlaksana jika ada penyedia jasa-jasa. Penyedia listrik 
atau air harus memilikin jaringan untuk membawa jasa tersebut kepada pengguna. 
Perusahaan transportasi harus sanggup bekerja dalam suatu jaringan kerja untuk 
memberi layanan kepada pengguna dengan  cara yang efisien.
37
 
3. Konsumsi 
Konsumsi merupakan proses akhir dari sebuah aktivitas bisnis. Untuk 
mengetahui keberhasilan produsen yaitu dengan melihat permintaan terhadap barang-
barang dan jasa-jasa yang ditunjukkan oleh volume penjualan barang dan jasa.
38
 
Namun seorang konsumen harus sadar bahwa barang-barang yang dibutuhkannya 
dapat dibeli di pasar. Dengan melihat fenomena demikian biasanya produsen 
melakukan promosi atau menciptakan suatu kesadaran akan produksi dan jasanya.
39
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Kegiatan promosi yang disebutkan diatas, dapat pula diarahkan terhadap 
konsumen yang memeliki potensi daya beli, namun pada saat yang sama belum  
membeli.  
Konsumsi yang besar dapat dipertahankan jika para pembeli memiliki tenaga 
beli yang perlu. Hal tersebut dipengerahui  oleh penghasilan konsumen dan pola 
konsumsinya. Selain pola konsumsi, yang turut berpengaruh adalah factor usia. 
Misalnya, seorang anak kecil, maka mereka biasanya lebih banyak menyenangi 
produk-produk mainan. Sedangkan untuk usia anak sekolah dan remaja, umumnya 
mereka cendrung  kebutuhan akan buku-buku, peralatan sekolah serta peralatan 
olahraga. 
4. Bentuk Pemilikan Bisnis 
Pemilihan bentuk kepemilikan bisnis merupakan langkah awal dalam 
menjalankan usaha bisnis. Sebab, berhasil tidaknya bisnis yang dijalankan juga 
tergantung dari keputusan tersebut.
40
 
Bentuk usaha atau bentuk pemilikan bisnis, ada yang berbentuk badan hukum 
dan yang tidak berbadan hukum. Adapun yang dimaksud dengan bentuk badan hukum 
yaitu badan usaha yang memiliki kekayaan tersendiri, terpiash dari harta kekayaan 
para pendirinya atau pengurusnya. Para anggotanya tidak bertanggung jawab dengan 
harta kekayaannya di luar yang tersebut dalam saham yang dimilikinya.
41
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Sebelum menentukan bentuk kepemilikan bisnis yang akan didirikan, maka 
seyogyanya seseorang memperhatikan beberapa faktor, sehingga tidak menimbulkan 
hal yang tidak diingingkan. Beberapa faktor tersebut yaitu; a. Jumlah modal yang 
dimiliki maupun yang diperlukan untuk memulai usaha.b.  Kemungkinan 
penambahan modal yang diperlukan.c. Metode dan luasnya pengawasan terhadap 
perusahaan.d.      Rencana pembagian laba.e. Rencana penentuan tanggung 
jawab.f.   Besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.
42
g. Bentuk kepemimpinan.h.   
Tanggung jawab terhadap utang-piutang perusahaan. 
Kemudian bentuk-bentuk pemilikan bisnis ada beberapa bentuk diantaranya;  
1. Badan Usaha Perseorangan 
Pada dasarnya perusahaan perseorangan tidak diatur secara jelas ketentuan 
pendiriannya, maksudnya setiap orang secara otomatis dapat mendirikan perusahaan 
ini tanpa memerlukan banyak persyaratan, karena ketentuannya tidak diatur secara 
spesifik. Namun demikian,  bagi pemilik yang ingin menjalankan bisnisnya lebih 
leluasa dan ingin berhubungan  dengan pihak lain secara bisnis, maka hal ini 
mengharuskan mereka sebagai pemilik membuat akte pendirian perusahannya secara 
resmi atau membuat akte autentik pendirian badan usahanya.
43
 
Badan Usaha perorangan ini dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang 
yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. 
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Dalam hal ini, izin usaha secara relatif dapat dikatakan lebih ringan dan lebih 
sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Pemisahan 
modal dari kekayaan pribadi pada perusahaan perseorangan dalam likuidasi tidak ada 
artinya, sebab semua harta kekayaan menjadi jaminan dari semua hutang perusahaan. 
Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangat mudah, karena tidak ada 
suatu aturan khusus, bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja mungkin perlu izin 
khusus, untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu. Contoh mendirikan 
usaha bengkel, pertokoan, usaha bioskop dan sebagainya.
44
 
Ada kelebihan yang dimiliki bentuk kepemilikan bisnis ini yaitu; Pertama, 
Pemilik bebas dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dapat secara cepat 
dilaksanakan; Kedua,Seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan 
sepenuhnya.Ketiga; Sifat kerahasiaan perusahaan dapat terjamin, baik dalam hal 
keuangan maupun dalam masalah proses produksi; Keempat, Biasanya pemilik 
perusahaan lebih giat berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi 
miliknya. 
Selain kelebihan yang dimiliki bentuk kepemilikan bisnis ini, juga terdapat 
kelemahan dianataranya; Pertama; Tanggung jawab pemilik perusahaan tidak 
terbatas. Disini seluruh harta milik pribadi menjadi jaminan terhadap hutang 
perusahaan.Kedua;sumber keuangan perusahaan terbatas, sebab usaha-usaha untuk 
memperoleh sumber dana sangat tergantung pada kemampuan pemilik perusahaan 
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saja.Ketiga; Kelangsungan usaha perusahaan kurang terjamin, sebab jika seandainya 
pemilik meninggal atau terkena ganjaran hukuman penjara, maka perusahaan akan 
berhenti aktivitasnya. Keempat; Pengelolaan manajemennya lebih kompleks sebab 
semua aktivitas manajemen dilakukan oleh pemilik perusahaan sendiri. 
Cara mendirikan perusahaan perseorangan  sangat mudah, karena tidak ada 
suatu aturan khusus, bagaimana cara mendirikannya. Hanya saja barang kali perlu 
izin khusus untuk usaha-usaha tertentu pada daerah-daerah tertentu, misalnya 
sertifikat tanah, Surat Izin Mendirikan bangunan (SIMBA), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Perdagangan Provinsi, 
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen 
Perdagangan Kabupaten setempat.
45
 
2. Firma 
Pada dasarnya badan usaha dalam bentuk firma dapat didirikan tanpa akte 
notaris, namun karena firma adalah usaha bersama, maka pendiriannya perlu dibuat 
secara tertulis sebagai dasar pijakan kegiatan bisnis, atau dengan kata lain bagi 
pemilik yang ingin menjalankan bisnisnya lebih leluasa dan ingin berhubungan 
dengan pihak lain secara bisnis dan luas, maka mengharuskan pemiliknya membuat 
akte pendirian perusahannya sebagai landasan kegiatan kerja sama bisnis.
46
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Dengan melihat proses dan persyaratan pendirian firma, maka dapat dikatakan 
sama dengan pendirian perusahaan yang lain yaitu perseorangan, kecuali jumlah 
pendiri dan kepemilikannya lebih dari satu orang. Jika dilahat dalam perspektif 
hukum positif, sangat diperlukan suatu kerjasama atau perjanjian bersama dibuat 
secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban masing-masing orang yang bekerja 
sama untuk menjelaskan ketentuan-ketentuanbagaimana menyelesaikan hal hal itu 
bila terjadi suatu kasus yang harus diselesaikan secara hukum. Misaalnya, untuk 
penyelesaian utang piutang dan pembagian keuntungan dan penyerahan hak salah 
satu anggota kepada ahli warisnya.
47
 
Firma merupakan suatu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan nama 
bersama untuk menjalankan usaha, dimana tanggung jawab masing-masing anggota 
firma tidak terbatas, sedangkan laba yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan 
dibagi bersama-sama, demikian pula dengan kerugian akan ditanggung bersama-
sama. Dan bentuk kepemilikan bisnis ini didirikan dengan akte notaris, yang 
didaftarkan pada panitera pengadilan setempat dan diumumkan dalam berita negara.
48
 
Permodalan berasal dari pemilik dengan suatu jumlah yang diatur bersama dan 
kemungkinan hanya ada yang memasukan keahlian kedalam firma. Untuk anggota 
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yang hanya memasukan keahlian, bagian labanya sama dengan anggota yang 
menyetor modal paling kecil.
49
 
Dalam persekutuan terdapat dua orang atau lebih bekerja sama di bawa satu 
nama untuk menjalankan perusahaan. Firma artinya nama bersama, misalnya dipakai 
nama salah seorang anggota, atau singkatan nama bersama. 
Jika dilihat dari ketentuan pasal 16 KUHD, letak kekhususan firma adalah 
unsur formal dan unsur materil. Unsur formal dalam firma adalah: 
1. Menjalankan perusahaan yang memenuhi syarat, terang-terangan, terus-
menerus, dan mencari untung. 
2. Memakai nama bersama. 
Unsur materil adalah tanggung jawab tiap- tiap peserta secara pribadi untuk 
seluruhnya mengenai perserikatan- perserikatan persekutuan. 
Kebaikan firma: 
1. Jumlah modal relatif lebih besar dibandingkan usaha perseorangan. 
2. Kemampuan organisasi dan manajemen lebih besar. 
3. Lebih mudah memperoleh kredit 
4. Pendiriannya relatif mudah 
Keburukan firma: 
1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas 
2. Kelangsungan  usaha relatif tidak menentu. 
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3. Sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pimpinan.50 
3. CV (Commanditaire Vennootschap) 
Perseroan komanditer atau disebut commanditaire vennootschaap (CV) 
dinyatakan menurut pasal 9 KUHD, ialah persekutuan yang didirikan oleh beberapa 
orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uang mereka untuk dipakai 
dalam persekutuan. Perseroan komanditer dapat dianggap sebagai perluasan bentuk 
badan usaha perseorangan.Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai 
modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan 
didalam persekutuan. 
Sekutu pada perseroan ini dapat dikelompokkan menjadi sekutu 
komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang 
bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan 
kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang 
mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang 
diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.
51
 
CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah 
daripada PT, yaitu hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan 
menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia. Walaupun pendirian CV 
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mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. 
Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang 
ke kantor Notaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperlukan 
adanya pengecekan nama CV terlebih dahulu. Oleh karena itu, prosesnya akan lebih 
cepat dan mudah dibandingkan dengan pendirian PT. 
Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkan sebelum datang ke 
Notaris adalah adanya persiapan: 
1. Calon nama yang akan digunakan CV 
2. Tempat kedudukan dari CV 
3. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut 
Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya 
dengan akta Notaris tersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, 
sebaiknya CV tersebut di daftarkan pada Pengadilan Negeri setempat dengan 
membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), dan 
NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Namun, apabila menginginkan ijin yang 
lebih lengkap dan akan digunakan untukkeperluan tender, biasanya dilengkapi 
dengan surat-surat lain, seperti: 
1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 
3. Tanda Daftar  Perseroan (khusus CV). 
53 
 
 
 
4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.52 
Sama halnya dengan perusahaan perseorangan yang memiliki kelebihan dan 
kelemahan, CV demikian juga  halnya memiliki kelebihan yaitu; Pertama, 
Pendiriannya relatif mudah Kedua, Kemampuan manajemennya lebih besar, Ketiga, 
Mudah memperoleh kredit; Keempat, Kesempatan untuk berkembang lebih besar; 
Kelima, Modal yang dikumpulkan lebih besar. Adapun kekurangan yang dimiliki oleh 
CV, yaitu; Pertama, Tanggung jawab tidak terbatas. Kedua, Kelangsungan hidup 
tidak terjamin,  Ketiga, Sulit untuk menarik kembali modalnya,terutama 
bagisekutupimpinan
53
 
4. PT (Perseroan Terbatas) 
Perseroan Terbatas (PT) yang juga disebut Naamloze Vennooschap (NV) 
merupakan bentuk perusahaan yang terdiri atas pemegang saham
54
 yang mempunyai 
tanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan sebesar modal yang 
disetor. 
Perseroan terbatas ini merupakan organisasi berwatak kapitalis yang bertujuan 
mencari keuntungan. Modalnya ditetapkan lebih dahulu dan dibagi-bagi dalam 
saham. Saham itu dijual kepada siapa saja yang berminat, tanpa memperhatikan sifat-
sifat orang yang bersangkutan. Pada umumnya saham itu diperjualbelikan sehingga 
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kepemilikan PT dengan mudah dipindahtangankan.Saham yang dikeluarkan PT pada 
prinsipnya dapat digolongkan kadalam dua jenis saham, yaitu saham biasa (common 
stock) dan saham istimewa (prefered stock). 
Sebuah PT dianggap sebagai bentuk bisnis jika memiliki ciri-ciri, antara lain; 
1. Didirikan dengan akta notaris dan disahkan oleh Departemen Kehakiman. 
2.   Merupakan persekutuan modal. 
3.   Tak langsung mengerjakan kepentingan anggota dan anggotanya bersifat 
menunggu. 
4.   Maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya. 
5.   Hak suara dan rapat anggota seimbang dengan besar kecilnya saham yang 
dipegang anggota masing-masing. 
6.     Besar kecilnya keuntungan tergantung kepada jumlah saham yang 
dimiliki anggota. 
7.     Pada umumnya, tidak  peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Dalam mendirikan PT diperlukan ketentuan-ketentuan, ketentuan-
ketentuan antara lain;  
1. Pendirian PT-Perseroan Terbatas hanya bisa dilakukan oleh warga 
negara Indonesia. 
2. Jumlah pendiri PT-Perseroan Terbatas minimal 2 (dua) orang 
3. Pendiri PT (Perseroan Terbatas) untuk pertama kali juga bertindak 
sebagai pemegang saham, 
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4. Modal Dasar PT-Perseroan Terbatas minimal Rp. 20.000.000,- kecuali 
untuk bidang usaha tertentu dapat ditentukan berbeda sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
5. Jumlah Pengurus PT-Perseroan Terbatas (Direksi & Komisaris) minimal 
2 (dua) orang, jika Direksi atau Komisaris lebih dari satu, maka salah 
satu diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.
55
 
Untuk mendirikan PT harus melalui prosedur yaitu: memilih nama yang akan 
digunakan. Mengingat nama PT tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah ada, 
maka sebaiknya nama perusahaan di cek terlebih dahulu melalui Sisminbakum 
(dilakukan oleh pihak notaris) dan jika nama PT belum terdaftar maka anda dapat 
menggunakan nama tersebut, Jika dianggap perlu anda bisa melakukan pemesanan 
nama tersebut untuk didaftarkan terlebih dahulu ke Sisminbakum melalui Notaris. 
Pengecekan Nama PT juga dapat dilakukan bersamaan pada saat  ingin mengajukan 
permohonan Akta Pendirian dengan menyiapkan data kerangka. 
Angaran Dasar Perseroan yang akan dimuat dalam Akta Pendirian, yaitu : 
1. Siapa yang akan mendirikan perusahaan 
2. Apa nama perusahaan yang akan dibentuk 
3. Dimana tempat & kedudukannya perusahaan 
4. Berapa modal dasar perusahaan 
5. Maksud & Tujuan usaha Perusahaan 
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6. Siapa yang akan menjadi pengurus perseroan (Direktur & Komisaris).56 
Setelah Akta Pendirian selesai maka langkah selanjutnnya adalah mengurus 
kelengkapan dokumen dan izin perusahaan seperti Surat Keterangan Domisili 
Perusahaan, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), PKP (Pengukuhan Kena Pajak), 
Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI
57
, Izin Usaha Operasional seperti SIUP 
(Surat Izin Usaha Perdagangan), SIUJPT (Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan 
Transportasi Izin Usaha Industri) atau TDI (Tanda Daftar Industri), TDP (Tanda 
Daftar Perusahaan dan Pengumuman) Berita Acara Negara RI.
58
 
5. Koperasi 
Usaha koperasi disusun oleh anggota dan untuk anggota. Pimpinan dalam 
koperasi disebut pengurus yang dipilih oleh anggota dalam masa jabatan tertentu. 
Dikatakan bahwa koperasi tumbuh dari golongan lemah, bersatu guna memenuhi 
kebutuhan bersama. Usaha koperasi lebih banyak bersifat sosial menolong anggota 
dari pada mencari untung yang sebesar-besarnya.
59
 
Dalam sejarah perkembangan koperasi di negara kita ada UU yang mengatur 
gerakan koperasi. Undang-undang koperasi yang pertama ialah UU No 12/1967. 
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Kemudian UU No. 12 ini diganti dengan yang baru yaitu, UU koperasi No. 
25/1992.
60
 
Menurut UU No. 12/1967 koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi 
rakyat yang berwatak sosial dan beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi 
yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan.
61
 
Menurut UU No.25/1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan 
orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 
berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Bagi anggota koperasi bebas keluar masuk. Bila mereka keluar dari koperasi, 
mereka akan mengambil simpanannya. Simpanan-simpanan ini adalah sumber 
permodalan koperasi. Dan dikenal beberapa jenis simpanan yaitu; 
1. Simpanan pokok, yang dibayar pada waktu masuk jadi anggota. 
2. Simpanan wajib, simpanan yang dibayar terus-menerus secara teratur. 
3. Simpanan sukarela atau simpanan masukan. 
4. Simpanan hari koperasi 12 juli dan simpanan-simpanan khusus lainnya.62 
Syarat-syarat pembentukan koperasi berdasarkan Keputusan Menteri Negara 
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 
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104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, 
Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, adalah 
sebagai berikut :  
1. Koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya dua 
puluh orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang 
sama;  
2. Pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut adalah Warga Negara 
Indonesia, cakap secara hukum dan maupun melakukan perbuatan 
hukum; 
3. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, 
dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang 
nyata bagi anggota  
4. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha 
yang akan dilaksanakan oleh koperasi;  
5. Memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi.63 
Selain persyaratan diatas, perlu juga diperhatikan beberapa hal-hal penting 
yang harus diperhatikan dalam pembentukan koperasi yang  antara lain sebagai 
berikut : 
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1. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi dan yang nantinya akan 
menjadi anggota koperasi hendaknya mempunyai kegiatan dan 
kepentingan ekonomi yang sama. 
2. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. 
3. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha 
yang akan dilaksanakan oleh koperasi. 
4. Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha 
yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pe-
ngelolaan koperasi.
64
 
Setelah persyaratan terpenuhi para pendiri kemudian mempersiapkan hal-hal 
yang dibutuhkan untuk mengadakan rapat pembentukan koperasi, sebagai berikut : 
1. Tahap Persiapan Pendirian Koperasi  
Sekelompok orang bertekad untuk mendirikan sebuah koperasi terlebih 
dahulu perlu memahami maksud dan tujuan pendirian koperasi, untuk itu perwakilan 
dari pendiri dapat meminta bantuan kepada Dinas Koperasi dan UKM ataupun 
lembaga pendidikan koperasi lainnya untuk memberikan penyuluhan dan pendidikan 
serta pelatihan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, 
manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi bagi 
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pendiri. Setelah mendapatkan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, para pendiri 
sebaiknya membentuk panitia persiapan pembentukan koperasi, yang bertugas :  
a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota, pejabat pe- 
merintahan dan pejabat koperasi.  
b. Mempersiapakan acara rapat. 
c. Mempersiapkan tempat acara.  
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.65 
2. Tahap Rapat Pembentukan Koperasi  
Setelah tahap persiapan selesai dan para pendiri pembentukan koperasi telah 
memiliki bekal yang cukup dan telah siap melakukan rapat pembentukan koperasi. 
Rapat pembentukan koperasi harus dihadiri oleh 20 orang calon anggota sebagai 
syarat sahnya pembentukan koperasi primer. 
Hal-hal yang dibahas pada saat rapat pembentukan koperasi karyawan, dapat 
dirinci sebagai berikut :  
a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat 
keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para 
kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat 
pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat 
pembentukan koperasi.  
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b. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar tertulis 
yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati oleh para 
pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan. 
Konsep anggaran dasar koperasi sebelumnya disusun oleh panitia pendiri, 
kemudian panitia pendiri itu mengajukan rancangan Anggaran Dasarnya pada saat 
rapat pembentukan untuk disepakati dan disahkan. 
a. Nama dan tempat kedudukan 
b. Landasan, asas dan prinsip koperasi 
c. Maksud dan tujuan 
d. Kegiatan usaha, 
e. Perangkat koperasi 
f. Ketentuan mengenai permodalan perusahaan koperasi 
g. Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) 
h. Pembubaran dan penyelesaian 
i. Jangka waktu berdirinya koperasi 
j. Sanksi-sanksi. 
       Anggaran rumah tangga dan peraturan khusus; 
a. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang yang 
akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan, pengawasan di 
koperasi  
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b. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva diawal 
pembentukan koperasi  
c. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar 
pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.
66
 
3.      Pengesahan Badan Hukum  
Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk 
mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri harus 
mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait, sebagai berikut :  
a. Para pendiri atau kuasa pendiri koperasi terlebih dulu mengajukan 
permohonan pengesahan akta pendirian secara tertulis kepada diajukan 
kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dengan 
melampirkan :  
1. Anggaran Dasar Koperasi yang sudah ditandatangani pengurus rangkap 
dua, aslinya bermaterai 
2. Berita acara rapat pendirian koperasi.  
3. Surat undangan rapat pembentukan koperasi  
4. Daftar hadir rapat.  
5. Daftar alamat lengkap pendiri koperasi.  
6. Daftar susunan pengurus, dilengkapi photo copy KTP (untuk KSP/USP 
dilengkapi riwayat hidup).  
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7. Rencana awal kegiatan usaha koperasi. 
8. Neraca permulaan dan tanda setor modal minimal Rp.5.000.000 (lima 
juta rupiah) bagi koperasi primer dan Rp.15.000.000 (lima belas juta 
rupiah) bagi koperasi sekunder yang berasal dari simpanan pokok, wajib, 
hibah.  
9. Khusus untuk KSP/USP disertai lampiran surat bukti penyetoran modal 
sendiri minimal Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bagi koperasi pri-
mer dan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) bagi koperasi sekunder 
yang berupa deposito pada bank pemerintah.  
10. Mengisi formulir isian data koperasi.  
11. Surat keterangan dari desa yang diketahui oleh camat.67 
b. Membayar tarif pendaftaran pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp. 
100.000 (seratus ribu rupiah).  
c. Apabila permintaan pengesahaan akta pendirian koperasi telah dilakukan 
sesuai dengan ketetntuan di atas kepada pendiri atau kuasa pendiri diberikan 
bukti penerimaan.  
d. Pejabat koperasi, yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM akan memberikan 
pengesahaan terhadap akta koperasi apabila ternyata setelah diadakan 
penelitian Anggaran dasar koperasitidak bertentangan dengan Undang-
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undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, dan     tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.  
e. Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak sejak penerimaan 
permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan harus 
telah memberikan jawaban pengesahannya. Tetapi biasanya proses 
pengesahan di dinas koperasi dapat selesai hanya dalam waktu 3 (tiga) 
minggu.  
f. Bila Pejabat berpendapat bahwa Akte Pendirian/Anggaran Dasar tersebut 
tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang koperasi dan peraturan 
pelaksananya serta kegiatannya sesuai dengan tujuan, maka akte pendirian di 
daftar dengan nomor urut dalam Buku Daftar Umum. Kedua buah Akte 
Pendirian/Anggaran Dasar tersebut dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran 
tentang tanda pengesahan oleh Pejabat Menteri.  
g. Tanggal pendaftaran akte Pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya 
koperasi yang mempunyai badan hukum, kemudian Pejabat mengumumkan 
pengesahan akta pendirian di dalam Berita Negara Republik Indonesia 
h. Buku daftar umum serta akte-akte salinan/petikan ART/AD Koperasi dapat 
diperoleh oleh pengurus koperasi dengan mengganti biaya fotocopy dan harus 
dilegalisir oleh Pejabat Koperasi yang bersangkutan. Biaya yang dikenakan 
untuk hal di atas adalah Rp. 25.000  
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i. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan 
diberitahukan oleh pejabat kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.  
j. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat 
mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
diterimanya penolakan.  
k. Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan 
ulang.
68
 
Berdasarkan Kepmen No.98 tahun 2004, prosedur pendirian koperasi yang 
melibatkan notaris di dalamnya, masih mengikuti prosedur yang ada, tetapi ada 
beberapa tahapan yang melibatkan notaris yaitu :  
a. Rapat pembentukan koperasi selain mengundang minimal 20 orang calon 
anggota, pejabat desa, pejabat dinas koperasi hendaknya mengundang pula 
notaris yang telah ditunjuk pendiri koperasi, yaitu notaris yang telah berwenang 
menjalankan jabatan sesuai dengan jabatan notaris, berkedudukan di wilayah 
koperasi itu berada  serta memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti 
pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh menteri koperasi 
dan UKM RI. 
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b. Notaris yang telah membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku kemudian membacakan dan menjelaskan 
isinya kepada para pendiri, anggota atau kuasanya sebelum menanda-tangani 
akta tersebut. 
c. Kemudian akta pendirian koperasi yang telah dibuat notaris pembuat akta 
koperasi disampaikan kepada pejabat dinas koperasi untuk dimintakan 
pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
69
 
6. Yayasan 
 Yayasan merupakan suatu badan hukum yang hartanya terpisah dari harta-
harta pengurusnya. Menurut peradilan dan hukum, yayasan adalah suatu badan 
hukum, yang bisa bertindak atas nama sendiri.
70
 
 Badan hukum artinya suatu organisasi yang memiliki harta terpisah dari 
harta pemilik. Jika terjadi kepailitan maka harta pemilik tidak turut menanggung 
resiko, misalnya bentuk usaha PT, koperasi yayasan. Hal tersebut tidak sama seperti 
organisasi yang tidak berbadan hukum, harta pemilik dan harta organisasi tidak 
terpisah secara jelas seperti pada usaha perseorangan.
71
 
 Pada umumnya yayasan bergerak dengan tujuan sosial seperti yayasan rumah 
sakit Islam, yayasan yatim piatu dan sebagainya. Guna mencapai tujuannya, yayasan 
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berusaha mengumpulkan atau barang-barang dari sumbangan-sumbangan, wakaf dan 
lain-lain. Dalam mengumpulkan dana ini kadang-kadang yayasan mendirikan usaha-
usaha tertentu dibawah koordinasi yayasan.
72
 
 Untuk mendirikan sebuah yayasan, diperlukan langkah-langkah sebagai 
berikut; 
1. Merumuskan nama yayasan 
2. Menentukan bidang apa yang akan digeluti oleh yayasan misalnya, 
pendidikan, lingkungan, sosial, keagamaan dll. 
3. Menyiapkan fotocopy KTP pendiri, nama pembina, ketua, sekretaris, 
bendahara, dan pengawas yayasan. Umumnya, rapat pembina yayasan 
menentukan siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendahara dan pengawas. 
4. Datang ke notaris dengan membawa dokumen-dokumen berikut; Pertama, 
Nama Yayasan, Kedua,   Fotocopy KTP pendiri,pembina, ketua, sekretaris, 
bendahara, dan pengawas, Ketiga,  NPWP pendiri, Pembina, ketua, 
sekretaris, bendahara, danpengawas. 
5.  Notaris mengajukan nama yayasan yang Anda usulkan ke  
Departmen Hukum dan HAM. 
6.  Notaris akan mengajukan Anggaran Dasar ke Departemen Hukum dan HAM 
untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
73
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Agar sebuah yayasan mendapatkan legalitas keberadaan yayasan, dan agar 
kegiatan yang akan dilakukan mendapatkan apresiasi dari pemerintah dan 
masyarakat, maka diperlukan; 
1. Surat keterangan Domisili Perusahaan atau yayasan (SKDP) dari          
keluirahan/kecamatan stempat. 
2.   Izin dari instansi yang terkait. 
3.  Persetujuan untuk penggunaan nama termasuk sebagai Badan Hukum dari 
Depkumham (pengesahan/persetujuan memerlukan waktu lebih kurang 1 
bulan).
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B. Rental (Sewa-Menyewa) dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Rental 
Kata rental dalam bahasa Arab adalah ijarah. Ijarah asal kata dari ajru yang  
berarti imbalan atas pekerjaan, sedangkan ijarah adalah memberikan upah terhadap 
apa yang telah dilakukan. 
Dalam Kamus Mujam Maqa>yis al-Lugha  disebutkan kata ijarah sebagai 
berikut; 
َأ(َْجٌَرََاَ)ََْلََْمََُزةََََْواَِلَْيَُمَََو َرلاَُءاََأَْصََلَِنََُْيَِكَُنََْاََلَْمََ بَُعَْ يََ نَُهََمَِبَاَْلاََمَْعََنَََ، َْلا َوَُلَََرِكلاَُءاَََعََلَْاَىََعلََمَِلََوَ،  َثلاَِناَُرْ َْجََ
َْاََعلَْظَِمََْاَِْيِسَكلَََ.َأ َمَْاَاََرِكلَُءاَََاََْلَْجَُرََََْواََرْجُلَُةََو .ََكََناَََاََْلََِلْيَُلَََ يَُقَْوَُلََاَ:َْلَُرْجَََجََزَُءاََََاْلََعََمَِلََوَ، َََاْلَِفَْعَُلَََْأيََرَجأَُرُج
ًَرْجَأََوَ، اَْاَْفلمَُعَْوَُلَ
َأَْجََََرمَْأَُجَْوٌَرََوَ.َْاَلَِجَْ يَُرََاَ:َْلَُمَْسََتَْأَُرَجََوَ.َْاَِلََراَجَُةَََمَأَاَْعَََطْيَأَْنِمََتَْجََعَفيٍَرََمٍَل75 
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A.Jalaluddin Sayuti, Pengantar Bisnis Dalam Perspektif Aktivitas dan Kelembagaan , h. 
117. 
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Abu> al-H{asa>n Ah}mad Ibn Fa>ris Ibn Z|akariyah, Maqa>yis al-Lugah , Juz I(t.tp.: al-Ittiha>d al-
Kita>b al-Ara>b, 1423 H/2002 M), h. 83.  
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Artinya: 
Kata  رجأ  terdiri dari huruf ء,ج, ََ ر yang memiliki dua makna yaitu pertama 
bermakna upah atas suatu pekerjaan. Kedua membetulkan tulang yang patah. 
Adapun makna ءارِكلاadalah upah (gaji, sewa). Khalil berkata رْجلأاadalah 
balasan,ganjaran terhadap suatu perbuatan. Kata kerja dari رجأyaitu ََرَجأَارْجَأَُرُجَأي , bentuk 
maful dariَ َرَجأyaituروجأم. Kata ريجلأاوartinya pekerja, sedangkan ةراَجُلأاartinya adalah 
kamu memberikan upah/gaji terhadap suatu pekerjaan. 
 
 Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan sebagai berikut; 
ارْجَأَُرُجَأيََرَجأَُجُأََْوًراَََجِإًََةرا 
Artinya; 
 Pahala, ganjaran  upah, gaji  jasa dan  sewa
76
. Ada sinonim yang biasa 
digunakan dalam bahasa Arab yang semakna dengan  ajara yaitu ءاركلا77  
ََاََجلإََراَُةَََ تََْعِرَُفيََهَِْلاَ:اََجََراَُةََُمَْشََ تَّقٌَةََِمَْنََْاََلَْجَُرَََوَُىََوََََاْلَِعََوَُضََوَ، ََِمْنَُوََُسََيَََ ثلاَْوَُباََأَْجًَرا.78َ
 Artnya: 
 Defenisi Ijarah adalah ia merupakan derivasi dari ujrah yang berarti 
kompensasi, ujrah disebut juga balasan,ganjaran atau pahala.  (terj.penulis) 
Dalam pengertian terminologi,pengertian  ijarah akan dikemukakan beberapa 
pendapat ahli fikih, diantaranya; 
a. Ulama Syafi’iyah yaitu; 
ََعَْقٌَدَََعََلََمَىَْ نََفََعٍَةَََمَْقَُصَْوََدٌََةَََمََْعُلَْوَََمٌَةَََُمَََْحَاٌَةَََقَِبَاََلٌَةَََِلَْلَُْْذََِلَََوَََاَِلََبَََحَاَُةََِبَِعََوٍََضَََمَْعَُلَْوٍََم
79 
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Ahmad Warson  Munawwir, e- Book Kamus Al-Munawwir digital, h.8. 
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Al-S{a>hib ibn Ubba>d,Al-Muh}i>tatu> fi> al-lugaha, Juz I dalam Maktabah al-Sya>mila>h [CD 
ROM],  h.21. 
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Sayyi>d Sa>biq, Figh al-Sunnah, Juz III,(Baerut: Da>r al-Kita>b al-Arabi>, 1977 M/1397 H), 
dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.  177. 
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Artinya: 
 Sebuah transaksi terhadap manfaat, dimana manfaat tersebut telah diketahui  
dengan jelas dan sebagai konsekuensi dari penggunaan manfaat adalah pemberian 
kompensasi (ganti). 
 
b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan; 
ََْتََِلْيَُكََََمَنََِاٍَعَََشٍَئَََُمَََْحَاٌَةََُمََةَدَََمَْعَُلَْوَََمٍَةََِبَِعََوٍََض
80
 
Artinya: 
 
 Memiliki manfaat terhadap sesuatu dalam  jangkawaktu tertentu dan 
implikasi dari pemanfaatan manfaat tersebut adalah adanya kompensasi. 
 
c. Ulama Hanafiyah dalam buku Wah}bah al-Z|uhaili>al-Figh al-Isla>mi> 
wa Adillatuhu , ia menyatakan: 
 
ََعَْقٌَدَََعََلَْاَىََنلمََِاَِعََِبَِعََوٍََض81 
  
Artinya: 
 Transaksi terhadap suatu manfaat yang berakibat adanya kompensasi. 
 
 Makna yang sama dapat ditemukan dalam buku Fath}ul qadi>r 
 
ٍَضَوِِعبَِعَِاَنَمْلاَىَلَعٌَدْقَعَ:َُةَراَج ِْلإا82 
 
                                                                                                                                           
79
Muh}ammad al- Syarbini>, Mugni> al-Muhta>j , Juz  II (t.tp: tp.), h. 332 
 
80
Ibn Quda>mah, al-Mugni>, juz V (Mis}hr: Mathba’ah al-Ima>m, t.th), h. 398.    
 
81
Wah}bah al-Z|uhai>li>al-Figh al-Isla>mi}{ wa Adillatuhu , juz V . dalam Maktabah al-Sya>milah 
[CD ROM], h.  454. 
 
 
82Fath{ul-alqadi>r  Sumber Mauqiul al-Isla>m, juz XX, h.44. dalam Maktabah al-Sya>milah [CD 
ROM] 
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Artinya: 
 Transaksi terhadap suatu manfaat yang berakibat adanya kompensasi. 
 
َيِلاَمٍَضَوِعِبَِعَِاَنَمْلاَىَلَعٌَدْقَعَُةَراَج ِْلإا83 
Artinya: 
 Transaksi terhadap suatu manfaat dengan kompensasi yang bersifat materi. 
 
 Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa menyewa adalah suatu 
perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan 
imbalan atas manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang 
disewakan. 
 Dari beberapa pengertian terminologis tersebut diatas, paling tidak ada tiga 
unsur yang penting yang terdapat dalam pengertian rental (sewa menyewa) yaitu 
adanya manfaat sesuatu, ada jangka waktu yang telah ditentukan dan ada 
kompensasi.Tiga komponen tersebut, mutlak muncul dan hadir sebagai entitas 
dalam sewa menyewa.  
 Oleh karena itu, dalam perkembangannya,  pengertian rental(sewa menyewa) 
dalam kegiatan bermuamalah menjadi lebih komprehensif maknanya pada saat ini. 
Hal tersebut dapat disimak dari orang yang berkompoten. Misalnya, Abdul Gafur  
Anshari, ia mendefinisikan rental( ijarah) sebagai transaksi sewa menyewa suatu 
barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui 
                                                 
83Al-Ja>uharatu al-Nira>h, Sumber Mau>qiul al-Isla>m, Juz III, h.3 dalam Maktabah al-Sya>milah 
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pembayaran sewa.
84
Hal senada dapat juga dibaca dalam Kamus Ekonomi Syariah. 
Dalam Kamus tersebut  rental (ijarah) didefinisikan sebagai suatu perjanjian sewa 
menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
85
 Defenisi 
lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafi’iAntonio, bahwa rental (ijarah) atau 
sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa dengan 
pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang  itu sendiri.
86
 
 Dari dua defenisi yang dikemukakan oleh Abdul Gafur  Anshari dan 
Syafi’iAntonio di atas, katabarang dan jasa senantiasa digandengkan dalam sebuah 
defenisi terminologis. Dengan demikian, ada dua sewa menyewa dalam konsep 
ijarah.Pertama, sewa menyewa barang.Kedua, sewa menyewa jasa.Sewa menyewa 
barang merupakan hal lazim yang diketahui. 
Dari beberapa defenisi yang telah dikemukan diatas, maka dapat ditegaskan 
bahwa ijarah adalah pengambilan manfaat suatu benda, dalam hal bendanya tidak 
berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, dalam praktik sewa-menyewa yang 
berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan 
tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, 
penyewa berkewajiban memberikan bayaran. Dengan demikian dapat disimpulkan, 
bahwa ijarah merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa 
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Abdul Gafur  Anshar, Reksa Dana Syariah  (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 25.  
 
85
 Pusat Ekonomi Syariah, e-Book Kamus Ekonomi Syariah. 
 
86Syafi’iAntonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan (Jakarta:  Tazkiyah 
Institut, 1999), h. 155. 
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orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh 
kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. 
2. Dasar Hukum Rental   
Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan senantiasa memiliki pedoman atau 
landasan hukum, sehingga aktivitas tersebut mendapat berkah. Menurut mayoritas 
ulama (fukaha) bahwa,   dalam Islam akad ijarah diperbolehkan, namun demikian 
ada beberapa ulama yang menolak akad ijarah tersebut. Untuk lebih jelasnya penulis 
mengutip dalam buku Wahbah al-Z|uh}a>ili>al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuhu , juz V 
sebagai berikut; 
ََمَْشََُرْوََِعّيَُةََْاَِلإََجََراَِةَِاَ:َْ تََفََقََََاْلَُفََقََهَُءاَََعََلَْىَََمَْشََُرْوَِع َيَِةَََعَْقََدََْاَِلإََجََراَِةَََمََعَاََدَأَ اََبََبَاَْكٍَرَََاَْلََصَْمََََِوإََْسَِعاَْيََلََْبَِنََََعَِلْيََةَ
ََوََْلاََسََنََََاَْلََْْصَِرَيَََْواََقلََشاَِناََوَََ نلاَْهََََروَِناََوَََِاْبَََنََِكَْيََسَِناََََِإَُنَْمَََْلََُِيَْ يََُزَْوُهَِلَ؛ََنََْاَِلإََجََراََةَََ بَْيَُعََْاََ
لمَْ نََفََعَِةََوَ، َْاََنلمَِاَُعَََحَُلاَ
َْناَِعََقَِداََْاََعلَْقَِدَََمَْعَُدَْوََمََةََْاََقلََِْْضََُثَ، َََتَْسََ تَْوَِفََشََْيََ ًَائََشَْيََم ًَائََعَََزلاََمَِنََوَ، َْاَْعلمَُدَْوَُمَََلَََْيََتَِمَُلََْاََ ْلَْيََعََوَ، ََلََُيََْوَُزََِإََضََاََةَ
َْاََ ْلَْيَِعََِإََلََشٍََءيََفيَْاََُسلمََ تََْقََِْلََوَ.َََر دَََعَََلْيَِهَْمَََِاْبَُنََُرَْشَِدََِبَْأ َنَََْاَلََنمَِاََعََوَ، َِإََْنَََكََناَْتَََمَْعَُدََوََمًَةََفيََحََِلاََْاََعلَْقَِدَََ، َِهََيَ
َُمَْسََ تََْوًََةاََفيَْاَََغلَِلاَِبََوَ.ََشلاْرَُعََِإَََنََْلَاٌَظََِمَْنَََىَِذَِهَََْاَلََمََنَِاَِعَََمََياَْسََ تَْوََفيَفيََْاَََغلَِلاَِبَأَ، َْوَََيَُكَْوَُنََِاَْسَِتَْ يََفَُؤاَُهَََوََعََدَُمَ
َْساَِتَْ يََفَِئاَْوَََعََلَْاَىََسلََوَِءا87 
 
 Maksud dari kutipan diatas bahwa ijarah disyariatkan  dan diperbolehkan 
menurut mayoritas fukaha, akan tetapi adasebahagian yang menolaknya  diantaranya 
Abu> Bakar al-As}ham, Isma>il bin ‘Aliyah, H{asan al-Bas}hri, al-Qasya>ni>, Nahrawa>ni> 
dan Ibnu Kisa>n. Bagi para ulama yang menolak ijarah beralasan bahwa ijarah 
merupakan jual beli manfaat dan pada saat terjadinya akad manfaat tidak dapat 
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Wah}bah al-Z|uhai>li>, al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuhu , juz V, dalam Maktabah al-Sya>milah 
[CD ROM], h.  452-453 
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diserahterimakan. Menurut mereka, manfaat sebuah barang akan terjadi dan 
dinikmati pada masa yang akan datang. Padahal jika merujuk pada akad ijarah yang 
pada dasarnya dipersamakan dengan jual beli, sebagaimana pada sebahagian 
pendapat fukaha yang mengatakan bahwa sesuatu objek harus ada pada saat akan 
dilakukan akad jualbeli. 
Perbedaan pendapat fukaha diatas di atas, diberi solusi oleh ibnu Rusyd, ia 
mengatakan bahwa walaupun manfaat suatu barang pada saat terjadinya transaksi 
(akad) ijarah belum ada, akan tetapi manfaat tersebut akan terwujud. Atas dasar 
alasan ini, yang menjadi pertimbagan syara’ diperbolehkannya  ijarah.88 Penulis 
sepakat dengan pendapat beliau, menurut hemat penulis, dalam hal jual beli 
terkadang ada juga barang tidak terwujud ketika terjadi transaksi, dan hal tersebut 
dikenal dengan jual beli salam (In Front Payment Sale). Selain hal tersebut, dalam 
bertransaksi yang mendasar adalah adanya kerelaan kedua belah pihak sebagaimana 
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad swa. 
 Adapun landasan diperbolehkannya ijarah adalah sebagai berikut; 
QS Al-Ta}la>q/65:6. 
 
َ َ  ََ َ  ََ  ََََ
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Ibnu Rusyd, Bida>yatu al- Mujtahid wa Niha>yatu al-Muqtas}id, Juz II,  dalam Maktabah al-
Sya>milah [CD ROM],  h. 218. 
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Terjemahnya: 
Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada 
mereka upahnya.
89
 
 
Ayat di atas berarti jika mereka menyusukan bayi kalian maksudnya 
menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka, maka berikanlah 
kepada mereka upahnya sebagai upah menyusukan. 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa, meskipun isteri sendiri yang tidak bercerai 
dan meskipun menyusukan anak adalah keinginan dan kerinduan seorang ibu, namun 
ayat ini memperingatkan kepada setiap suami, bahwa anak yang disusukan itu adalah 
anakmu. Sebab apabila ibunya menyusukannya, maka itu adalah kepentingan suami 
sendiri. 
QS.al-Qashash/28:26-27. 
 
َ  َ  َ   ََ َ ََ   ََ   َََ
 َ ََ َ َ َ َ ََ  َ َ ََ َ َ
  ََََ َ َََ  ََ  ََ َََ  َ
َ 
Terjemahnya: 
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 
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Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 
yang  kamu    ambil       untuk    bekerja (pada kita) ialah  orang yang kuat  lagi dapat 
 dipercaya".berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja 
denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah 
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 
insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".
90
 
 
Sedangkan dasar hukum yang berasal dari hadis, yaitu hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah. 
 
 
ََعَاَن َث  دَحَ ُّيِمَل سلاََة يِطَعَِنْبَِديِعَسَُنْبَُبْىَوَاَن َث  دَحَ ُّيِقْشَم ِّدلاَِدِيلَوْلاَُنْبَُسا َْعْلاَاَن َث  دَحَِنَْ  رلاَُدَِْْدْيَزَُنْب
َُطْعَأََم لَسَوَِوْيَلَعَُو للاَى لَصَِو للاَُلوُسَرََلاَقلاَقََرَمُعَِنْبَِو للاَِدَْْعَْنَعَِوِيَبأَْنَعََمَلْسَأَِنْبََلْْ َقَُهَرْجَأََيِجَْلاَاو
َُُوقَرَعَ  فَِيَْنَأ91 
 
Artinya: 
 Abba>s bin al-wali>d mencerikan kepada kami,Wahab bin Sai>d bin Atiya al-
Aslam menceritakan kepada kami, Abdurrahma>n  bin Zaid bin Aslam dari ayahnya 
dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda berikanlah upah kepada 
pekerja sebelum kering keringatnya.(terj.penulis) 
 
ََيَاَن َث  دَحٌَد دَسُمَاَن َث  دَحََمَجَتْحَلاَقَاَمُهْ نَعَُو للاََيِضَرٍَسا َْعَِنْباَْنَعََةَِمرْكِعَْنَعٍَدِلاَخَْنَعٍَعَْيرُزَُنْبَُدِيز
َِوِطْع ُي ََْلًَةَيِىاَرََك َمِلَعَْوَلَوَُهَرْجَأََما جَْلاَىَطْعَأَوََم لَسَوَِوْيَلَعَُو للاَى لَصُّيِْ نلا
92َ
 
Artinya: 
 Musaddad menceritakan kepada kami, Ya>zid bin Zura’i dari Khalid dari 
Ikrimah dari Ibnu Abba>s ra. Berkata Rasulullah Saw. Berbekam dan Beliau 
memberikan upahnya, sekiranya Beliau tidak menyenanginya, maka ia tidak 
memberikan upahnya. (terj. penulis) 
                                                 
90
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 547. 
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Abu> Abdullah Muh}ammad bin Abu> Yazi>d bin Majah al-Rabi>’i al-Qazwi>ni, Sunan Ibn 
Ma>jah, Juz V, dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h. 294. 
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Muh}ammad bin Isma>il bin Ibra>him al-Mughi>rah al-Jufri> al-Bukhari>,S}ahih al-Bukhari>, Juz 
VIII dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.  53. 
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 Selain hadis tersebut diatas, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari 
sebagai berikut:  
َُهْ نَعَُو للاََيِضَرٍَسا َْعَِنْباَْنَعَِوِيَبأَْنَعٍَسُوَاطَِنْباَْنَعٌَبْيَىُوَاَن َث  دَحٍَدَسَأَُنْبَى لَعُمَاَن َث  دَحَِّبِ نلاَْنَعَاَم
َِوْيَلَعَُو للاَى لَصََطَع َتْساَو َُهَرْجَأََما جَْلاَىَطْعَأَوََمَجَتْحاََم لَسَو
93 
Artinya: 
 
 Mualla bin Asad Wuhibah menceritakan kepada kami dari ibnu Taus dari 
ayahnya dari ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya dari Nabi Saw pernah 
berbekam dan memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya.(terj. penulis) 
 
 Sedangkan fatwa DSN No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah. Beberapa 
ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut: 
Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah 
1.    Pernyataan Ijab dan Qobul. 
2.    Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): pemberi sewa (lessor, pemilik aset, 
LKS) dan penyewa (lesse, pihak yang mengambil manfaat atas aset, pengguna aset, 
nasabah). 
3.    Obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. 
4.   Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus 
dijamin, merupakan rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa. 
5.    Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, 
baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran 
dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).
94
 
                                                 
93
Muh}ammad bin Isma>il bin Ibra>him al-Mughi>rah al-Jufri> al-Bukhari> , S}ahih al-Bukhari>,  Juz 
IV dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.  454. 
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MUI, Himpunan Fatwa Dewan  Syariah Nasional (Cet. II; Jakarta: DSN-MUI, 2007), h. 12   
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Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah 
1.    Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. 
2.    Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 
3.    Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 
4.    Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 
5.    Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 
jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. 
6.    Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya. 
7.   Sewa adalah sesuatu (harga) yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS 
sebagai pembayaran manfaat. 
8.   Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 
dengan obyek kontrak. 
9.   Kelenturan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, 
tempat dan jarak. 
Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah 
Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa 
1.    Menyediakan aset yang disewakan. 
2.    Menanggung biaya pemeliharaan aset. 
3.    Menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. 
Kewajiban nasabah sebagai penyewa 
1.   Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang 
disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. 
2.    Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak material). 
3.   Jika aset yang disewa rusak, bukan dari penggunaan yang dibolehkan juga bukan 
karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab 
atas kerusakan tersebut
95
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MUI, Himpunan Fatwa Dewan  Syariah Nasional,  h. 13. 
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3. Rukun dan Syarat Rental 
 Dalam hal rukun ijarah, ulama Hanafiyah hanya memberikan satu rukun saja 
yaitu 
ََُْركَُنََْاَِلإََْيَِراَََِعْنََدَََاََْلََنََِف يَِةََاَ:َِْلإََْيَُباَََََوَاْلََقَُ َْْوَُلََوَ، َََذِلََكَََِبَلَْفَِظََْاَِلإََجََراَِةََََْواَِلَْسََِتْئََجَِراََََْواَِلَْكََِتَِءاََََْواَِلإَْكََرَِءا. 
 
 shigat (ijab-qabul) bagi pihak yang melakukan transaksi, yaitu antara 
pemilik barang rental dan penyewa. Kemudian kata yang digunakan oleh ulama 
Hanafiyah yaitu al-ija>rah, al-isti’ja>r, al-iktira’ dan al-ikra’.96(terj. penulis) 
 Lain halnya ulama Hanafiyah, yang hanya mengisyaratkan rukun ijarah 
hanya satu. Sedangkan jumhur ulama (mayoritas ulama) memberi rukun ijarah 
sebanyak empat, yaitu; 
َََوأََْركَُناَُوَََِعْنََدَََاَُْلَْمَُهَْوَُرَََأََْر بََعٌَةََعَ:َِقاََدَِناََُم(َْؤ َجٌَرَََوَُمَْسََتَْأَِجٌَرََوَ، )َِصَْ يََغٌَةََِإ(ََْيٌَباَََوََ قَُ َْْوٌَلََوَ، )َُأَْجٌَََرةَََوََمَْ نََفََعٌَة 
 
1. Aqi>da>in (pihak yang berakad) 
2. Shigat (ijab-qabul) 
3. Ujrah (gaji) 
4. Manfaat.
97
 
Untuk terlaksananya ijarah terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. 
Dari berbagai syarat yang dikemukakan oleh para fukaha, maka dapat disebutkan 
                                                                                                                                           
 
96
Wah}bah al-Z|uh}ai>li>al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuh , Juz V,  h.  454. 
. 
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Wah}bah al-Z|uh}ai>li>al-Figh al-Isla>mi> wa Adillatuh , Juz V,  h.  454. 
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sebanyak empat macam syarat,  dimana syarat tersebut berkaitan dengan syarat al-
inqa>d (terjadinya akad), syarat an-nafaz\ (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan 
syarat lazim.
98
 
Empat macam syarat ijarah yan dikemukakan di atas akan diuraikan sebagai 
berikut; 
1.  Syarat al-inqa>d (Syarat terjadinya akad) 
Menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan 
harus berakal dan mumayyiz| (minimal 7 tahun), serta tidak diisyaratkan harus 
baligh
99
.Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak 
mumayyiz, dipandang sah bila telah ada walinya100.Ulama Malikiyah berpendapat 
bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat 
penyerahan.Dengan demikian, akad anak mumayyiz| adalah sah, tetapi bergantung 
atas keridhaan walinya.
101
 
Berbeda dengan ulama Malikiyah, ulama Hanabilah dan Syafi’iyah 
mengatakan bahwa orang yang akan melakukan akad adalah harus mukallaf yaitu 
balig dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum termasuk orang digolongkan 
mampu melakukan akad
102
. 
                                                 
98
Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), h., 125. 
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Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h., 125. 
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Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h., 125. 
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Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h., 125. 
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Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h., 125 
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2. Syarat Pelaksanaan (an-nafaz\) 
Adapun syarat-syarat ijarahsebagai bcrikut
103
:  
1.  Yang terkait dcngan dua orang yang berakad. Menurut ulama 
Syafiyah dan Hanabalah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh 
scbab itu, apabila orang yang  belum atau tidak berakal, sepe rti anak 
kecil  dan orang gila ijarahnyatidak sah. Akan tetapi, ulam a 
Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua 
orangyangberakad itu tidak harus mencapai usia balig. Oleh 
                                                                                                                                           
 
103
Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat  (Cet: I; Jakarta:Kencana, 2010),  h.279. 
Lihat juga dalam Kumpula Penyusun, al-Figh al-Muyassarah fi> dau’ al-Kita>b wa Sunnah (Arab Saudi: 
Majmah al-Ma>lik  Fahd Li Taba’ah al-Mus}hafal-Syari>f, 1424 H), h. 243. Dalam buku tersebut 
memberikan syarat ijarah sebanyak tujuh,yaitu; 
َ:َُشََُرْوَُطََها: 
-َََلَََتَِصَُّحََِإَ لَِمََْنَََجَِئاَِزَََا َتلََصُّرَِفََعَ، َِقاََبَ، ًلَِلاَُحَ، اغَّرََرَ، اَِشَْي.ًاد 
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََََاْلََمَْ نََفََعَُةَََمَْعَُلَْوََمًَةَِلَ؛ َنََََاْلََمَْ نََفََعََةََِىََيََََاَلََمَْعَُقَْوَُدَََعََلَْ يََهَََ، اَْشاَُ تََرَُطََََاْلَِعَْلَُمَََِبَََك اَْلاََ َْْيَِع.َ
َ-َأَْنَََتَُكَْوََنَََاَُْلَْجَََُرةَََمَْعَُلَْوََمًَةََِلَ؛ َ نََهَِعَاََوٌَضََفيََعََْقٍَدََُمََعََواََضٍَةََ َ، َُوَِجََبََََاْلَِعَْلََمَََِبَََك ا َثلاََمَِن. 
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََََاْلََمَْ نََفََعَُةَََُمَََْحاًَةَََ، ََلَََتَِّصَُحَََاَِْلإََجََراَُةَََعََلََاَىِّزلََنََوَ، َْاَِغلََنَِءاََوَ، ََ بَْيَِعَََلآَِتََََاْل َلَْهَِو.َ
َ-ََََكَْوَُنََََاْلََمَْ نََفََعَُةَََقَِباََلًَةََِلَِْلَْسَِتَْ يََفَِءاَََ، ََلََتََِّصَُحَََاَْلإََجََراَُةََِلََشَْيٍَءَََ يََ تََع َذَُرََِاَْسَِتَْ يََفَُءاََََاْلََمَْ نََفََعَِةَََِمْنَُوَََك ، َِإََجََراَِةََأَْعََمَْىََِِلَْفَِظَََشَْيٍَءَََْيََتَُجاََِإََلُّلاََْؤرََيَِة.َ
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََََاْلََمَْ نََفََعَُةَََْمَُلََْوكًَةََِلَْلَُمَُؤَِجَِرََأَْوَََمَْأَُذَْوََلًَانَُوَََِْ يََهَِلَ؛ا َنَََاَِْلإََجََراََةَََ بَْيَُعََََاْلَََمَنَِاَِعَََ، َْشاََ تََرَُطََََذِلََكَََِْ يََهَََك اَْلاََ َْْيَِع.َ
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََََاْلَُم َدََةَََمَْعَُلَْوََمًَةَََ، ََلََُ ََْوَُزَََاَِْلإََجََراَُةََِلَُم َدٍَةَََْمَُهَََْولٍَةَِلَ؛ َ نََهَُ تَاََؤَِّدَْيََِإََل َ تلاَََنَُزاَِع. 
Sedangkan Menurut S}aleh Ibn Gani>m al-Sudlan, syarat Ijarah ada empat, lihat dalam S{aleh 
Ibn Gani>m al-Sudlan, Al-Risa>lah fi Fighal-Muyassarah (Saudi Arabiah: Kementerian Urusan Islam 
Waqaf dan Dakwah, 1452 H), h. 94 .dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM] 
 
َُشََُرْوَُطَََاَِْلإََجََراَِةََأَََْر بََعٌَةََِىََيَ: 
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََِمَْنَََجَِئاَِزَ َتلاََصَُّرََِفَ. 
َ-َََمَْعَََِرَُةََََاْلََمَْ نََفََعََِةَََكََسَكََدَنٍَراََأَ، َْوََِخَْدََمٍَةَََدآَِمَِّيَأَ، َْوَََ تَْعََِلْيٍَمََِعَْلٍَمَ.َ
َ-َََمَْعَََِرَُةَََاَُْلَْجَََِرةَ.َ
َ-ََأَْنَََتَُكَْوََنََََاْلََمَْ نََفََعَُةَََُمَََْحاًََةَََك َدَِراَََِلْلََسَكَْنََََ، ََلََتََِّصَُحَََعََلََ نَىَْفٍَعَََُن ٍََرَمَََكِّزلاََنََوَ، اَْاَِغلََنَِءاَََوَ، ََجََعََلَََدََراََُهَََكََِنْيََسًَةَأَ، َْوََِلََ َْْيٍَعَََْخٍَرَََوََْنََوََََذِلََكَ.َ
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karenanya, anak yang baru mumayizpun boleh melakukan akad 
ijarah,hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.  
2.  Kedua belah pihak yang berakad m enyatakan kerelaanya melakukan 
akad   ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan 
akad ini, maka akad ijarahnya tidak sah. Hal in i sesui dengan firman 
Allah QS An-Nisa/4:29., yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman 
janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali 
melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka. 
3. Menyewa orang untuk melaksanakan manfaat yang menjadi 
objekijarahharus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan 
dikemudian hari.  Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, 
maka akadnya tidak sah.Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan 
dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama 
manfaat itu di tangan penyewanya.  
4. Objek ijarahitu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung 
dan tidak ada cacatnya.Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat, 
bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh 
diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, 
seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil 
kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.  
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5. Objekijarahitu sesuatu yang dihalalkanoleh syara'. Oleh sebab itu, 
para ulama fikihsepakat mengatakan tidak boleh menyewa 
seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seorang untuk 
membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan 
rumah untuk dijadikan tempat -tempat maksiat.  
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, 
misalnya, shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang 
belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fikih 
sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini  tidak 
sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu 
sendiri.  
7. Objek ijarahitu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti,  
rumah,kendaraan, dan alat -alat perkantoran. Oleh sebabitu tidak 
boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohonyang 
akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. 
Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan 
dimaksudkan seperti itu.  
8. Upah atau sewa dalam ijarahharus jelas, tertentu, dan sesuatu yang 
memiliki nilai ekonomi.  
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Ghufran A. Mas’adi lebih spesifik dan terperinci memberikan 
persyaratan terhadap objek rental atau ijarah mengingat hal tersebut 
sering menjadi problema antara pemilik barang dan penyewa, 
iamengatakandalam hal mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga 
sebuah barang dapat ditransaksikan sebagai ijarah, maka ada lima syarat sehingga 
sebuah barang dapat ditransaksikan sebagai ijarah. Lima syarat tersebut yaitu; 
1. Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, 
misalnya,  dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara 
transparan tentang kualitas manfaat barang. 
2. Objek ijarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan 
tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan 
transaksi ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga. 
3. Objek ijarah dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hokum syara’ 
4. Obyek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya, mobil 
untuk dikendarai dan sebagainya. 
5. Harta yang menjadi obyek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti’mali, 
yakni harta benda yang dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan 
kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Misalnya, mobil, rumah dan 
sebagainya. Sedangkan bendayang bersifat istihlaki yakni harta benda yang 
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akan rusak dan berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan tidak 
sah ijarah atasnya.
104
 
 
 
4. Macam-Macam Rental  
5. Dilihat dari segi objeknya, para ulama fikih membagi akad ijarah kepada 
dua macam: 
1.      Ija>rah bil 'ama>l, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. 
Ijarah yang bersifat pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut para ulama fiqh, ijarah 
jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 
bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini 
terbagi kepada dua yaitu: 
a.    Ijarah yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah 
tangga.  
b.     Ijarah yang bersifat serikat yaitu, seseorang atau sekelompok orang yang   
menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,   
buruh pabrik dan tukang jahit.
105
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Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan 
pembantu), menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.
106
 
2.      Ija>rahbil manfaa’, yaitu sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Ijarah 
yang bersifat manfaat contohnya adalah:  
a.       Sewa-menyewa rumah.  
b.      Sewa-menyewa toko.  
c.       Sewa-menyewa kendaraan. 
d.      Sewa-menyewa pakaian.  
e.       Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.  
Apabila manfaat dalam penyewaan sesuatu barang merupakan manfaat yang 
dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan 
boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
107
 
Dalam pembahasan lain, menurut ketentuan fikih muamalah, ijarah dibagi kepada 3 
macamyaitu: 
1).    Sewa-menyewa tanah 
Melihat betapa pentingnya keberadaan tanah, Islam sebagai agama yang 
luwes membolehkan persewaan tanah dengan prinsip kemaslahatan dan tidak 
merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama-sama 
diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai 
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perdamaian dan persatuan, Islam mengatur berbagai hal mengenai persewaan tanah 
agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan di antara para pihak yang 
melakukan perjanjian sewa-menyewa.  
Dalam suatu perjanjian persewaan tanah, haruslah disebutkan secara jelas 
tujuan persewaan tanah tersebut, apakah untuk pertanian, mendirikan tempat tinggal 
atau mendirikan bangunan lainnya yang dikehendaki penyewa. 
Apabila persewaan tanah dimaksudkan untuk pertanian, maka penyewa 
harus menyebutkan jenis tanaman yang akan ditanaminya kecuali pemilik tanah 
memberikan kebebasan kepada penyewa untuk menanam sesuai dengan yang 
diinginkannya. Menurut Sayyid Sabiq, jika syarat yang tersebut di atas tidak 
terpenuhi, maka rusaklah sewa-menyewa tersebut, karena pada dasarnya 
kegunaan tanah sangatlah beragam.
108
 
Dengan tidak jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian dikhawatirkan 
akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa dan 
pada hakikatnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua pihak. Di samping 
itu penyebutan jenis tanaman yang akan ditanam akan berpengaruh terhadap waktu 
sewa dan dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap jumlah uang sewa. 
2).    Sewa-Menyewa Binatang 
                                                 
108
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Dalam perjanjian sewa-menyewa binatang, hendaklah disebutkan dengan jelas 
jangka waktu penyewaan, kegunaan atau tujuan penyewaan, apakah untuk alat 
pengangkutan atau untuk kepentingan lainnya. 
Sebagaimana halnya dengan persewaan lainnya maka persewaan binatang 
juga mengandung resiko. Resiko dalam persewaan binatang adalah terjadinya 
kecelakaan atau matinya binatang sewaan. Bila binatang sewaan sejak awal sudah 
mempunyai cacat atau aib kemudian mati ketika dalam tanggungan penyewa maka 
persewaan menjadi batal. Tetapi bila binatang tersebut tidak cacat kemudian terjadi 
kecelakaan dan mati ketika berada dalam tanggungan penyewa maka persewaan itu 
tidak batal dan orang yang menyewakan wajib menggantinya.
109
 
3).    Sewa-Menyewa Toko Dan Rumah 
Toko merupakan tempat seseorang menjalankan usahanya dengan cara 
berdagang. Tidak semua orang bisa mempunyai toko pribadi, tetapi bila seseorang 
berkeinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang. Islam 
memberikan kemudahan dengan membolehkan persewaan toko atau rumah untuk 
dijadikan tempat usaha atau sebagai tempat tinggal. 
Ulama fikih yang sangat populer pembahasannya tentang persewaan toko 
dan rumah adalah ulama Hanafiyah. Mereka memasukkan persewaan toko dan 
rumah ke dalam pembahasan barang-barang yang sah disewakan, di samping 
persewaan tanah, binatang, tenaga manusia dan pakaian. Menurut beliau toko-toko 
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89 
 
 
 
dan rumah-rumah boleh disewakan tanpa disertai dengan penjelasan tentang tujuan 
penyewaan.
110
 
Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah tersebut di atas dapat dipahami, 
bahwa penyewa mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang 
dikehendakinya dalam batas-batas yang wajar, artinya tidak mengakibatkan 
kerusakan pada bangunan yang disewa. Namun wajib menggantikannya apabila 
terjadi kerusakan terhadap rumah atau toko yang dikhususkan untuk didiami namun 
dipergunakan untuk kepentingan lain. 
Pada dasarnya Islam membolehkan persewaan berbagai barang yang 
mempunyai manfaat dan memberikan keuntungan kepada manusia. Islam hanya 
memberikan batasan-batasan agar terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai 
pihak dan terlaksananya prinsip sewa-menyewa itu sendiri yaitu "keadilan" dan 
"kemurahan hati", sesuai dengan firman Allah dalam QS An-Nahl/16: 90.  
َََ َ  َ   َََ
 
Terjemahnya: 
 
 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan.
111
 
 
Selain itu, tidak saling menzalimi antara kedua belah pihak (penyewa dan 
yang menyewakan), sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2:279.  
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َََََ 
 Terjemahnya: 
 
            ...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) teraniaya.
112
 
Berlaku adil dan berbuat kebajikan menjadi kewajiban setiap muslim dalam 
segala aktivitas kehidupan, begitu pula dengan perintah Allah untuk tidak saling 
menyakiti dan menganiaya orang lain. Dalam hubungannya dengan sewa-menyewa 
merupakan  suatu bentuk transaksi bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga 
dituntut untuk berlaku adil dan saling menghormati.  
6. Pembatalan Rental 
Telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam sebuah transaksi-transaksi dalam 
bidang muamalah manusia terjadi pembatalan yang telah disepakati. Pembatalan 
tersebut terjadi disebabkan banyak faktor. Demikian halnya dalam rental atau ijarah 
juga sering terjadi pembatalan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan 
dengan  pembatalan rental, para fukaha berbeda pendapat. Perbedaan tersebut 
disebabkan oleh perbedaan terhadap apakah akad rental itu sifatnya mengikat 
penyewa barang dan pemilik barang atau tidak.  
Dalam pandangan fukaha Hanafiyah, Ad-D{hahiriyah, Al-Syaibiyah, Al-S|auri> 
dan Al-Aist bin Sa’ad terhadap pembatalan akad rental atau ijarah itu boleh saja, 
mereka beralasan pembatalan terjadi jika terdapat uzur, baik uzur tersebut berasal 
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dari penyewa ataupun pemilik barang.
113
Adapun uzur yang dimaksudkan oleh 
mereka. Misalnya, wafatnya salah satu diantara keduanya atau hilangnya kecakapan 
dalam bertindak hukum. 
Berbeda dengan pandangan di atas yang dikemukan oleh fukaha Hanafiyah 
yang secara uzur dapat membatalkan akad rental atau ijarah. Mayoritas ulama justru 
sebaliknya dengan mengatakan: 
ََاَِْلََجََراَُةَََعَْقٌَدَََلٌََِزمَََلََْيََِلَُكََأََحَُدََََاْلَُمََ تََعَِقاََدَْيَِنََََْسََخَُوَََِل َنَُوَََعَْقٌَدََُمََعََواََضٌَةَِإَ، َ لَِإَََذَُوَاَِجََدَََمَُ يَاَْوََجَُبََََاْلََفَْسَََخَ
ََكَُوَُجَْوَِدََََعْيٌَب114 
Artinya: 
Ijarah adalah sebuaah transaksi yang mengikat (akad lazim), dimana kedua 
belah pihak (penyewa dan pemilik barang) tidak boleh membatalkan akad tersebut, 
karena ia akad pertukaran kecuali ditemukan sesuatu yang harus dibatalkan, 
misalnya ada cacat.(terj.penulis) 
 
 Maksud mayoritas ulama di atas bahwa pembatalan akad rental tersebut tidak 
menerima pembatalan dengan adanya uzur, terkecuali jika pada barang ditemukan 
cacat atau barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka barulah pembatalan akad 
rental dapat dilakukan. 
Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut dapat diamati dalam kasus 
apabila seorang meninggal dunia. Menurut fukaha Hanafiyah, jika ada orang yang 
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Sayyi>d Sa>biq, Figh al-Sunnh, Juz III dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.  199. 
Untu lebih jelasnya penulis menampilkan teks aslimya: 
 
ََلَََ تَْفََسَُخَََاَِْلََجََراَُةَََِبَْوَِتََأََحََدََََاَلَُمََ تََعَِقاََدَْيَِنَََسََوٌَءاََأََكََناََُمَْؤَِجًَرَأَاَْوََُمَْسََتَْأَِجًَرَِخ...اََلًََِلَاَْلََحََنََِف يَِةَََو َظلاَِىاََِر يَِةَََو َشلاَْعَبََِوَ َ ثلاََُوِرََوَي َللاَْيَِثََْبَُنَََسََعٍَد. 
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meninggal dunia sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, maka akad ijarah 
batal. Hal tersebut berimplikasi tidak bolehnya manfaat suatu barang diwariskan 
kepada ahli waris. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan manfaat suatu barang 
yang dirental dapat saja diwariskan, mereka beralasan bahwa manfaat sebuah barang 
termasuk bagian dari harta.  
Dapatkah akad ijarah dibatalkan? Para ulama fikih berbeda pendapat tentang 
sifat akad ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama 
Hanafiyah berpendirian bahwa akad ijarahitu bersifat mengikat, tetapi boleh 
dibatalkan secarat sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad 
seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.
 
Selanjutnya sampai kapankah akad al-ijarahitu berakhir?  Menurut Sayyid 
Sabiq, ada lima hal yang membuat akad ijarah berakhir, sebagai berikut; 
1-ََُطََُرْوَُءََََاْلَََعْيَِبَََاََْلَِداَِثَََعََلََاَىَْلََمَْأَُجَْوَِرَََوَُىََوََفيََيََِدََََاْلَُمََسََتَْأََجَِرََأَْوََُظَُهَْوَُرََََاْلَََعْيَِبََََاْلََقَِدَِْيَََِْيَِو. 
2َ-َََىََلَُكََََاْلََعَِْيََََاْلَُمَْؤَِّجَََِرةَةنيعلماَةبادلاوَةنيعلماَرادلاَك ةنيعلما 
3-َََىََلَُكََََاْلَُمَْؤَِجَُرَََعَََلْيََِوَََك َثلاَْوَِبََََاْلَُمَْؤَِجَِرَََِلْلَِخََيََطاَِةََِلَ،  َنَُوَََلَُْيََِكَُنََِاَْسَِتَْ يََفَُءاََََاْلََمَْعَُقَْوَِدَََعَََلْيَِوَََ بَْعََدَََىََلَِكَِو...َ
4َ-ََِاَْسَِتَْ يََفَُءاََََاْلََمَْ نََفََعَِةََََاْلََمَْعَُقَْوَُدَََعََلَْ يََهَأَاَْوََِإََْتَُماََََاْلََعََمَْلََأَْوَََِاَْنِتََهَُءاََََاْلَُم َدَِةََِإَ لَِإَََذَََك اََناَََُىَنََكاََُعَْذٌَرََََْيَنَُعََََاْلََفََسََخََ، 
ََكََمََلَاَْوََِاَْ نََ تََهَْتََُم َدََةََِإََجََراَِةَََاََْلَْرَِضَََاِّزلََرَِعاِّيَِةَََ قَََْْلََأَْنَََيَْسََتَْحَِصََدَ َزلاَْرَُعَََ ََتَْ ََْقَِفيَىَََيَِدََََاْلَُمَْسََتَْأَِجَِرََِبَأَْجَِرََََاْلَِمَْثَِلَ
ََحَ تََّيََْسََتَْحَِصََدََوَ، ََلَْوَََجََ ََُْْراَََعََلََاَىَْلَُمِّؤَِجَُرَََمَْ نًَعَاَِلََضََرَِرََََاْلَُمَْسََتَْأَِجَِرََِبََقَْلَِعَََا َزلَْرَِعَََ قَََْْل.َ
5َ-ََََوَقََلاَََاََْلَْحََنَُفاََُيَ:ََْوََُزَْسََخََاَْلََجََراَِةََِلَُعَْذٍَرَََْيَُصَُلَََََولَْوََِمَْنََِجَََهِتَِوَِمَ، َْثَُلََأَْنَََيَْكََِتََيَََحَُ ناََْوًتَِلَ اَََي تَِجََرَََِْيَِوَ
ََ ََيَْحََِتََقَََمَُلاَُوََأَْوَََيَْسَِرَُقََأَْوَََ يَْغَِصَُبََأَْوَََ يََفَِلَُسَََ ََيَُكَْوَُنَََلَُوََََْسَُخَََاَِْلََجََراَِةََر... َدََََاْلََعََْيََََاْلَُمَْسََتَْأَِجَََِرةََوَ :ََمََتَّ
َِاَْ نََ تََهَْتَََاَِْلََجََراَُةَََوََجََبَََعََلََاَىَْلَُمَْسََتَْأَِجَِرَ ََر دََََاْلََعَِْيََََاْلَُمَْسََتَْأَِجَََِرة.
115
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Artinya: 
 
1. Terdapat cacat pada barang yang disewa, dan barang tersebut telah berada  
pada di tangan penyewa, atau sudah ada cacat sebelumnya. 
2.  Hilangya objek yang disewa, misalnya rumah dan hewan melata 
3. Rusaknya barang, misalnya pakaian sewaan oleh karena objek (barang)  
tersebut tidak berwujud 
4. Objek akad (barang) telah telah diambil manfaatnya, selesainya pekerjaan 
atau waktu telah berakhir, terkecuali ada alasan sehingga  akad tidak 
dapat dibatalkan, sebagaimana berakhirnya sewa tanah pertanian sebelum 
dipanen tanaman tersebut. 
5. Pengikut Hanafi mengatakan,  ijarah dapat dibatalkan dengan adanya 
alasan tertentu. Misalnya, menyewa rumah, akan tetapi sebelum rumah 
tersebut disewa,   hartanya (uangnya) terbakar, dicuri, dirampok, atau 
bangkrut, Maka kejadian sepereti ini dapat membatalkan ijarah. Dan ketika 
ijarah berakhir, maka penyewa mengembalikan barang ke pemilik barang. 
(terj.penulis) 
 
Dari kutipan diatas, yang dikemukakan oleh Sayyid Sa>big, maka dapat 
ditegaskan bahwa berakhirnya ijarah apabila ada cacat pada barang, rusaknya 
barang, ada salah seorang yang berakad meninggal dan berakhirnya masa sewa. 
Dengan demikian, maka dengan  sendirinya ijarah akan berakhir. Hal serupa juga 
dikemukan oleh al-Kasa>ni. 
Menurut al-Kasa>ni dalam kitab al-Bada>a'iu al-S{ana>a'iu, sebagaimana dikutip 
Abdul Rahman Al-Ghazaly menyatakan bahwa akad ijarahberakhir bila ada hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Objek ijarah hilang atau musnah seperti, rumah yang disewa terbakar atau 
kendaraan yang disewa hilang. 
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2.  Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah telah berakhir. Apabila 
yang disewakan itu rumah, maka rumah  itu dikembalilkan kepada 
pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut 
berhak menerima upahnya. 
3.  Wafatnya salah seorang yang berakad. 
4. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita 
negara karena terkait adanya utang, maka akad ijarahnya batal.
116
 
C. Syariat, Fikih dan Hukum Islam 
1. Syariat 
Hukum, ketika menjadi diskursus, maka ada beberapa term yang menjadi 
obyeknya. Paling tidak, terdapat beberapa istilah yang dapat dikemukakan, misalnya 
syariat, fikih, dan hukum Islam .Sehingga term-term tersebut perlu dipahami, 
tujuannya adalah untuk membedakan masing-masing ketiga term atau istilah 
tersebut. 
 Dalam khazanah Islam, terutama dalam kajian hukum Islam kontemporer, 
term hukum Islam jika  ditelusri, baik di dalam Al-quran maupun Hadis, maka kata 
tersebut tidak ditemukan termnya, yang ada adalah syariat dan fikih. Kata syariat 
terdapat dalam QS.Al-Jasiyah/45:18. 
                              
 
 Terjemahanya: 
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Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalat, h.283.  
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             Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu 
orang-orang yang tidak mengetahui.
117
 
 
  Term syariat apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata syara’a ( عرش) 
yang berarti jalan menuju ke tempat keluarnya air untuk minum atau tempat lewatnya 
air di sungai
118
. Dalam perkembangannya, kata syariat, orang Arab menggunakannya 
dengan makna jalan lurus ( ةميقتسملا ةقيرطلا)119. 
  Dalam al-Qur’an kata syara`a, dalam berbagai derivasinya  diungkapkan 
sebanyak lima kali, yaitu surat al-Maidah/ 5: 48, al-A`raf/ 7: 163; al-Syura/ 42: 13 dan 
21, dan dalam surat al-Jâtsiyah/ 45: 18. Kata syariat pada ayat-ayat tersebut 
mengandung arti jalan yang lurus dan jelas menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini 
menurut para ahli, identik dengan pengertian agama (al-din/ نيّدلا).  
  Karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran 
hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
FirmanAllah dalam surat al-Jatsiyah ayat 18.Kemudian Kami jadikan kamu berada di 
atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu. 
Sebagaimana dalam QS al- Syu>ra>/42:13.  
 
َ َ ََََ َ َ َ  َ َ َ َ َ َ
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 720. 
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Muh}ammad Ali> al-Sa>yi>s, Ta>rikh al-figh al-Isla>mi> (Ba>irut: Da>r-al-Fikr, t.th), h.7. 
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Muh}ammad Ali> al-Sa>yi>s, Ta>rikh al-figh al-Isla>mi>, h.7. 
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  َ ََََ َ ََ  َََ َ َ َ َ
  َََََ ََ َ َ ََ  َََ
Terjemahnya: 
 
 Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah 
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan kepadamu dan apa 
yang Telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama 
dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu 
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang 
kembali kepada-Nya.
120
 
  Kata syariat dalam ayat di atas, tampaknya, identik dengan agama, yang 
mengandung arti mengesakan Allah, mematuhi dan mengimani utusan-Nya, kitab-
kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu (perintah dan larangan 
Allah) yang membawa seseorang menjadi muslim dalam arti sesungguhnya. Apabila 
dicermati arti syariat secara bahasa di atas, tampaknya terdapat keterkaitan 
kandungan makna antara syari’at dengan air, seperti, bahwa orang yang mematuhi 
syariat, ia akan mengalir dan bersih jiwanya, Allah menjadikan air sebagai penyebab 
kehidupan lahiriah (fisik) sebagaimana Dia menjadikan syariat sebagai penyebab 
kehidupan jiwa (batiniah) manusia. Menurut istilah, Manna al-Qatthan 
mengemukakan, bahwa syariat yaitu 
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, 694. 
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ََمََشَاَرََعَََاَُللََِلََِعََِْداَِهََِمََنََْاََعلََقَِئاَِدََََْواَِعلََََْداَِتاََََْواَلَْخََلَِقََََْواََعلمََماََلَِت
121 
Artinya: 
 
 Segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-Nya baik menyangkut 
akidah, ibadah, akhlak maupun mu`amalah.(terj. penulis) 
 
 Defenisi di atas, tampaknya masih mengacu pada pengertian agama (al-din), 
dimana aspek-aspek pokok ajaran agama (Islam) dimasukkan ke dalam cakupan 
syariat. Muhammad ‘Ali> al-Sa>yis berdasarkan kesimpulannya terhadap pendapat 
para ulama, mengatakan bahwa syari’at adalah; 
ََاَلَْحََاكَُمَََاَِْتّلَََس َ نََهََاَاَُللََِلََِعََِْداَِهَََِلَيَُكََْو ُنَْوَُمَاَْؤََِمِنََْيَََعَِماَِلََْيَََعََلَْىَََمََيَاَْسََعَُدَُىَْمََِفَُّدلاََْ نََيََوَاَْاَِخلآَََِرة
122
 
 
Artinya: 
 
 Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah agar manusia beriman dan 
beramal saleh,yang dapat membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat.(terj. 
penulis) 
 
 Menurut ‘Ali> al-Sa>yis, pengertian syari’at seperti ini mengandung tiga 
dimensi; salah satunya adalah dimensi hukum, yaitu meliputi tindakan-tindakan 
manusia, seperti ibadah, mu`amalah, hukuman dan lain sebagainya yang termasuk ke 
dalam kajian fikih. Pengertian inipun masih berorientasi pada pengertian 
agama.Sementara, menurut Mah}mu>d S}altut, syariat adalah 
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Muh}ammad Ali> al-Sa>yi>s, Ta>rikh al-figh al-Isla>mi>, h.7. 
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Muh}ammad Ali> al-Sa>yi>s, Ta>rikh al-figh al-Isla>mi>, h.8. 
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َِىََيَََا َنلَْظَُمََََا لَِتََّشَََرََعََهََاَ اَُللََُأَُصَْوََلَِلَ اََيَْأَُخََذََْاَِلإَْنََسَُناَََِبََ نَ اَْفَُسَُوََِبََعََلََقَِتاَِوَََِبََرِّبَِوَََوََعََلََقَِتاَِوََِبَأَِخَْيَِوََََاْلَُمَْسَِلَِمَ
ََوََعََلََقَِتاَِوََِبَأَِخَْيَِوََْاَِلإَْنََسَِناَََوََعََلََاقَِتَِوََْلابََكَْوَِنَََوََعََلََقَِتاَِوََِابََْلََيَِةا123 
Artinya: 
 
 Ketentuan-ketentuan(aturan-aturan) yang ditetapkan Allah atau hasil 
penalaran atas dasar ketentuan tersebut, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam 
kehidupan umat manusia, baik dalam konektivitas dengan Tuhan, umat manusia,   
sesama muslim atau non muslim, dengan alam maupun dengan kehidupan. (terj. 
penulis) 
 
 Pengertian yang dikemukakan Syaltu>t ini dengan jelas telah memisahkan 
antara agama dengan syariat. Menurutnya, agama (Islam) terdiri dari dua ajaran 
pokok, yaitu akidah dan syariat, dimana syariah lebih dikhususkan pada persoalan 
amaliah.Lebih lanjut, masih menurut Syaltût, aspek akidah merupakan pondasi 
tempat tumbuh dan berkembangnya syariah.Sedangkan syariah adalah sesuatu yang 
harus tumbuh dari akidah itu. 
 Defenisi di atas juga menunjukkan, bahwa syariat sebagai ketentuan yang 
mengatur persoalan-persoalan amaliah terdiri dari dua kategori; pertama, ketentuan-
ketentuan hukum yang secara langsung ditetapkan oleh Syari’ (Allah dan Rasul-Nya 
di dalam Alqurandan Sunnah).Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat abadi dan tidak 
berubah, karena tidak ada yang punya wewenang merubahnya kecuali Allah. 
Kedua, ketentuan-ketentuan hukum hasil kajian para ulama mujtahid yang merujuk 
pada Alqurandan Sunnah dengan menggunakan metode-metode istinbâth hukum 
seperti qias, mas>hlahah al-mursalah, istih}sa>n, sadd al-dzari>’ah ataupun metode 
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Mah}mu>d Syaltu>t, Al-Isla>m: Aqi>dah wa Syari>’ah (Cet. XVII; Kairo: D<ar-al Syuru>q, 1997), 
h. 10. 
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ijtihad lainnya. Ketentuan-ketentuan hukum kategori kedua ini tidak memiliki sifat 
keabadian dan bisa berubah-ubah dan amat dipengaruhi oleh keilmuan mujtahid 
yang bersangkutan serta lingkungan dan dinamika kultur masyarakat. 
2.  Fikih 
 Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti faham.
124
fiqh/  هـقف bermakna 
mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat, Alquran 
menggunakan kata‛faqiha/ هـقفdalam berbagai bentuknya untuk pengertian yang 
umum, yaitu pemahaman. Himbauan Alquran "نيّدلا ىف اوّهقفتيل" (untuk memperdalam 
pengetahuan mereka tentang agama) menunjukkan bahwa fikih tidak menegaskan 
suatu pengertian eksklusif tentang hukum, melainkan suatu pemahaman yang 
mendalam tentang agama (Islam) secara umum, sebagaimanadalam buku Ma>usu>’ah 
al-Figh al-Isla>mi dijelaskan sebagai berikut; 
َََوَقَْدََُغَِلََبََِف َصلاََِدَِرَََاَل َوَِلََِاَْسَِتَْعََمَُلاََََاْلَِفَْقَِوََِفََ ََْهَِمًََأَْحََكَِماََِّدلاَْيَِنَََِجَْيَِعََهَأَ ، اَْىَََ َْهَِمَََُكَِّلَََمََشَ اَرََعَََاَُللَ
َِلََِعََِْداَِهََِمَْنَََاَْلَْحََكَِماََسَ، ََوٌَءاََأََكََناَْتََُمََ تََعِّلََقًَةَََِبْاَِلإََْيَِناَََََوَاْلََعََقَِئاَِدَََوََمََ يَ ا َتَِصَُلَََِبَأَ ، اََْمَََكََناَْتََأَْحََكََماََََاْلَُفَُرَْوَِضَ
ََََواَُْلَُدَْوَِدَََََواَْلََوَِماَِرَََو َ نلاََوَِىاََوَى َتلاَِخَِيَِْيَََََوَاْلََوَْضَِعَََ، ََكََناََِاَْسَُمََََاْلَِفَْقَِوََِفََىَََذََاَاَْلََعَْهَِدََُمََ تََنَِواًَلََِلَََذَْيَِنَ َ نلاَْوََعَِْيَََعََلَى
 َسلاََوَِءاََْلَ ، َََْيََتَُّصََِبَِوَََوَِحاٌَدََِمَْ نَُهََمَُدَ اَْوََنَََاَْلََخََرََوَ ، ََاكََنَََُمَرَِداًََِإَ اَْذَََذََكاََِلََكَِلََمٍَتاَََشَ "ََِْر يََعًَةََوَ ، ََِشَْرََعًَةََوَ ، َ
ََشَرََعََوَ، ََِدْيٌَنَََاَ" َلَِتَََّكََناَََ يَْفََهَُمََِمََْنََُكَيلََِمَْ نََه َ نلاَاَْوََعَِناَََِجَْ يًَعا.125 
 
 Dari kutipan tersebut diatas menunjukkan bahwa pada masa awal Islam, 
istilah fikih belum memiliki arti khusus.Kendati demikian, terminologi fikih mulai 
mengarah pada kedalaman intensitas keyakinan, tauhid, hukum-hukum dan ajaran 
Islam lainnya.Keadaan seperti ini berjalan sampai pada abad kedua Hijriah, dimana 
                                                 
124Mausu’ah al-Figh al-Isla>mi> (t.tp:  Mauqi’I al-Wiz}arah al-Auqaf al-Mis}riya>h) dalam 
Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.1. 
 
125Mausu’ahal-Figh al-Isla>midalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.1. 
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terminologi fikih mencakup persoalan-persoalan teologis, akhlak dan hukum.Sebuah 
buku yang terkenal, al-Fiqh al-Akbar, yang dinisbahkan pada Abu Hanifah (w. 150 
H.)adalah bukti nyata di mana Abu Hanifah memasukkan persoalan-persoalan 
akidah, hukum dan akhlak sebagai bagian yang dicakup oleh terminologi fikih. Akan 
tetapi, dalam perkembangan berikutnya, muatan terminologi fikih tidak lagi bersifat 
umum, melainkan khusus pada hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan 
perbuatan manusia. 
 Secara terminologis,  defenisi fikih yang dikemukakan oleh para ulama fikih 
yaitu; 
ََمََْعََِرَُةََِبَْلاَْحََكَِماَ َشلاَْرََِع يَِةََََاْلَُمََ تََعِّلََقَِةََِباََْلَْعََمَِلاََََاْلَُمََكِّلَِفََْيَََََواَْ قََوَِِلاَْمَََوََََاْلَُمَْكََتََسَََِْةََِمَْنََأََِد َلِتََه َ تلاَاَْفَِصََِيَِل يَِة126َ
َ
Artinya: 
 
 Pengetahuan tentang hukum-hukum syara yang yang terkait perbuatan dan 
ucapan mukallaf yang ditemukan dari dalil-dalil yang rinci. (terj. penulis) 
 
 Berdasarkan defenisi di atas, paling tidak ada empat hal yang membedakan 
istilah fikih, sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman, dengan selainnya, yaitu: 
Pertama, fikih adalah suatu ilmu.Sebagai suatu ilmu, sudah jelas, fikih memiliki 
tema pokok dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus.Karenanya, dalam 
mengkaji fikih para mujtahid menggunakan metode-metode atau pendekatan 
tertentu, seperti qiya>s, istih}sa>n, mash}a>lih al-mursalah, sadd al-dz|ari>ah, atau metode 
ijtihadlainnya. 
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Must}afa> Al-Khi>n dkk., Al-Figh al-Manha>ji ala> Maz|a>hib al-Ima>m al-Syafi,i>  (Dimsyiq: D<ar 
al-Ulu>m al-Insa>niyah, 1417 H/1997), h. 7. 
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Kedua, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat. Penggunaan kata "  ماكحلأاب
ةّيعرشلا"(tentang hukum-hukum syariat) menunjukkan bahwa kajian dan ruang 
lingkup fikih menyangkut ketentuan-ketentuan yang bersifat syar`i dan tidak 
mencakup persoalan-persoalan yang di luar hukum syarak, seperti hukum-hukum 
akal. Contoh, satu adalah separoh dari dua, tidak termasuk ke dalam pengertian fikih 
menurut istilah. 
Ketiga, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah. 
Kata amaliah menunjukkan bahwa hukum-hukum fikih selalu berkaitan dengan 
perbuatan yang dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun 
mu`amalah.Dengan demikian, hukum-hukum non amaliah, seperti masalah-masalah 
yang berkaitan dengan dasar-dasar iman (i`tiqa>diyyah) serta cabang-cabangnya, tidak 
termasuk ke dalam kajian fikih. 
Keempat, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliah 
yang ditemukan dari dalil-dalilnya yang terperinci. 
Artinya, hukum-hukum fikih diambil atau digali dari sumbernya yaitu nash Alquran 
atau hadis melalui proses istidla>l (pencarian hukum dengan dalil), atau istinbâth 
(deduksi atau penyimpulan), atau analisis (naz|har). Pengetahuan tentang kewajiban 
shalat lima waktu, salah satu contoh, tidak termasuk ke dalam pengertian fikih, 
karena hal ini secara langsung dapat ditemukan di dalam nash. Adapun kata tafs}i>li, 
maksudnya adalah satuan-satuan dalil yang masing-masing menunjukkan kepada 
suatu hukum dari suatu perbuatan tertentu, apakah haram, wajib, makruh, dan, atau 
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kategori hukum lainnya. Dari definisi fikih dan penjelasannya di atas dapat 
dipahami, bahwa fikih yang menurut Amir Syarifuddin adalah dugaan kuat yang 
dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan.
127
 
Perbedaan itu dapat dilihat, antara lain dari segi di mana syariat itu bersifat tetap 
dan --kebenaran serta keadilannya-- pasti karena berasal dari kehendak Allah 
(sebagai Sya>ri’ atau Pembuat syariat). Sehingga dapat ditegas hanya Allah swt. yang 
berhak menetapkan hukum syarak.Sementara fikih, tidak bersifat tetap. Fikih bisa 
saja diubah dan dirombak sesuai dengan perbedaan tempat, perubahan waktu, serta 
lingkungan dan dinamika kulturmasyarakat di mana fikih itu diterapkan. Begitu juga 
kebenaran dan keadilan fikih tidak bersifat pasti, melainkan nisbi (relatif).Sifat fikih 
yang demikian disebabkan fikih adalah interpretasi terhadap hukum syarak.Satu hal 
lagi, dan tidak bisa diingkari, berdasarkan fakta sejarah pembentukan fikih, bahwa 
faktor sosio kultural, politik, dan faktor-faktor lainnya ikut mempengaruhi 
bagaimana bentuk atau corak suatu fikih. Meskipun demikian, syariat bukan fikih, 
akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. 
Karena, syariat adalah asal, pokok, sari atau inti, ajaran yang ideal serta berlaku 
secara universal.Sementara fikih, adalah cabang (furû), atau perwujudan dan syariat. 
 Dalam kedudukannya sebagai cabang atau perwujudan dari syariat, fikih 
harus responsif terhadap persoalan-persoalan di sekitarnya. Dalam kaitan ini, 
Muhammad ‘Ali> al-Sa>yis mengatakan bahwa formulasi fikih tidak terlepas dari 
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pengaruh-pengaruh yang bersifat kultural, dan karenanya, masa berlakunya bersifat 
temporal sesuai dengan kebutuhan ruang dan zaman tertentu.
128
Konsekuensinya, 
seperti diutarakan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perubahan dan perbedaan fatwa atau 
opini hukum dapat terjadi karena perbedaam waktu, tempat, situasi, tujuan, niat dan 
adat istiadat. Hal di atas adalah suatu keniscayaan sehingga fikih, sebagai 
perwujudan syariat memiliki adaptabilitas dengan dinamika kehidupan sosial yang 
setiap saat terus berubah dan berkembang. Di sinilah letak pentingnya arti fikih bagi 
syariat.Syariat, sebagai ajaran yang diyakini, selalu up to date (cocok sepanjang 
zaman), hanya bisa dibuktikan melalui fikih. Konsep-konsep syariat yang ideal dan 
untuk kategori hukum yang berhubungan dengan kategori kemasyarakatan umumnya 
bersifat global harus diterjemahkan dalam tataran praktis, wujud nyata atau 
dibumikan meminjam istilah Quraish Shihab-- dalam realitas sosial, lagi-lagi melalui 
fikih.Dengan demikian, pengembangan syariat sangat tergantung pada fungsi dan 
pola fikih.Dan, pengamalan hukum-hukum fikih adalah bagian dari pengalaman 
syariat juga. Dengan ungkapan lain, fikih adalah bagian dari syariat, tetapi bukan 
syariat itu sendiri.  
3.  Hukum Islam 
 Hukum Islam ketika akan menjadi kajian dan orang akan mempelajarinya, 
maka perlu memahami dengan baik tiga istilah yang sering disinonimkan arti dan 
maksudnya. Ketiga istilah tersebut yaitu, syariat dan fikih yang telah diuraikan 
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sebelumnya serta  hokum Islam. Namun demikian,  istilah hukum Islam tidak berdiri 
sendiri karena  merupakan sesuatu yang tidak terlepas dan tidak berdiri sendiri dari 
istilah syariat dan fikih, oleh karena itu  sebahagian pakar hukum Islam memandang  
istilah hukum Islam  terjemahan dari syariat atau dari fikih
129
. 
 Dua kosa kata yang terdapat pada hukum Islam yaitu hokum dan Islam 
dimana kedua kata tersebut berasal dari Bahasa Arab, dan Alquran menggunakan 
dua kosa kata tersebut di beberapa tempat. Namun demikian kedua kosa kata 
tersebut, kalau dapat dinyatakan jarang, bahkan tidak pernah sama sekali kedua kosa 
tersebut digunakan secara simultan atau bersamaan. Demikian juga halnya  dalam 
literatur hukum Islam klasik, sejauh yang peneliti ketahui tidak pernah 
menggunakan kata hukum Islam. Akan tetapi yang sering dijumpai sebagai 
pengganti  kedua kosa kata tersebut yang sering disinonimkan dan dikonotasikan 
adalah  kata syariah al-Islam, hukum syara’, syariah atau syara, dan, atau fikih. 
Dengan demikian istilah hokum Islam adalah istilah khas Indonesia yang agaknya 
diterjemahkan secara harfiah dari term Islamic Law dari literature Barat130. Islamic 
Law (hukum Islam) dalam literature Barat defenisinya berbunyi keselurahan khitab 
Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya.
131
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 Terjemahan Islamic Law (hukum Islam) merupakan sebuah kesalahan yang 
dilakukan oleh orang Barat jika disinonimkan dengan syariat, sebab terdapat 
perbedaan yang esensial dan subtansial terhadap terjemahan tersebut, baik secara 
filosofis, sumber pengambilan dan tujuannya. Bahkan kalau dapat dikatakan sebagai 
sebuah pengaburan makna. Sehingga dalam berbagai literature  Bahasa di dunia, 
hukum Islam jika dimaknai sebagai Islamic law maka dapat ditemui dalam bahasa 
Perancis yaitu droit musulman, islamistise recht dalam bahasa Belanda. Islam 
bukuku dalam bahasa Turki dan hukum Islam dalam bahasa Indonesia. 
 Untuk memudahkan dalam memahami istilah hukum Islam, terlebih dahulu 
harus dipahami apa pengertian hukum itu sendiri. Tidak mudah untuk membicarakan 
istilah hukum jika ingin memulainya dengan sebuah defenisi yang 
memuaskan.Berbagai ahli mengemukakan beragam defenisi tentang hukum sesuai 
dengan sudut pandang masing-masing. Keragaman defenisi hukum tersebut 
sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh perbedaan cara melihat hukum itu sendiri 
daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud hukum. 
 Hukum, secara etimologis  berakar pada kata atau huruf, (  م ك ح) yang 
berarti  menolak. Dari sinilah terbentuk kata al-hukm ( مكحلا) yang antara lain, berarti 
menolak kezaliman atau penganiayaan.
132
 
                                                 
132
Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran (Cet. I; Semarang: Dina Utama 
Semarang), h. 13. 
 
106 
 
 
 
 Dalam bahasa Indonesia, kata hukum juga mengandung beberapa pengertian. 
Di antaranya, yang penting disebutkan di sini adalah: (1) peraturan atau adat yang 
secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau 
otoritas; (2) undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan 
hidup masyarakat; (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb); 
(4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); 
vonis, dan sebaga\iya.
133
 
 Adapun menurut istilah, sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, 
para ahli memberikan defenisi yang beragam tentang hukum. Dari sejumlah defenisi 
tersebut, dapat ditegaskan sebagaimana telah disinggung, dapat dikelompokkan 
kepada dua pandangan.Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa hukum hanyalah 
suatu segi dari penjelmaan hidup kemasyarakatan.Yakni, serangkaian perhubungan 
tertentu yang timbul dalam, dan dari masyarakat tertentu pula. Jelasnya menurut 
pandangan ini, hukum adalah seperangkat peraturan hidup yang berpokok kepada 
hak dan kewajiban yang berlaku selama didukung oleh masyarakat itu Kedua, 
pendapat yang mengatakan bahwa hukum bukanlah hanya suatu segi dari 
penjelmaan hidup masyarakat saja. Dengan kata lain, tidak hanya sesuatu yang 
berdiri sendiri, melainkan ada kaitannya yang sangat erat dengan Tuhan. Bahkan 
melihat tuhan sebagai sumber hukum yang utama, yang disebut pertama, oleh 
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Hazairin, dinamakan dengan paham kemasyarakatan, dan yang kedua, dinamakannya 
dengan paham ketuhanan. 
 Defenisi hukum yang dikemukakan Muhammad Muslehuddin, seorang 
cendikiawan muslim lulusan Fakultas Hukum Universitas London, agaknya 
mendekati kedua paham (pandangan) di atas, yaitu: 
 ‚The body of rules wether proceeding from formal enactment or from 
custom, which aparticular state or community recognize as binding  on its 
members.134 
 
Artinya: 
 
 Kumpulan peraturan-peraturan, baik sebagai hasil dari peraturan formal 
maupun dari kebiasaan, dimana diakui oleh  negara atau masyarakat tertentu yang 
mana peraturan tersebut mengikat anggota masyarakat tersebut. (terj. penulis) 
 
 Apabila dihubungkan defenisi Muslehuddin ini dengan pengertian hukum 
secara bahasa di atas, maka dapat dirumuskan bahwa hukum pada hakekatnya 
merupakan kaedah atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas 
sikap, prilaku dalam melangsungkan hubungan dan kegiatan dengan sesama manusia 
lainnya dalam pergaulan hidup masyarakat. 
 Jika seseorang telah mematuhi hukum yang berlaku, atau berbuat sesuai 
dengan hukum, maka orang tersebut akan menolak berbuat zalim atau aniaya, baik 
terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap sesama 
makhluk. Apabila hukum itu dihubungkan dengan hukum Islam atau hukum syara’, 
maka akan terbayang bahwa hukum Islam adalah hukum yang sesuai dengan atau 
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berdasarkan kehendak Allah. Itulah sebabnya mengapa seorang mukalaf yang 
bertindak menurut hukum Islam dalam segala macam situasi dan kegiatan dianggap 
memenuhi kehendak Allah. Akan tetapi, seperti ditegaskan Amir Syarifuddin, 
sebagian besar kehendak Allah itu tersimpan di balik apa yang tertulis dalam 
Alquran dan hadis Rasul-Nya (syariat). Untuk itu, lanjut Amir, dibutuhkan 
pemahaman yang mendalam tentang Alqurandan hadis (syariat) itu.Hasil 
pemahaman tersebut, yang dituangkan dalam bentuk ketentuan rinci, dinamakan 
fikih. 
 Dengan dasar pemikiran seperti di atas, maka pernyataan Hasbi Ash-
Shiddieqy yang menyamakan fikih Islam dengan hukum Islam dapat diterima. 
Menurut Hasbi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha (ahli hukum Islam) 
untuk menerapkan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
135
 Kata koleksi 
syariat dalam defenisi di atas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum 
Islam  adalah yang bernama fikih dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Hanya 
saja, dalam penggunaan kata-kata hukum Islam dikalangan umat Islam Indonesia 
sering menimbulkan kebingungan. Istilah hukum Islam, seperti halnya fikih, sering 
diidentikkan dengan syariat dalam arti sempit. Padahal, seperti telah dijelaskan, 
fikih atau hukum Islam memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan 
tersebut dipertegas lebih mendalam lagi  oleh Umar Syihab yaitu: 
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1. Ruang lingkup syariat lebih luas daripada fikih atau fikih merupakan 
bahagian dari syariat; 
2. Sumber syariat adalah nash Alquran dan Hadis Nabi Saw. sedangkan sumber 
fikih adalah hasil pemikiran ulama; dan 
3. Materi syariat tidak mengalami perubahan sepanjang zaman, sedangkan fikih 
dapat berubah dan mengikuti perkembangan zaman .
136
 
 Selanjutnya,  kata sesuai kebutuhan masyarakat menunjukkan bahwa hukum 
Islam itu harus dinamis, disamping harus memiliki daya adaptabilitas dengan realitas 
kehidupan masyarakat. Artinya, ruang dan waktu serta kondisi-kondisi tertentu akan 
mempengaruhi corak hukum Islam, dimana koleksi daya upaya fuqaha (fikih-fikih 
klasik), seperti disinggung Hasbi dalam defenisi di atas, untuk bab-bab tertentu 
tidak harus dilaksanakan secara kaku atau tekstual, melainkan harus melalui 
transformasi. Hukum Islam dalam konteks ini adalah hukum Islam (fikih) lokal. 
Dengan demikian, hukum Islam yang berlaku pada suatu negara nasional bisa saja 
berbeda dengan hukum Islam yang berlaku di negara nasional lain seperti perbedaan 
suatu mazhab dengan mazhab lain dalam pengertian fikih tradisional.  
Sungguhpun begitu, hukum Islam dalam berbagai negara nasional tetap berasal dari 
sumber yang sama, yaitu syariat sebagai hukum Ilahi yang bertujuan menjaga lima 
hal seperti tersimpul dalam maqa>shid al-syari>’ah (tujuan hukum disyariatkan) 
D. Tinjauan Umum Akuntansi 
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1. Pengertian Akuntansi 
 Kata akuntasi telah menjadi sebuah kata yang dikenal dalam dunia bisnis. 
Kata akuntansi berarti suatu sistem yang mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para 
pengguna yang berkepentingan.
137
 
 Menurut Basu Swatha dan Ibnu Sukotjo, akuntansi adalah pencatatan, 
penggolongan, dan peringkasan transaksi bisnis serta pengintrepretasian informasi 
yang telah disusun.
138
 
2. Kegunaan Akuntansi 
 Catatan akuntansi sangat penting bagi manejemen,  investor, kreditur dan 
juga bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena  keputusan yang diambil banyak 
berkaitan dengan masalah keuangan dan keputusan yang baik tidak dapat diambil 
tanpa adanya informasi yang tepat.
139
 
 Berikut akan dikemukan kegunaan akuntansi bagi manejemen, investor, 
kreditur dan pemerintah. 
a.   Kegunaan Akuntansi bagi Manjemen 
 Semakin besar sebuah perusahaan, semakin penting akuntansi di dalamnya. 
Sistem akuntasi yang baik akan sukses bagi perusahaan. Sistem akuntasi tersebut 
harus memberikan informasi keuangan yang akan membantu dalam memperkirakan  
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hasil-hasil operasi, pengawas fasilitas dan membantu dalam perencanaan. Secara 
terperinci dapat dikatakan bahwa sistem akuntasi harus; 
1. Memberikan suatu kriteria tertulis tentang transaksi finansial perusahaan. 
2. Memberikan laporan finasial secara periodis untuk meringkas hasil 
operasi dan kondisi keuangan perusahaan. 
3. Memberikan laporan finansial secara periodis untuk meringkas dan 
membantu pengawaasn biaya produksi. 
4. Memberikan informasi untuk perencaan jangka panjang, karena dapat 
membantu penyusunan anggaran, aliran kas, perkiraan kapasitas 
produksi. 
5. Memberuikan data finansial untuk pengambilan keputusan baik secara riil 
maupun proyeksi. 
6. Dapat digunakan untuk pemeriksaan intern dengan memberikan data 
finansial yang dapat dipercaya. 
7. Memberikan data untuk menentukan pajak pendapatan, pajak kekayaan, 
dan laporan lain yang diperlukan pemerintah.
140
 
 Manejemen dari semua perusahaan, baik besar maupun kecil akan selalu 
membutuhkan informasi tersebut. Oleh karena itu, manejemen harus mengetahuinya 
dan dapat menggunakannya untuk mencapai tingkat operasi dan hasil yang 
menguntungkan. 
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b.  Kegunaan Akuntansi bagi Investor dan Kreditur 
 Investor yang memiliki saham atau obligasi pada perusahaan besar akan 
menerima laporan keuangan secara periodis berdasarkan catatan akuntansi 
perusahaan. Laporan tersebut sangan penting bagi investor untuk mengetahui 
sampai seberapa jauh perkembangan perusahaan dan kondisi keuangannya. Dengan 
mempelajari laporan keuangan periodik tersebut, investor dapat menghindari adanya 
kemungkinanan kekeliruan dalam investasinya.  
 Pemerintah menghendaki agar semua perusahaan yang mengeluarkan saham 
harus membuat laporan tentang informasi keuangan. Ini berarti bahwa setiap 
perusahaan harus memelihara catatan catatan akuntansi dengan baik dan 
memberikan laporan keuangan kepada para pemegang saham. Untuk memberikan 
keyainan kepada  investor tentang kebenaran laporan keuangan tersebut, biasanya 
dibutuhkan akuntan publik untuk memeriksanya. 
 Selain investor, kreditur juga memerluukan laporan dari perusahaan terutama 
pada saat perusahaan tersebut ingin mencari pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk 
mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan perusahaan sehingga dalam jangka 
tertentu dapat mengembalikan pinjamannya dan dapat membayar bunga secara rutin. 
      c.  Kegunaan Akuntansi bagi Pemerintah 
 Setiap perusahaan harus membuat laporan tentang penghasilan bersih (laba)  
yang diperolehnya kepada pemerintah. Laporan yang dibuat harus jelas, sehingga 
mudah untuk menetukan pajaknya. Apabila laporan tersebut  dianggap tidak tepat, 
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maka pemerintah dapat membuat perhitunga sendiri tentang penghasilan 
perusahaan. Dalam hal ini, pemerintah juga menghendaki pengunaan sistem 
pencatatan biaya dan penghasilan oleh perusahaan yang sesuai dengan peraturan 
yang ada.
141
 
E. Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam 
     1.Pengertian dan Dasar Hukum Rahn 
Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn yang secara etimologi 
mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.
142
Namun demikian, ada juga 
pengertian lain dari kata rahn yang menurut istilah bahasa (lughah) berarti tetap, 
kekal dan jaminan.
143
 Dalam definisi lainnya, rahn atau gadai menurut bahasa 
disebut dengan al-tsubut (توبثلا) dan al-habs (سبحلا) yaitu penetapan dan penahanan. 
Ada pula yang menjelaskan rahn adalah terkurung atau terjerat.144 
Menurut istilah syara’, yang dimaksud dengan rahn adalah:  
a.    Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin    
diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
145
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b.    Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara’ sebagai jaminan atas 
hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk 
mengambil sebagian uang itu. 
c.  Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai 
tanggungan hutang.
146
 
d.   Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang 
digantidengan barang yang lain.
147
 
e.     Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang.
148
 
f.     Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang. 
g.     Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam 
hutang-piutang.
149
 
h.    Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan 
hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau 
sebagian hutang dapat diterima.
150
 
2. Dasar Hukum Rahn 
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Dalam Islam, rahn merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat 
Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Rahn hukumnya jaiz (boleh) menurut Al-Qur’an, 
as-sunnah dan ijma’.151 Adapun dasar hukum terdapat dalam QS al-Baqarah/2:283. 
                                  
                                 
                   
Terjemahnya:  
 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamutidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian  kamu 
mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan 
amanat (hutang) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
152
 
Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila sesorang berada dalam keadaan 
bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermuamalah ataupun suatu 
transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan 
pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya 
suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan 
sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat 
dipegang atau hutang.
153
 Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua 
                                                 
151
Sayyi>d Sa>biq, Sayyi>d Sa>biq, Figh al-Sunnah, Juz III, h.  170. 
 
152
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 60.  
 
153
Ah}mad Must}afa al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Ma>ragi>, Jilid III, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery 
Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 98. 
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belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai 
antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak 
menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu perselisihan antara 
para pihak yang bersangkutan. 
Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan si piutang 
tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak 
benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang 
yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu dikembalikan 
kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada hakikatnya dianggap sebagai 
orang yang amanah sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar 
hutangnya itu tepat pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak 
memperoleh kerugian. Khususnya di tempat di mana orang yang berpiutang 
kepercayaannya kepada yang berhutang sedemikian besarnya sehingga tidak 
meminta jaminan, maka dalam kondisi seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat 
kembali kepada ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak 
menzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara batil.
154
 
   Hadits 
ََعَْنَََعَِئاََشََةَََرَِضََىَََاَُللَََعَْ نََهََقَ اََلاََاَ : َنَََرَُسَْوََلََِللاَََص َلَُللاَىَََعَََلْيَِهََوََس َلََمََِاَْشََ تََرَْىََِمَْنَََ يَُهَْوَِدَيىَََطََعًَمااَََََوَرَََىَنَُوَ
ََِدَْرًَعَِماَْنََحَِدَْيٍَد.155 
                                                 
154
Ah}mad Must}afa al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Ma>ragi>, Jilid III, terj. Bahrun Abu Bakar dan Hery 
Noer Aly , h. 98. 
 
155
Muh}ammad bin Isma>il bin Ibra>him al-Mughi>rah al-Jufri> al-Bukhari> , S}ahih al-Bukhari>,  
Juz IV dalam Maktabah al-Sya>milah [CD ROM], h.  254. 
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Artinya:  
Dari Aisyahra. berkata: Rasulullah pernah membeli makanan dari orang 
Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.  
 
3.      Ijma’ 
Para ulama telah bersepakat bahwa rahn/gadai itu boleh dan mereka tidak 
pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian pula dengan landasan 
hukumnya.
156
 Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 
25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan. 
Jumhur ulama berpendapat bahwa rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian 
maupun pada waktu bepergian.
157
 
    3. Rukun dan Syarat-syarat Rahn 
Sebelum melakukan transaksi gadai atau rahn, maka harus diketahui terlebih 
dahulu apa saja yang termasuk ke dalam rukun rahn. Menurut jumhur ulama, rukun 
rahn ada empat yaitu:  
1)      Shigat (lafal ijab dan qabul). 
2)      Orang yang berakad (al-rahin dan al-murtahin). 
3)      Harta yang dijadikan agunan (al-marhun). 
                                                                                                                                           
 
156
M. Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah(Cet. I, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h. 52.  
 
157
M. Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah, h. 52.  
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4)      Hutang (ar-marhun bih).158 
b.      Syarat-syarat Ra>hn 
Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad rahnyaitu berakal, 
baligh (dewasa), wujudnya marhun yang dipegang sebagai jaminan oleh murtahin.159 
Di samping syarat-syarat sah rahn, juga terdapat syarat-syarat lain dari rahn 
ataugadai yang harus dipenuhi secara hukum fiqh, di antaranya yaitu: 
1)     Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang 
yang telah baligh dan berakal.  
2)   Syarat sighat (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat tertentu. 
Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah 
habis dan hutang belum terbayar, maka rahn itu di perpanjang selama satu bulan 
atau memberi hutang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. 
Untuk sahnya rahn, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi. 
Apabila agunan dijual ketika rahn jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak 
mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.
160
 
                                                 
158Al-Jau>haru al-Nira>, Juz II (T,tp: Mau>qiu al-Isla>m, t.th), h. 365. .Lihat juga, Nasrun 
Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 254.  
 
159
M. Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah , h. 53 
 
160
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 254.  
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3)  Syarat marhu>n bih (hutang) yaitu: pertama, merupakan hak yang wajib 
dikembalikan kepada orang tempat berhutang. Kedua, hutang itu boleh dilunasi 
dengan agunan dan ketiga, hutang itu jelas dan tertentu.161 
4)  Beberapa hal yang menjadi syarat marhun (barang yang dijadikan agunan), di 
antaranya, yaitu: Pertama, barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya 
seimbang dengan hutang. Kedua, barang jaminan itu dinilai harta dan boleh 
dimanfaatkan. Sebagai contoh, khamar tidak boleh dijadikan barang jaminan dan 
khamar tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, 
maka khamar tidak sah bila dijadikan barang jaminan. Ketiga, barang jaminan itu 
jelas. Keempat, agunan itu milik sah orang yang berhutang. Kelima, barang jaminan 
itu tidak terkait dengan orang lain. Keenam, barang jaminan itu merupakan harta 
yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan Ketujuh, barang jaminan itu 
boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
162
Apabila barang yang 
digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang 
dibutuhkan telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu berupa 
benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah 
yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang 
dipegang oleh pemberi hutang.  
                                                 
161
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 255.  
 
162
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 255. 
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Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan rahn yang disebut sebagai 
qabdh al-marhu>n (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). 
Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah swt. dalam 
surat al-Baqarah ayat 283 yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. 
Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad 
rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut 
terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka 
barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang 
jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (rahin).  
Mengenai al-qabdh juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 
Pertama, al-qabdh harus ada izin dari orang yang menggadaikan (ra>hin). Kedua, 
pihak yang melakukan akad rahn cakap bertindak hukum ketika terjadinya al-
qabdh.163Syarat tersebut sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah ayat 283 
sebagaimana telah disebutkan di atas. 
Dalam pemahaman mazhab Syafi’i, ketetapan mengenai syarat-syarat sah 
gadai adalah sebagai berikut: 
a.     Syarat luz>um (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi bila barang 
gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih 
berhak menarik kembali perjanjiannya.  
b.      Syarat sah gadai yaitu: 
                                                 
163
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 255. 
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1.      Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan 
dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu 
akan membatalkan akad gadai. 
2.      Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak 
sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam 
pengampuan. 
3.     Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah: 
a)     Barang gadaian itu harus hak milik sempurna. 
b)     Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama. 
c)     Barang gadaian itu harus benda yang suci. 
d)    Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara’. 
 Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah syarat barang yang dijdikan jaminan 
yaitu; 
a) dapat diperjual belikan 
b) bermanfaat 
c) jelas 
d) milik rahin 
e) bisa diserahkan 
f)  tidak bersatu dengan harta yang lain 
g) Dipegang (dikuasai) oleh rahin 
122 
 
 
 
h)  Harta yang tetap atau dapat dipindahkan164 
4.   Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu: 
a)   Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti. 
b)   Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang. 
c)   Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifat-sifatnya.
165
 
Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat 
sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan suatu yang harus 
dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian gadai tersebut 
sah menurut ketentuan syara’. 
 
4. Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya  
Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya 
hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. 
Sebagai pemegang amanat, murtahin berkewajiban memelihara kemaslahatan barang 
gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan 
barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian 
barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. 
166
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Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 164.  
 
165
Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 164. 
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Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang Piutang dan Gadai, h. 53.  
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Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya 
fuqaha sepakat bahwasanya segala risiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan 
menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu rahin.167 Karenanya setiap manfaat 
atau keuntungan yang ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang. Hal ini 
berdasarkan sabda Nabi swa. sebagai berikut: 
َأَْخََ ََََْرنَأَ اَُ بَْوََََعَُْْدََِللاَََوَ، َأَُ بَْوَََبَْكٍَرَََوَ ، َأَُ بَْوَََسََِعْيٍَدَََقَ، َُلاَْوََحَ:َ ا َدََ ثََنَأَ اَُ بَْوََََاْلَََع َِْساَََقََلاََأَ:َْخََ ََََْرن َرلاَ اََِبْيَُعَََقََلاََ:
َأَْخََ ََََْرن َشلاَاَِاَِعََقَيََلاََأَ:َْخَََبَنََُنَا َمَُدََْبَِنََِإََْسَِعاَْيََلََْبَِنََأَْبََََِدَْيََعَ، َكَْنَََِاْبَِنََأَِبَِذََْئَِبَََعَ، َْنَََِاْبَِنََِشََهٍَباََ، 
ََعَْنَََسََِعْيَِدََْبَِنََََاْلَُمََس َيَِبََأَ،  َنَََرَُسَْوََلََِللاَََص َلَُللاَىَََعَََلْيَِوَََوََس َلََمَََقََلاََ«َ:ََلََ يَََْغَلَُقَ َرلاََىَُنََِمَْنَََصَِحاََِِْوَ َلاَِذَي
ََرَََىَنَُوَََلَ، َُوََََغَنَُمَُوَََوَ، ََعَََلْيَِوَََُغََُرمَُو168 
 
 
 
Artinya:    
Abu Abdullah, Abu Bakar, Abu Said mereka berkata: Abu Abbas 
memberitahukan kepada kami, ia berkata al-Rabi berkata, Syafi’i memberitahukan 
kami, ia berkata Muhammad bin Ismail bin Abi fadik dari dari ibn Abi Zi’bi dari ibn 
Syihah dari Saiid ibn al-Musayyab, Rasulullah bersabda:Gadaian itu tidak menutup 
akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib 
mempertanggungjawabkan segalanya (kerusakan dan biaya)(terj. penulis) 
 
 Maksud hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa barang yang digadaikan 
dapat dimanfaatkan bagi pemiliknya (penggadai) dan  barang yang digadaikan 
merupakan tanggung jawab pemiliknya (penggadai) bila terjadi kerusakan pada 
obyeknya (barangnya). 
                                                 
167
 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 178 
 
168
Abu> Bakar Ah}mad ibn al-Husai>n ibn ‘Ali> ibn Abdullah ibn Musa> al-Khusrujirdi al-
Baihaqi>, Al-Ma’rifat al-Sunan wa al-As}ar li al-Baihaqi>, Juz XXXII dalam Maktabah al-Sya>milah [CD 
ROM] h. 32 
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Bagaimanapun mereka tidak sependapat mengenai jenis perbelanjaan yang 
mesti ditanggung oleh ra>hin. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tagihan 
pembelanjaan yang mesti ditanggung oleh ra>hin, sebagai pemilik barang gadai dan 
oleh murtahin sebagai orang yang bertanggungjawab menjaganya adalah sebagai 
berikut: segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai 
hendaklah ditanggung oleh ra>hin, karena barang tersebut hak miliknya dan segala 
perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh pegadai 
(murtahin), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-
perkara yang berkaitan.
169
 
Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau 
membayar biaya makanan, minuman dan penggembala jika barang jaminannya 
berupa binatang ternak dan juga bertanggungjawab atau membayar biaya 
penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah 
karena semua itu merupakan biaya dan perbelanjaan harta yang mesti ditanggung 
oleh pemilik barang.  
Pegadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah 
menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan 
karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan 
tanggung jawab tersebut, pegadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam 
aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, 
                                                 
169Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , h. 178. 
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karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah 
dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Syafi’i dan Hanbali, 
(jumhur) berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang 
berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (rahin).170 
 5. Pemanfaatan Objek Gadai  
Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya menurut 
mayoritas Ulama, selain ulama  Hanabilah
171
  oleh penerima gadai. Hal ini 
disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat 
bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang 
bersangkutan, maka menurut para fuqaha barang gadai atau jaminan boleh 
dimanfaatkan. Murtahin hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak 
menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak 
berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik marhu>n (ra>hin), apabila 
barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik rahin.172 
Para ulama fikih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak 
boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut 
termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasul swa. Tetapi mengenai 
boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan 
                                                 
170Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual , h. 178. 
 
171
Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah, h. 173.   
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Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah,h 55.  
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meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi 
perbedaan pendapat para ulama fikih. 
Jumhur ulama fiqh selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang 
barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan 
miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah 
sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak 
mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang 
tersebut untuk melunasi piutangnya.
173
 
Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan 
barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah 
membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang 
barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, 
ulama Malikiyah dan ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang 
mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang 
jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan 
tersebut merupakan riba yang dilarang syara’ sekalipun diizinkan dan diridai pemilik 
barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam 
keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan 
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dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.
174
 Berkaitan 
dengan hal di atas, Rasul swa. bersabda sebagai berikut: 
ََر ْيَرُىَِبَِأَْنَعَِّبِْع شلاَِنَعَُءا ِيرََكزََانَرَ ْْخَأَِو للاَُدَْْعََانَر َْْخَأٍَلِتاَقُمَُنْبَُد مَُنَاَن َث  دَحََلاَقََلاَقََونعَللاَىضرََة
َويلعَللاَىلصََِو للاَُلوُسَرََناََك اَذِإَِوِتَقَف َِنبَُبَرُْشيَ ِّر دلاَ َُبََلَوَ، ًَانوُىْرَمََناََك اَذِإَِوِتَقَف َِنبَُبَْكر ُيَُنْى رلاَملسو
َُةَقَف  نلاَُبَرْشَيَوَُبَْكر َيَىِذ لاَىَلَعَوَ، ًَانوُىْرَم.175 
 
Artinya:    
 
Muhammad bin Muqa>bil, Abdullah, Zakariyah membertitahukan kami dari 
al-sya’bi dari Abu Hurairah r.a., bersabda Rasul swa.: binatang tunggangan boleh 
ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, 
dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya 
bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban 
untuk memberikan makanan(terj. penulis) 
 
Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan 
ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan 
barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.
176
  Ketentuan itu dimaksudkan 
untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir. 
F. Wanprestasi 
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 Kata wanprestasi dalam kamus hukum memiliki beberapa arti, yaitu 
kelalaian, kealpaan, cedera janji tidak menepati janjinya dalam kontrak.
177
 
 Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie, yang artiya 
kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi/menepati kewajibannya seperti dalam 
perjanjian. Atau dalam Bahasa Inggisbreak of contract yang berarti pihak yang 
berkewajiban (debitur)  yang tidak memenuhi kewajibannya
178
 
  Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan 
kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang 
telah ditentukan dalam perjanjian
179
 dan bukan dalam keadaan memaksa. 
 Dengan demikian wanprestasi suatu keadaan  yang mana seorang debitur 
tidak melaksanakan suatu prestasi yang diwajibkan dalam sebuah kontrak yang 
dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri atau adanya 
keadaan memaksa.
180
 
 Menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi 
atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap 
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pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, sehingga menimbulkan 
kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak atau para pihak.
181
 
 Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa wanprestasi 
telah terjadi, pada saat debitur atau yang  memiliki kewajiban melaksanakan 
presatasi  dalam kontrak tidak melaksanaka prestasinya, dalam arti debitur lalai 
menyerahkan benda atau barang yang waktu penyerahannya telah ditentukan secara 
tegas dalam kontrak. 
 Terjadinya wanprestasi dalam suatu perikatan dapat disebabkan dual hal; 
1. Disebabkan oleh debitur, baik karena kesengajaan maupun karena 
kelalaiannya; 
2. Disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur) atau diluar kemampuan 
debitur.
182
 
 Wanprestasi dapat terjadi bagi seorang debitur, oleh karena  tidak 
melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah disepakati dan  hal tersebut dapat 
berbentuk empat macam wujudnya, yaitu; 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau sama sekali 
tidak memenuhi prestasi. Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang 
telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi 
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kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang lahir dari 
undang-undang. 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 
atau tidak tunai memenuhi prestasi. Arinya debitur memenuhi prestasi. 
Tetapi tidak seluruhnya dipenuhi sebagaimana diperjanjikan atau ditetapkan 
undang-undang dalam perikatan yang lahir dari undang-undang. 
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat memenuhi prestasi. 
Artiny, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, karena lewat waktu dari 
waktu yang ditentukan dalam perjanjian. 
4. Keliru memenuhi prestasi. Artinya, debitur melaksanakan apa yang 
ditentukan undang-undang, tetapi tidak sebagaimana semestinya menurut 
kualitasnya.
183
 
 Sedangkan menurut Munir Fuady, bentuk wanprestasi adalah sebagai 
berikut; 
1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana semestinya; 
3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya; 
4. Melakukan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.184 
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 Kemudian empat macam wanprestasi karena kelalaian atau kealpaan seorang 
debitur, yaitu; 
1. Tidak melakuakan apa yang diangap akan dilakukannya; 
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan; 
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.185 
           Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur, maka seorang 
debitur akan diberi sanksi terhadap atas apa yang dilakukannya. Dalam hal 
pemberian sanksi, debitur lebih awal akan mendapatkan peringatan. Dan jika 
peringatan tersebut diabaikan, maka diterapkan sanksi-sanksi, baik dalam bentuk 
ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko. 
 Abdul Kadir Muhammad mengemukakan sebagaimana yang dikutip oleh 
Marilang bahwa akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah 
debitur mendapatkan hukuman atau sanksi berupa; 
1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 
kreditur; 
2. Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak 
kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat 
hakim; 
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3. Resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprstasi (berlaku khusus 
bagi perikatan untuk memberikan sesuatu); 
4. Membayar biaya perkara apabila didiperkarakan di muka hakim. Debitur 
yang terbukti melakuakan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara; 
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjaian 
disertai dengan pembayaran ganti kerugian.
186
 
 Bentuk sanksi yang diberlakukan bagi debitur pada saat melakukan 
wanperstasi, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, diantaranya adalah  ganti 
rugi. Ganti rugi merupakan resiko yang harus diterima bagi seorang debitur, dan hal 
tersebut diakomodir baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. 
 Ganti rugi dalam hukum positif dapat ditemukan dalam pasal 1252 BW  
yaitu bahwa pasal ini membolehkan kreditur menuntut debitur yang wanprestasi 
untuk menuntut ganti kerugian berupa kosten, scaden en interessen. Pasal 1252 BW   
selengkapnya berbunyi :‚Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak 
dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan, apabila si berutang, 
setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu 
yang telah dilampaukannya.
187
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Dalam pasal 1236 BW  yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk 
memberikan sesuatu menegaskan bahwa Si Berutang (debitur) adalah berkewajiban 
memberikan ganti  biaya, rugi, dan bunga kepada si berpiutang (kreditur), bila ia 
membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaan atau 
lebih tidak merawatnya sepatutnya guna menyelematkannya. Kemudian dalam pasal 
1239 BW yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat dan untuk tidak 
berbuat sesuatu  menegaskan bahwa tiap-tiap perikatan berbuat sesuatu atau untuk 
tidak berbuat sesuatu bila si berutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya 
mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberuiakn penggantian 
biaya, rugi dan bunga.  
 Penggantian biaya, rugi, dan bunga disebut sebagai ganti rugi atau dalam 
bahasa Inggris disebut remedies, yamg oleh Subekti diartikan sebagai berikut; 
1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata 
sudah dikeluarkan oleh satu pihak. 
2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan 
kreditur yang diakibat oleh kelalaian si debitur. 
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang 
sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur dan kerugian ini dalam 
bahasa Inggris dinamakan expectation dommages . Bila besarnya 
134 
 
 
 
tuntutan ganti rugi didasarkan pada suatu ketentuan dalam perjanjian, 
maka ganti rugi dinamakan stipulated/liquidated dommagess.188 
 Menurut Subekti bahwa yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan 
penggantian tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah 
dikeluarkan (kostent) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si 
berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) 
yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berutang tidak lalai 
(winstderving).189 
 Menurut Ridwan Syahrani bahwa yang dimaksud biaya adalah segala 
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. 
Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik 
kreditur akibat kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah keuntungan yang 
diharapkan atau sudah diperhitungkan.
190
 
 Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang  nyata-nyata sudah 
dikeluarkan oleh satu pihak. Misalnya, apabila perusahaan tertentu mengadakan 
perjanjian dengan seorang penyanyi populer untuk mengadakan pentas, kemudian si 
penyanyi tidak hadir mengakibatkan pentas tersebut dibatalkan, maka yang 
dimaksud dengan biaya disini adalah ongkos pengurusan surat izin, ongkos iklan, 
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dan ceta tiket, sewa gedung dan berbagai fasuilitasnya serta biaya untuk panitia 
pelaksana.
191
 
 Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur 
yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Misalnya, perjanjian jual beli kapal laut. 
Jika kapal laut yang dibelinya terdapat komponen yang mudah terbakar. Lalu ketika 
pembeli menggunakan kapal laut itu mengangkut barang-barangnya dan kapal laut 
itu terbakar, maka kerugian pembeli disini adalah semua barang-barangnya yang ikut 
terbakar.
192
 
 Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderving) 
yang sudah dibayangkan dan diharapkan atau dihitung oleh kreditur. Misalnya, 
dalam perjanjian pengangkutan barang berupa tomat melalaui laut dari Balikpapan 
ke Makassar, akibat keterlambatan kapal tiba di Makassar mengakibatkan tomat 
satu kapal itu membusuk. Tomat tersebut telah ditawar oleh pembeli di Makassar 
jauh lebih tinggi dari harga pembelian di Balikpapan. Perbedaan harga tomat di 
Balikpapan dengan harga tawaran calon pembeli di Makassar itulah dikategorikan 
sebagai bunga yang diharapkan atau telah dihitung dengan seksama.
193
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 Selain ketiga jenis kerugian tersebut diatas, debitur juga dapat dituntut untuk 
membayar segala biaya yang timbul akibat terjadinya perkara di pengadilan yang 
disebabkan karena kelalaiannya dalam memenuhi perikatan. 
 Pada dasarnya terdapat perbedaan antara biaya yang wajib dibayar oleh 
debitur kepada kreditur sebagai akibat langsung dari kelalaiannya memenuhi prestasi 
perikatan dengan biaya perkara yang timbul akibat dipersegketannya di pengadilan 
perikatan itu akibat kelalaian debitur. Kewajiban debitur mengganti kerugian berupa 
biaya akibat kelalaiannya memenuhi janjinya merupakan kewajiban sekalipun tidak 
diperkarakan di pengadilan. Seadangkan biaya perkara wajib dibayar oleh debitur 
apabila perselisihan antara kreditur dengan debitur diperkarakan di pengadilan, jika 
tidak diperkarakan tentu debitur juga tidak wajib membayar biaya perkara.
194
 
 Berdasarkan jenis-jenis sanksi yang telah dikemuakan diatas, yang diterapkan 
pada debitur jika debitur tidak memenuhi janji yang telah disepakati, maka pihak 
kreditur berhak menuntut penggantian atas kelalaian debitur. Akan tetapi, pihak 
debitur dapat membela diri terhadap tidak terlaksananya atau terlambat 
melaksanakan perjanjian disebabkan suatu keadaan yang terjadi yang sebelumnya 
sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 
keadaan atau peristiwa yang terjadi dan tidak terduga. Jika hal tersebut terjadi, maka 
debitur dinyatakan wanprestasi bukan karena kelalaian atau kesengajaan, melainkan 
semata-mata karena suatu keadaan yang memaksa sehingga debitur tidak dapat 
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dijatuhi hukuman. Alasannya adalahsetiap orang, khususnya debitur yang tidak 
bersalah tidak dapat dijatuhi sanksi. Misalnya, jika seorang merental mobil. Dalam 
perjalanan si pengguna mobil setelah tiba pada tujuan yang dimaksud. Pada saat 
pengguna rental  mobil ingin memarkir kendaraannya pada sebuah tempat tiba-tiba 
terjadi  sesuatu pada mobil tersebut yang diakibatkan oleh tumbangnya sebuah 
pohon besar dan pada saat yang sama mobil tersebut tertimpa oleh pohon yang besar 
dan mengakibatkan mobill tersebut rusak. Dalam kondisi demikian, maka pengguna 
mobil (debitur) tidak dapat dikenai sanksi sebab tidak dapat dinyatakan sebagai 
kelalaian atau kesengajaan, melainkan karena keadaan memaksa (overmacht). 
  Keadaan memaksa (overmacht) diatur dalam pasal 1244 BW , pasal tersebut 
menyatakan jika ada alasaan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti 
biaya,rugi dan bunga bila ia tidak membuktikan. 
 Sebagai yang terdapat dalam uraian di atas mengenai wanprestasi, dalam 
hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana akad yang sudah tercipta secara sah 
menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan isinya oleh debitur, atau 
dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah 
kesalahan di pihak debitur. Kesalahan dalam fikih disebut at-ta’addi, yaitu suatu 
sikap (berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh hukum syarak
195
. 
Artinya suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Wanprestasi 
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dalam hukum Islam secara  komprehensif dapat dilihat pada pembahasan mengenai 
konsep ganti-rugi. 
 Menururt Asmuni Mth dalam tulisannya, Teori Ganti Rugi (Dhaman) 
Perspektif Hukum Islam, menyebutkan secara gamblang sebagai berikut ide ganti 
rugi terhadap korban perdata maupun pidana, sejak awal sudah disebutkan oleh nas 
al-Qur’an maupun Hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan 
berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan d}aman atau ganti rugi. Diakui sejak 
awal, para fukaha tidak menggunakan istilah masuliyah madaniyah sebagai sebutan 
tanggung jawab perdata, dan juga masuliyah al-jina>’iyah untuk sebutan tanggung 
jawab pidana. Namun demikian sejumlah pemikir hukum Islam klasik terutama al-
Qurafi dan al-‘Iz Ibn Abdi Salam memperkenalkan istilah al-jawabir untuk sebutan 
ganti rugi perdata (baca:d}aman), dan al-z}awa>jir untuk sebutan ganti rugi pidana 
(baca: ‘uqu>bah diya>t,  dan lain-lain).Walaupun dalam perkembangannya kemudian 
terutama era kekinian para fuqaha’ sering menggunakan istilah masuliyah yang tidak 
lain merupakan pengaruh dari karya-karya tentang hukum Barat. D{aman dapat 
terjadi karena penyimpangan terhadap akad dan disebut d}aman al-aqdi, dan dapat 
pula terjadi akibat pelanggaran yang disebut d}aman ‘udwa >n. Di dalam menetapkan 
ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah d}arar atau kerugian pada korban. 
D{arar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang 
bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan d}arar ada>bi> termasuk di dalamnya 
pencemaran nama baik. Tolok ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas 
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sepadan dengan d}arar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus 
tertentu pelipatgandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengat kondisi pelaku.
196 
Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti-rugi dalam hukum 
Islam lebih meniti beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak 
kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur 
apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan 
tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang 
ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab 
akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung 
jawab akad memiliki tiga unsur pokok: 
1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan. 
2. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur 
3. Kerugian kreditor disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) 
perbuatan ingkar janji debitur.
197
 
Dalam Islam, istilah tanggung jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugi 
dibedakan menjadi dua:    Pertama; d}aman akad (d}aman al’a>kd), yaitu tanggung 
jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad; 
Kedua) D{aman udwa>n(d}aman al’udwa >n), yaitu tanggung jawab perdata untuk 
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memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi’il al-d}arr) 
atau dalam istilah hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan 
hukum.
198
Pengertian d>}aman dalam khazanah hukum Islam cukup bervariatif, 
sebagaimana dijelaskan oleh Asmuni Mth. bahwa kata d}aman memiliki makna yang 
cukup beragam, baik makna secara bahasa maupun makna secara istilah. Secara 
bahasa d}aman diartikan sebagai ganti rugi atau tanggungan. Sementara secara istilah 
adalah  tanggungan seseorang untuk memenuhi hak yang berkaitan dengan 
kehartabendaan, fisik, maupun perasaan seperti pencemaran nama baik.  
Jika diuraikan secara lengkap, pengertian di atas memberikan cakupan yang 
cukup luas dalam hukum perikatan Islam. Sebagaimana diuraikan oleh Asmuni Mth.  
bahwa definisi d}aman akan mencakup makna-makna sebagai berikut: 
a)   Obyek wajib d}aman terletak pada z\immah (perjanjian). Kewajiban d}aman tidak 
akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak yang berhak 
menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (mutad}arrar) berhak 
mengadukan mutasabbib (penyebab kerugian) ke pengadilan agar memenuhi 
kewajibannya. Berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan, 
syari’ hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan 
karena merupakan khita>b al-targi>b yang meliputi makruha>t dan manduba>t. Z|immah 
menurut bahasa adalah al-‘ahdu (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha’ z\immah adalah 
suatu sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima  hak  
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atau melakukan kewajiban. Ahlu zimmah adalah mereka yang melakukan perjanjian 
di mana dengan perjanjian itu mereka memiliki hak dan kewajiban. 
b)    Kewajiban atas dasar d}aman berbeda dengan kewajiban atas dasar ‘uqu>bah, baik 
pada karakter maupun tujuannya. D}aman ditetapkan untuk melindungi hak-hak 
individu. Sedangkan ‘uqubah ditetapkan karena adanya unsur pelanggaran terhadap 
hak-hak Allah swt.. Kewajiban pada d}aman bertujuan untuk mengganti atau 
menutupi (al-jabru) kerugian pada korban. Sementara ‘uqu>bah ditetapkan untuk 
menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu lagi (al- 
zajru). Jadi tujuan yang berorientasi pada al-jabru disebut d}aman. Sedangkan tujuan 
yang berorientasi pada al-zajru disebut ‘uqu>bah. 
c)   Sebab-sebab d}aman adalah adanya unsur ta’addi>, yaitu melakukan perbuatan 
terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. Ta’addi> dapat terjadi 
karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, 
penerima titipan barang (al-muda)’ tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, 
seorang al-aji>r (buruh upahan, orang sewaan) dangan al-musta’jir (penyewa) sama-
sama tidak komitmen terhadap akad yang mereka sepakati. Ta’addi> juga dapat 
terjadi karena melanggar hukum syariah (mukhalafatu ahka>m syari>’ah) seperti pada 
kasus perusakan barang( al-itla>f), perampasan  (al-gas}ab), maupun kelalaian atau 
penyia-nyiaan barang secara sengaja (al-ihma>l).  
d)   Ta’addi> yang mewajibkan d}aman benar-benar menimbulkan d}arar (kerugian). 
Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada d}aman, karena secara faktual tidak 
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ada d}arar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang 
lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak wajib 
memberikan d}aman. Namun demikian, terdapat suatu perbuatan dengan sendirinya 
mewajibkan d}aman seperti al-gas}bu (perampasan). Menurut jumhur ulama, pelaku 
perampasan harus mengganti manfaat barang selama berada dalam penguasaannya 
walaupun tidak difungsikan. Pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa kerugian selalu 
terjadi pada kasus-kasus perampasan. Kerugian atau d}arar juga akan dialami oleh 
orang-orang yang dibatasi kebebasannya oleh penguasa atau seseorang yang ditahan 
secara ilegal menurut fuqaha’ Hanabilah. Pendapat ini memperkuat kaidah bahwa al-
d}arar syart}un liwuju>bi d}aman (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi). 
e)   Antara ta’addi> (pelanggaran) dengan d}arar (kerugian) harus memiliki hubungan 
kausalitas. Artinya, d}arar dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara 
langsung. Jika d}arar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku 
(muta’addi>) sendiri, maka d}aman tidak dapat diberlakukan, karena seseorang tidak 
dapat dibebani tanggung jawab atas akibat perbuatan orang lain.  
f)   D{arar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadis Nabi: laa d}arara wa 
laa d}irara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat 
d}arar diukur berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan 
kaidah ushul: yajibu hamlu al-lafz}i ‘ala> ma’na>hu al-muh}adda>d fi>> as-syar’i in wu >jida, 
wa illa wajaba hamluhu ‘ala> ma’na>hu al-‘urfi (suatu keharusan membawa kata 
kepada maknanya yang definitif secara syara’ jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada, 
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maka dialihkan kepada makna definitif berdasarkan ‘urf). Karena syari’ tidak 
menetapkan makna d}arar, sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, 
mengacu pada ‘urf. Dengan demikian, d}arar yang diganti rugi berkaitan dengan harta 
benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan 
kehartabendaan jika selaras dengan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat.  
g)  Kualitas dan kuantitas d}aman harus seimbang dengan d}arar. Hal ini sejalan 
dengan filosofi d}aman, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita 
pihak korban, bukan membuat pelakunya agar menjadi jera. Kendati demikian, 
tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.
199
 
 
 
 
 
 
 
G.   Kerangka Konseptual 
  Berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dikemukan sebelumnya, maka 
peniliti memberikan kerangka konseptual sebagai berikut; 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Penelitian  ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
tujuan mendeskripsikan beberapa fenomena, baik berupa bentuk, aktivitas, 
karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu 
dengan fenomena yang lainnya
1
. Nasution mengatakan penelitian kualitatif pada 
hakikatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan 
mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.
2
  
Bodgan dan  Taylor dalam Lexy J. Moleong mengatakan metode kualitatif 
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis dan lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati serta diarahkan 
dari individu tersebut secara holistik.
3
 
Dalam penelitian ini tidak menggunakan populasi
4
, karena penelitian 
berangkat dari kasus tertentu yang pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya 
tidak akan diberlakukan ke populasi, akan tetapi akan ditransferkan ke tempat lain 
                                                 
1
Djamaan Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 27 
 
2
Nasution, Metode Naturalistk Kualitatif (Bandung: Taristo, 1998), h. 5. 
 
3
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXIII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2007), 4. 
 
4
Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut narasumber, atau partisan, informan, 
teman dan guru. 
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pada situasi sosial yang memiliki kesamaan  dengan situasi sosial pada kasus yang 
dipelajari. Spradly mengatakan  sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono bahwa 
tidak digunakan istilah populasi tetapi dinamakan  social situation atau situasi sosial 
yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas 
(activity).5 Tetapi sebenarnya obyek penelitian kualitatif, juga bukan semata-mata 
pada situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen tersebut, juga bias berupa peristiwa 
alam, tumbuh-tumbuhan, binatang kendaraan dan sejenisnya. 
Adapun lokasi penelitian adalah Kota Makassar. Kota Makassar dipilih oleh 
penulis dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan kota dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dan merupakan kota yang prosfektif 
dalam menjalankan usaha.Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di 
peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 9%.
6
 
Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 
angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan 
gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti 
                                                 
5
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung: 
Alfabeta, 2012), h. 215.  
 
 
6
Kota Makassar, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar(25 November 2015)  
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pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana 
bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. 
7
 
B. Pendekatan Penelitian 
 Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatanteologi normative, sosiologis 
, fenomenalogis dan pendekatan studi kasus. 
a. Pendekatan teologi normatif digunakan untuk mencari pembenaran dari 
suatu ajaran agama dalam rangka menemukan pemahaman atau pemikiran 
keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara normative idealistik.
8
 
Dengan demikian, menurut Abuddin Nata, pendekatan teologi normative 
berupaya memahami realita dengan menggunakan ilmu Ketuhanan yang 
terdapat di dalam Alquran dan Hadis.
9
 Sehingga dalam penelitian ini 
berupaya melihat bisnis rental mobil denganmenggunakan aturan-aturan 
yang berasal dari Alquran dan Hadis, apakah telah sesuai apa yang 
dilakukanoleh para pelaku rental mobil dalam menjalankan bisnisnya. 
b. Pendekatan sosiologis digunakan dalam rangka mengetahui informasi dari 
informan dalam hal ini pemilik rental mobil, oleh karena itu, peniliti 
seyogyanya menjalin komunikasi dan hubungan yang baik, sehingga 
informasi yang berkaitan dengan penelitian ini peniliti mendapatkannya.Dan 
                                                 
 
7
Kota Makassar, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar(25 November 2014)  
 
8
Imam Suprayogo dan Tabrani, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 59. 
 
9
Abuddin Nata, Metodologi Stidi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 28.  
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juga para pemilik rental menyampaikan informasi yang akurat dan 
transparan, sehingga apa yang peniliti butuhkan sesuai dengan harapan 
peneliti. 
c. Pendekatan fenomenalogis digunakan dengan maksud agar supaya peneliti 
mendapatkan informasi dari pemilik rental mobil yang esensial dari 
pengalaman dalam menjalankan usaha rental mobilnya, sebab denga adanya 
pendekatanini apa yang dialamidan dirasakan akan disampaikan karena 
mereka yang melakoni bisnis rental , oleh karena itu, peneliti mengadakan 
wawancara terhadap pemilik rental mobil secara mendalam (deep interview).  
d. Pendekatan studi kasus digunakan dengan tujuan peneliti ingin menghimpun 
data dan mengambil makna dari bisnis rental mobil, sehingga peneliti 
memperoleh pemahaman dari kasus yang diteliti. 
C. Sumber Data 
  Sumber data dalam penelitian adalah sesuatu yang signifikan, melalui sumber 
data, peneliti dapat menjawab permasalahan penelitian.Dalam penelitian ini, peneliti 
melakukan komunikasi terhadap pemilik rental mobil dengan maksud mendapatkan 
data. Peneliti dalam menentukan sumber data pada beberapa pemelik rental mobil 
yang diwawancarai dilakukan secara purposive , maksudnya bahwa peneliti memilih 
pemilik rental dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, misalnya pemilik rental 
yang dianggap paling mengetahui secara tepat mengenai seluk beluk rental dan 
pengguna rental. 
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  Oleh karena itu, penentuan sumber dalam penelitian ini dilakukan pada saat 
peneliti mulai bertemu dengan pemilik rental dan selama penelitian berlangsung 
dengan cara peneliti memilih pemilik rental tertentu yang menurut peneliti akan 
memberikan data yang peneliti perlukan. 
  Berdasakan sumber data, maka sumber data dibedakan dua jenis, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
a. Data primer adalaha data yang peneliti buat dengan tujuan menyelesaikan 
permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini. Caranya, peneliti 
mengumpulakannya sendiri data tersebut dari sumber pemilik rental 
mobil. 
b. Data sekunder adalah data  yang  yang didapatkan secara tidak langsung 
dari informan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder 
adalah literature, artikel, jurnal dan situs di internet yang berhubungan 
dengan penelitian yang dilakukan.
10
 
  Sumber data atau informan dalam penelitian kualitatif,peneliti memberikan 
kriteia yang menjadi informan sebagaimana yang lazim dilaksanakan dalam 
penelitian kualitatif.Adapun krteria yang dimaksud adalah sebagai berikut; 
1. Mereka yang menguasai dan memahami sesuatu melalui proses 
enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga 
dihayatinya. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 137. 
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2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada 
kegiatan yang tengah diteliti. 
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai 
informasi. 
4. Mereka yang tidak cendrung menyampaikan informasi hasil 
“kemasannya” sendiri. 
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti 
sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau 
narasumber.
11
 
  Berdasarkan kriteria yang dipaparkan di atas, maka peniliti dalam 
menentukan informan menerapkan sesuai dengan kriteriatersebut, sehingga  
informan yang dimasukkan dalam disertasi ini tidak banyak. Dan satu hal yang 
cukup penting juga dalam menentukan informan adalah jika informan  yang dipilih 
adalah benar-benar yang menguasi situasi sosial yang diteliti (obyek), maka 
merupakan keuntungan bagi peneliti, karena tidak memerlukan banyak lagi 
informan, sehingga penelitian cepat selesai. 
D. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
 Observasi adalah pengamatan melibatkan semua indera. Pencatatan hasil 
dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 221. 
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 b. Wawancara  
Wawancara adalah pengambilan data  melalui wawancara secara lisan 
langsung dengan sumber datanya dalam hal ini pemilik rental mobil, baik 
melalui tatap muka atau lewat telepon, jawaban informan direkam dan 
dirangkum sendiri oleh peneliti 
c. Dokumentasi 
  Dokumentasi adalah pengambilan data tertulis maupun elektronik dari 
lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data 
yang lain. 
 d.  Penelusuran referensi 
  Penelusuran referensi adalah pengambilan data melalui telaah terhadap 
referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik yang bersumber dari 
buku-buku maupun data-data yang berasal dari internet. 
E. Instrumen Penelitian 
Meniliti merupakan sebuah kegiatan pengukuran terhadap terhadap 
fenomena alam dan social, sehingga pada prinsipnya penelitian menggunakan alat 
untuk mengukur yang dinamakan instrument penelitian. Dengan demikian instrumen 
penelitian adalah suatu alat  yang digunakan mengukur fenomena alam dan social 
yang diamati.
12
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 102.  
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Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana yang menjadi 
instrumen penelitian adalah peniliti itu sendiri.Oleh karena itu peniliti perlu juga 
divalidasi sejauhmana peniliti memiliki kesiapan dan terjun ke lapangan. Validasi 
terhadap peniliti dalam bentuk penguasaan wawasan , baik wawasan yang terkait 
dengan apa yang akan diteliti maupun wawasan mengenai teori-teori yang terkait 
dengan variable-variabel penelitian serta kesiapan peniliti memasuki objek 
penelitian.
13
 
Dalam penilitian ini, peniliti sebagai instrumen
14
 (the researcher  is the key 
instrument ) atau peneliti seyogyanya adaptable terhadap segala kondisi dan mampu 
mengumpulkan data yang bervariasi. Kemudian  setelah pengumpulan data, maka 
peniliti selanjutnya menganalisis data, menafsirkannya, melahirkan hipotesis untuk 
menentukan arah pengamatan dan untuk melakukan tes hipotesis yang timbul 
seketika dan hanya peneliti sebagai instrument yang dapat mengambil kesimpulan 
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera 
sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan dan perbaikan.
15
 
Kemudian peneliti dalam meneliti juga mengembangkan instrumen 
penelitian agar supaya mendapatkan data yang diharapkan sebagai berikut; 
                                                 
13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 222. 
 
14
Peniliti sebagai instrumen penelitian berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 
informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan  membuat 
kesimpulan.  
 
15Djama’an Satori, Metodologi Penelitian Kualitatif ,  h. 63. 
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1. Panduan observasi adalah alat bantu berupa pedoman pengumpulan data 
yang digunakan pada saat proses penelitian; 
2. Pedoman wawancara adalah alat berupa catatan-catatan pertanyaan dalam 
mengumpulkan data; 
3. Chek list  dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan 
langsung yang terkait dengan bisnis rental, baik dari pemilik rental mobil 
maupun dari pengguna rental mobil. 
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 
Menurut Bogdan sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono analisis data 
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara,catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 
ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 
yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 
difahami oleh peneliti  sendiri maupun orang lain.
16
 
 Dari data data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan teknik 
deskriptif. Teknik analisis deskriptif yang  dimaksud dalam penelitian ini adalah 
analitik non statistik dengan pendekatan induktif yang merupakan sifat dari 
penelitian kualitatif.
17
 Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka bisnis rental mobil 
perspektif hukum Islam akan diamati lalu hasil dari pengamatan tersebut akan 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 244. 
 
17
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 245  
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digambarkan sebagaimana adanya. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini  
menempuh tiga cara yaitu; 
1. Reduksi Data 
Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk memilih data-data yang penting 
dan erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Hal disebabkan oleh 
karena data di lapangan cukup banyak, sehingga jika data-data tersebut  akan 
memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan  peneliti dalam 
pengumpulan data selanjutnya.
18
 
2. Penyajian Data atau  Data Display  
Setelah reduksi data dilakukan, maka langkah berikutnya adalah penyajian 
data atau data display . Penyajian data penting disebabkan memudahkan bagi 
peneliti untuk memahami yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya 
berdasarkan apa yang telah dipahami.
19
 
3. Verifikasi Data atau Penyimpulan Data. 
Penyimpulan dalam penelitian kualitatif ditujukan untuk menjawab masalah 
dan rumusan masalah yang ada, tetapi perlu diingat bahwa dalam penelitian 
kualitatif masalah dan rumusan  masalah akan mengalami perubahan, oleh 
karena ia tentatif.
20
 
                                                 
18
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 247 
 
19
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 245. 
 
20
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 253 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini, pengujian data yang digunakan adalah teknik 
triangulasi dan sumber.Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Trianggulasi 
dari dokumentasi dengan membandingkan data dari dokumen atau buku yang satu 
dengan buku yang lain sehingga peneliti mengambil salah satu dokumen yang 
mewakili dari semua dokumen yang diambil. Teknik triangulasi sumber dilakukan 
dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara antara 
informan kunci dengan informan pendukung. Data yang diperoleh dideskripsikan, 
dipilih mana yang berbeda atau yang sama dianalisis sehingga dapat diambil data 
yang lebih spesifik serta dapat diambil kesimpulan. 
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BAB IV 
HUKUM ISLAM : RENTAL MOBIL DI KOTA MAKASSAR 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Sebelum peneliti menggambarkan lokasi penelitian, peneliti mengemukakan 
terlebih dahulu bahwa penelitian dalam disertasi ini berlangsung mulai dari bulan 
Agustus sampai dengan  November 2015, yang berlokasi di Kota Makassar. Waktu 
penelitian tersebut berdasarkan pada surat Kepala Badan Kesbang dan Politik, 
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga  yaitu bapak Ahmad Namsun. 
Berpedoman pada surat ini, maka peneliti   mulai melakukan penelitian pada waktu 
yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang 
Kota Makasssar dikenal sebagai daerah pesisir atau daerah pantai. Dari posisi 
tersebut, sehingga kota Makassar merupaka daerah yang strategis, di mana dalam 
peta Indonesia kota Makassar terletak dan berada di tengah-tengah kepulauan 
Indonesia. Secara demografis kota Makassar, sebagaimana yang disebutkan 
sebelumnya sebagai daerah pantai yang memiliki kemiringan 0, 5 derajat kea rah 
barat dan diapit dua muara sungai yaitu sungai Tallo yang bermuara di bagian Utara 
kota dan sungai Je’neberang yang bermuara pada selatan kota. 
Dari sisi demografis, luas kota makassar secara keseluruhannya sekitar 175, 
77 Km2 daratan dan termasuk sebelas pulau yang berada di selat Makassar, 
kemudian jika ditambah luas perairan yang ada, maka total luas seluruhnya adalah 
kurang lebih 100 Km2 dan kota Makassar berada pada posisi titik koordinat 119 
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derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi 
antara 1-25 meter dari permukaan laut.
1
 
Posisi dan letak kota Makassar, jika dilihat daerah-daerah yang berada di 
sekelilingnya, maka dapat disebutka yaitu di sebelah selatan diapit oleh kabupaten 
Gowa, di sebelah utara diapit oleh kabupaten pangkep, disebelah timur diapit oleh 
kabupaten Maros, disebelah Barat diapit oleh selat makassar
2
. Bahkan dalam 
bukunya Ilham Arif Sirajuddin yang berjudul Pembangunan Berkarakter; Perspektif 
Mengubah yang Semu Menjadi Nyata,  disebutkan bahwa selat Makassar adalah 
salah satu jalur pelayaran internasional.
3
 
Iklim Kota Makassar tergolong trofis basah dengan kelembaban udara  
sekitar antara 74 % sampai 82, 7 %, sedangkan suhu udara antara 26, 5-28,5 celcius 
derajat dengan curah hujan tahunan 177 mm. Hari hujan rata-rata 1`06 hari pertahun. 
Kecepatan angin rata-rata 2 sampai 4 knot dan penyinaran (durasi) rata-rata 60,58 
per hari.
4
Kota Makassar memiliki dua musim yakni musim hujan dari bulan 
Desember sampai bulan April dan musim kemarau mulai bulan Mei sampai 
November. 
                                                 
1
H.M. Sirajuddin dkk, KPPSI :Ikhtiyar Menuju Perjuangan Menegakkan Syari’at Islam di 
Sulaweis Selatan (Cet.I; Jakarta: Pustaka Ar-Rayhan, 2005), h. 60.  
 
2
Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka (Makassar: BPS Makassar, 2015), 
h. 3. 
 
3
Ilham Arif Sirajuddin, Pembangunan Berkarakter; Perspektif Mengubah yang Semu 
Menjadi Nyata (Cet.I; Makassar: Hasanuddin University Press, 2008), 15. 
 
4
 Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka, 1. 
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Selain yang telah disebutkan di atas, kota  Makassar juga merupakan titik 
simpul transportasi laut dan udara, sehingga kota Makassar merupakan pusat 
pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan di kawasan Timur 
Indonesia.
5
Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 14 kecamatan, 143 
kelurahan, 996 RW, dan 4.968RT
6
.Kota Makassar terdiri dari beberapa kecamatan 
yang tersebar di seluruh wilayahnya. Dari sebaran kecamatan yang ada, terdapat 
empat belas kecamatan, untuk lebih jelasnya akan digambarkan pada tabel sebagai 
berikut; 
No Nama Kecamatan Luas  Wilayah (KM2) 
1 Makassar 2,1 
2 Mariso 1,99 
3 Manggala 1,82 
4 Mamajang 2,63 
5 Rappocini 5,94 
6 Tamalate 5,83 
7 Tallo 2,25 
8 Panakkukang 9,23 
9 Wajo 20,21 
10 Bontoala 17,05 
                                                 
5
Ilham Arif Sirajuddin yang berjudul Pembangunan Berkarakter; Perspektif Mengubah yang 
Semu Menjadi Nyata,  h. 15. 
 
6
Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka, h. 15.  
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11 Ujung Tanah 24,12 
12 Tamalanrea 48,22 
13 Biringkanaya 31,484 
14 UjungPandang 2,52 
 Jumlah 175,77 
Sumber: BPS Kota Makassar 2014 
 Melihat data BPS di atas, maka jika dilihat dari segi luas daerah di kota 
Makassar di kecamatan, maka wilayah yang terluas adalah kecamatan Tamalarea 
yang luas wilayahnya mencapai 48,22 Km2. Dan yag luasnya mendekati luas 
wilayah kec.Tamalarea adalah kecamatan Biringkanaya. Kemudian wilayah yang 
paling kecil adalah kecamatan Manggala hanya berkisar 1,8 Km. 
 Keadaan geografis Kota Makassar dapat diketahui dengan melihat keadaan 
iklim trofisnya, oleh karena letaknya menghampiri garis tengah bumi yang dikenal 
dengan garis katulistiwa dengan kelembaban 56-85 %. 
 Kota Makasar terletak di daerah dataran rendah  mulai dari tepi pantai 
sebelah barat melebar ke arah timur sejauh kurang lebih 20 kilometer dan 
memanjang dari selatan ke utara yang merupakan daerah-daerah pengembangan 
pemukiman, pertokoan, perkantoran dan pendidikan. Di bagian utara bahkan 
terdapat kawasan industri yang boleh dikatan sudah  mengalami perkembangan yang 
pesat. 
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Dari gambaran tentang lokasi kondisi geografis kota Makassar, maka dapat 
dinyatakan bahwa secara geografis, kota Makasar merupakan sebuah kawasan yang 
strategis jika dilihat dari aspek kepentinga ekonomi dan politik. Dari aspek ekonomi, 
kota Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya lebih efisien 
dibandingkan daerah lain.  
Hal tersebut dapat dilihat  pada PDRB. PDRB merupakan salah 
satupencerminan kemajuan ekonomi suatudaerah, yang di definisikan 
sebagaikeseluruhan nilai tambah barang danjasa yang dihasilkan dalam waktu 
1tahun di wilayah tersebut. 
Berdasarkan hasil penghitungan PDRB tahun 2013, nilai PDRBKota 
Makassar atas dasar harga  berlaku telah mencapai Rp. 58.802,552miliar rupiah. 
Sedangkan PDRB atasdasar harga konstan 2013, nilainyasebesar Rp 21.327,227 
milliar rupiah.
7
 
Struktur ekonomi bisa memberikan  gambaran  masing-masingsektor dalam 
pembentukan total PDRBsuatu daerah. Semakin besar persentasesuatu sektor 
semakin besar pulapengaruh sektor tersebut dalamperekonomian daerah.Struktur  
KotaMakassar masih didominasi oleh sector perdagangan, restoran dan hotel. 
Angka lainnya yang dapat diturunkan dari angka PDRB adalah angka PDRB 
perkapita.Indikator ini biasa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran 
                                                 
7
Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka 2014, h. 222.  
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penduduk di suatu daerah. Angka perkapita bruto penduduk Kota Makassar tahun 
2013 sebesar  Rp. 42.075.455.
8
 
Selama ini kebijakan ekonomi makro pemerintah seolah-olah menjadikan 
Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur 
Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal, padahal dengan 
mengembangkan Makssar, otomatis akan  sangat berpengartuh peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan 
pembangunan.
9
 Dengan demikian, jika dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis, 
maka kota Makassar memiliki keunggulan komparatif dibandingkan wilayah lain di 
kawasan Timur Indonesia dan saat ini, kota Makassar inti pembangunan wilayah 
terpadu Mamminasata. 
Berdasarkan hasil pendataan jumlah penduduk kota Makassar melalui BPS, 
maka pertumbuhan penduduk kota Makassar pada tahun 2010 tercatat 1.339,374 
jiwa yang jika dipetakan antara laki-laki dan perempuan, maka dapat terlihat 
jumnlahnya, untuk laki-laki berjumlah1.339.374 jiwa dan perempuan berjumlah 
677.995. Sedangkan jumlah penduduk kota Makassar pada tahun 2009 berkisar pada 
angka 1.272.349 jiwa yang terdiri dari laki-laki 610.270 jiwa dan perempuan terdiri 
dari 662.079 jiwa.  Dari interval satu tahun pertumbuhan penduduk kota Makassar 
cukup meningkat. 
                                                 
8
 Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka 2014, h. 223. 
 
9
Badan Pusat Statistik Makassar, Makassar dalam Angka 2014, h.1-2.  
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Melihat jumlah penduduk kota Makassar sebagaimana yang digambarkan 
sebelumnya, yaitu sekitar 1.339.374 jiwa. Dari jumlah tersebut juga akan dipaparkan 
jumlah penduduk kota Makassar berdasarkan setiap kecamatan sebagai berikut; 
No Kecamatan Jumlah   Penduduk 
  Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 
1 Rappocini 126.637 128. 926 128.856 133.600 
2 Tamalate 130.777 131.871 133.199 140.306 
3 Makassar 80.593 82. 341 84.103 79.362 
4 Mariso 51.491 52.411 53. 282 51.980 
5 Mamajang 59.689. 60.475 61.284 65.988 
6 UjungPandang 27.254 28.523 29.889 27.279 
7 Tallo 116.633 118.716 129.652 56.988 
8 Manggaala 72.433 79.251 35.40`1 124.755 
9 Panakkukang 124.861 127.238 59.549 127.632 
10 Wajo 34.833 35.055 46.130 32.519 
11 Bontoala 57.406 58.445 85.141 54.671 
12 Ujung Tanah 44.373 45.272 100.018 45.156 
13 Tamalanrea 82.641 83.873 1.148.312 82.965 
14 Biringkanaya 96.057 97.951 1.148.312 82.965 
 Jumlah 1.112.688 1.130.348 1.148.312 1.160011 
Sumber; BPS Kota Makassar Tahun 2014 
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Berdasarkan gambaran tabel diatas, terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota 
Makassar mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, sejak dari tahun 2009 
sampai dengan 2012. Dengan perincian pada tahun 2009, berjumlah 1.112.688 jiwa, 
tahun 2010 berjumlah 1.130.348, tahun 2011 berjumlah 1.148.312 dan tahun 2012 
berjumlah 1.160011. Kemudian dapat pula dilihat  kecamatan yang memiliki jumlah 
penduduk terbanyak adalah kecamatan tamalate, dimana sejak tahun 2009 sampai 
2012 terus mengalami lonjakan penduduk. Dan kecamatan yang memiliki jumlah 
penduduk terkecil adalah kecamatan junpandang. Dari sekian banyak penduduk kota 
Makassar, maka penduduk yang terbesar adalah yang beragama Islam. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini; 
Jumlah Penganut Agama di Kota Makassar Tahun 2014 
No Agama Jumlah Penganut Keterangan 
1 Islam 983.006  
2 Kristen 114.631  
3 Katolik 66.581  
4 Budha 16.886  
5 Hindu 9.129  
6 Konghocu 3.264  
 Jumlah 1.193.497  
               Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 
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Dari tabel yang terdapat di atas, maka jumlah penganut agama yang terbesar 
adalah agama Islam dengan sendirinya jumlah tempat ibadah, baik masjid dan 
mushallah juga terbanyak di Kota Makassar. 
Melihat jumlah penganut agama Islam di kota Makassar, sebagimana telah 
diuraikan sebelumnya, berimplikasi terhadap banyak tempat-tempat ibadah yang 
tersebar di kota Makassar. Untuk melihat tempat-tempat ibadah penganut agama 
Islam yang terbanyak, disamping tempat-tempat ibadah agama yang lain, maka akan 
dipaparkan tempat-tempat ibadah dari seluruh agama yang mendiami kota Makassar. 
Jumlah Tempat Ibadah  Dirinci Menurut Agama dan Kecamatan 
Kode 
W 
i 
l 
a 
y 
a 
h 
Kecamatan Islam Jumlah Gereja Pura 
Hindu 
Wihara 
Budha 
K 
l 
a 
n 
t 
e 
n 
g 
M 
a 
s 
j 
i 
d 
 L 
a 
n 
g 
g 
a 
r 
 
M 
u 
s 
h 
a 
l 
l 
a 
h 
 
 P 
r 
o 
t 
e 
s 
t 
a 
n 
 
K 
a 
t 
o 
l 
i 
k 
010 Mariso 44 - - 44 3 1 - 1 - 
020 Mamajang 52 - - 52 5 1 - - - 
030 Tamalate 130 - - 130 8 - - 1 - 
031 Rappocini 131 - - 131 4 - - - - 
040 Makassar 37 - - 37 22 1  5 - 
050 Ujungpandang 20 - - 20 16 1 - 4 - 
164 
 
 
 
060 Wajo 26 - - 26 2 - - 11 1 
070 Bontoala 33 - - 33 3 1 - 2 - 
080 Ujung Tanah 29 - - 29 1 - - 1 - 
090 Tallo 79 - - 79 4 - - - - 
100 Panakkukang 101 - - 101 35 2 - 1 - 
101 Manggala 106 - - 106 5 - - - - 
110 Biringkanaya 167 - - 167 17 - 1 - - 
111 Tamalanrea 128 - - 128 8 1 1 - - 
1371 M 
a 
k 
a 
s 
s 
a 
r 
2013 1080 - - 1080 133 8 2 26 1 
 2012 1076 - - 1076 1137 8 8 2 3 
2011 1076 - - 1076 137 8 4 2 3 
2010 1073 - 48 1073 -  - - - 
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Makassar 2014 
Berdasarkan tabel di atas, maka keberadaan tempat-tempat ibadah bagi orang 
Islam memberi indikasi tingginya semangat umat Islam dalam melaksanakan ajaran-
ajaran agamanya. Dan dalam sejarah disebutkan bahwa pada masa dahulu, sejak 
abad ke -17 M, di bagian utara Kota Makassar yaitu Tallo adalah salah satu kerajaan 
Islam yang besar di Sulawesi Selatan, dimana raja Tallo pada saat itu  
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adalah bernama  Imallingkang Daeng Nyonri karaeng Katangka, ia memeluk agama 
Islam pada tahun 1605
10
. 
Kemudian dalam perjalanan sejarah kepemimpinan kota Makassar, Makassar 
telah dipimpin oleh beberapa walikota, mulai dariJ.E. Dambrink sampai 
Ir.H.Mohammad Ramdhan Pomanto. Untuk melihat para walikota yang pernah 
memimpin  Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu;
11
 
 
Nomor Nama Walikota  Masa Jabatan  
A. HINDIA BELANDA (NETHERLANDS INDIES) 
  
1. J.E. Dambrink  15- 8-1918  1927  
2. De Groot  1927  1931  
3. G.H.J.Beikenkamp  1931  1932  
4. Ir.F.C.Vanlier 1932  1933  
5. Ch.H.Terlaag 1933  1934  
6. J.Leewis  1934  1936  
7. H.F.Brune  1936  10- 2-1942  
B. PENDUDUKAN JEPANG 
  
1. B.Yamasaki Gunta - 4-1942  15- 5-1945  
2. Nadjamuddin Dg.Malewa  15- 5-1945  11- 9-1945 
C. 
NETHERLANDS INDIES CIVIEL ADMINISTRATION 
(NICA)   
1. H.F.Brune  11- 9-1945 1945  
2. D.M.Van Zwieten  1945  24-12-1946 
D. NEGARA INDONESIA TIMUR (N.I.T.) 
  
                                                 
10
Ahmad Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI sampai Abad XVII (Cet. II; Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2005),  h. 25. 
 
11Nur Kasim, ‚ Sejarah dan Perkembangan Kota Makassar : BlogNur Kasim, 
https://nurkasim49.blogspot.co.id/2012/01/walikota-makassar.html (18 -12-2014) 
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1. Abd.Hamid Dg.Magassing 24-12-1946  27-12-1949 
2. C. Salawati Daud  27-12-1949  17- 8-1950 
E. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
  
1. I.M.Qaimuddin 17- 8-1950 1951  
2. J.Mewengkang 1951  1951  
3. Sampara Dg.Lili 1951  - 1-1952 
4. Ahmad Dara Sjahruddin - 1-1952  15- 5-1956  
5. M.Junus Dg.Mile 15- 5-1956  7- 1-1958  
6. A.Latif Dg.Massikki  7- 1-1958  6- 2-1960  
7. Aroeppala  6- 2-1960  8- 5-1965  
8. M.Dg.Patompo (Penjabat)  8- 5-1965  12- 7-1965 
9. M.Dg.Patompo  12- 7-1965  18- 7-1970  
10. H.M.Dg.Patompo (Pejabat)  18- 7-1970  14- 7-1973  
11. H.M.Dg.Patompo  14- 7-1973  4- 7-1978  
12. Abustam  4- 7-1978  4- 7-1983  
13. Drs.M.Parawansa (Pejabat)  4- 7-1983  8- 8-1983 
14. Jancy Raib  8- 8-1983  8- 8-1988  
15. Suwahyo  8- 8-1988  8- 8-1993  
16. Suwahyo (Pejabat)  8- 8-1993  15-11-1993  
17. H.A.M.Ghalib,S.H.(Pejabat) 15-11-1993  21- 2-1994 
18. H.A.Malik B.Masry,SE,M.Si. 21- 2-1994  8- 5-1999 
19. Drs.H.B.Amiruddin Maula,Sh,M.Si  8- 5-1999  8- 5-2004  
20. Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin, MM 8- 5-2004  8- 6-2008  
21. Ir.H.Andi Herry Iskandar (Pejabat) 8- 6-2008  8- 1-2009  
22. Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin, MM 8- 1-2009  8- 5-2014  
23. Ir.H.Mohammad Ramdhan Pomanto. 8- 5-2014  8- 5-2019  
 
 
Saat ini, Kota Makassar senantiasa berbenah untuk lebih mengembnagkan 
kultur maritim dengan dukungan infrastruktur bagi kepentingan lokal, regional, 
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nasional dan internasional mendorong tumbuhnya pusat-pusat perniagaan melalui 
optimalisasi potensi lokal, mendorong kualitas manusia melalui pemeretaan 
pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan kesejateraan masyarakat, 
mengembangkan apresiasi budaya dan pengamalan nilai-nilai agama berbasis 
kemajemukan masyarakat, mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, bersih 
dan berwibawa, melalui peningkatan profesionalisme aparatur, mendorong 
terciptanya stabilitas, kenyamanan dan tata tertib lingkungan serta meningkatkan 
infrastruktur kota dan pelayanan publik. 
Kota Makassar merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang 
cukup signifikan dan merupakan kota yang prosfektif dalam menjalankan usaha.Laju 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. 
Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Makassar di atas 
9%.
12
 
Bahkan pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mencapai 
angka 10,83%. Pesatnya pertumbuhan ekonomi saat itu, bersamaan dengan 
gencarnya pembangunan infrastruktur yang mendorong perputaran ekonomi, seperti 
pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, jalan tol dan sarana 
bermain kelas dunia Trans Studio di Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga. 
13
 
                                                 
 
12
Kota Makassar, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar(25 November 2014)  
 
 
13
Kota Makassar, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar(25 November 2014)  
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B. Sistem  Rental  Mobil Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Islam. 
  Manusia dalam kehidupan senantiasa membutuhkan manusia lain yang dalam 
bahasa Latin disebut zoon politacan yang bermakna bahwa manusia tidak akan 
mampu menjalani kehidupannya dan tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya 
tanpa kontribusi dan partisipasi manusia lain. Singkatnya manusia saling 
membutuhkan dalam aktivitasnya masing-masing. Kebutuhan terhadap manusia 
dapat dalam bentuk materi dan non materi. Dalam bentuk materi dapat berwujud 
tenaga, fasilitas dan lain-lain. 
  Kebutuhan manusia terhadap fasilitas untuk menunjang aktifitas, rencana 
dan keinginanya. Dalam mewujudkan keinginan manusia terkadang tidak dapat 
direalisasikan yang disebabkan keterbatasannya. 
  Oleh karena itu, manusia mencari opsi atau alternatif lain. Terkait dengan hal 
tersebut, dalam bermuamalah, misalnya transportasi (sewa atau rental mobil), 
manusia menggunakan mobil orang lain, oleh karena tidak semua orang memiliki 
kemampuan secara finansial. 
  Dalam menggunakan mobil orang lain terjadi transaksi yang disepakati 
diantara dua orang. Dari kesepakatan tersebut, lahir akibat hukum diantara 
keduanya. Satu pihak memenuhi kewajiban sedangkan pihak lain menuntut hak. Jika 
hal tersebut dibawa dalam rental mobil, maka pihak pengguna rental berhak atas 
mobil rental dan pihak pemilik rental berkewajiban menyerahkan mobil rentalnya. 
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  Dalam  hukum Islam, sewa menyewa bagian dari kajian fikih muamalah 
(hukum ekonomi syariah) yang dikenal dengan ijarah. Ijarah dalam defenisi yang 
dikemukan pada bab sebelumnya telah didefiniskan oleh berbagai ulama. Subtansi 
dari defenisi yang variatif tersebut dapat ditegaskan yaitu sebuah transaksi atas 
suatu manfaat terhadap suatu barang dengan tidak ikut berpindah kepemilikan 
barang tersebut serta barang tersebut menjadi obyeknya. 
   Dari sisi manfaat yang menjadi obyek transaksi, maka ijarah dapat 
dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentransaksikan harta benda yang 
dikenal dengan istilah persewaan. Misalnya, menyewa rumah, mobil, ruko dan dan 
sebagainya. Kedua, jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat dari tenaga 
manusia dikenal dengan perburuan. 
  Dalam disertasi ini, yang diteliti adalan ijarah pada poin pertama yaitu, ijarah 
yang mentransaksikan manfaat harta benda. Mentransaksikan manfaat harta benda 
memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut bagian dari 
bisnis. Sebagaimana yang telah dikemukan pula bahwa orang melakukan bisnis 
bertujuan mendapatkan keuntunga atau dengan kata lain kegiatan bisnis berintensi  
menjual barang dan  jasa kepada konsumen. 
  Ijarah, sebagaimana yang dikemukan di atas, dapat berarti menyewa barang 
dan menyewa manfaat. Dalam uraian sebelumnya, sebahagian fukaha menyamakan 
antara ijarah dan jual beli. Walaupun sebahagian fukaha menolak ijarah 
dipersamakan dengan jual beli dengan alasan bahwa jual beli ketika akan 
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bertransaksi objeknya (barangnya) ada atau hadir pada saat transaksi. Menurut 
hemat peneliti, bahwa ijarah sama dengan jual beli. Peneliti beralasan pada jual beli 
salam dimana obyek transaksinya dalam hal ini barang tidak ada pada saat terjadi 
transaksi. 
  Oleh karena itu, rental mobil termasuk jual beli manfaat, maka dalam 
bertransaksi perlu adanya pencatatan. Beberapa petunjuk Alquran dan Hadis Nabi 
yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam perdagangan dan komersial 
pada tingkat yang luas dan halal serta perlunya pencatatan.  
  Perintah pencatatan atau  istilah yang familiar dikenal dengan  teori 
akuntansi. Perintah pencatatan utang piutang dalam bertransaksi termasuk 
bertransaksi pada rental mobil, dipahami oleh banyak ulama sebagai  anjuran, bukan 
kewajiban. Sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turun 
QS Al-Baqarah/2: 282, jika perintah utang-piutang bersifat wajib karena kepandaian 
tulis menulis pada masa itu sangatlah langka. Akan tetapi pencatan dalam 
bertransaksi sudah ada sejak zaman Nabi, seperti disebutkan dalam QS Al-
Baqarah/2: 282.  
  Pencatatan sangat diperlukan dalam sistem jual beli secara kredit (hutang 
piutang), termasuk sewa menyewa.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa telah 
adanya perintah melakukan  pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan 
kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki 
hubungan muamalah. 
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  Pencatatan (teori akuntansi) dalam Islam dapat diketahui ketika agama Islam 
telah eksis di semananjung Arab yang dipimpin oleh Nabi swa.. dan pada saat yang 
sama terbentuk pemerintahan Islam di Madinah. Setelah Nabi wafat kepemimpinan 
selanjutnya dijalankan oleh Khulafur Rasyidin. 
  Pada masa Khulafur Rasyidin terdapat regulasi pencatatan, baik pencatan 
tersebut berlaku bagi invidindividu maupun berlaku pada syarikah atau perusahaan. 
Bahkan ketika Nabi masih hidup, beliau telah mendidik secara khusus sahabat-
sahabat untuk menghandle profesi pencatatan. 
  Pencatatan, demikian pentingya sehingga dalam Alquran QS. Albaqarah/2:  
282 termasuk ayat yang terpanjang diantara ayat-ayat lain. Adapun teks atau redaksi 
ayat tersebut yang dimaksud sebagai berikut; 
                            
                       
                                     
                               
                            
                           
                         
                           
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                         
                                 
  
Terjemahnya: 
  Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis 
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan 
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia 
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 
mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 
saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 
besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 
dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 
tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 
kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah 
kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
14
 
 
                                                 
14
Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 
2002), h. 59. 
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  Dalam ayat tersebut di atas, terdapat kata  ْمُتنَياَدَت اَِذإ kata tersebut berarti 
‚apabila kalian melakukan utang piutang‛. Melakukan hutang piutang termasuk 
salah satu kegiatan bermuamalah. Hukum hutang piutang pada asalnya 
diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan, orang yang memberikan hutang atau 
pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan 
dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Allah memerintahkan 
orang mukmin agar setiap mengadakan perjanjian utang piutang dilengkapi dengan 
perjanjian tertulis serta wajib menyebutkan tempo dalam seluruh hutang-piutang dan 
pelunasan penyewaan, karena apabila tempo itu tidak diketahui maka itu tidak 
dibolehkan karena itu sangat rentan dengan tipu daya dan berbahaya.
15
 
  Kemudian kata   ُهوُبُتْكٱَف , kata  َف ُهوُبُتْكٱ  berarti "maka hendaklah kamu 
menuliskannya‛. Kata ‚menuliskan‛ disini berarti menuliskan atau membuat surat 
perjanjian dalam suatu transaksi. Surat perjanjian utang piutang adalah suatu 
perintah yang difardukan dengan nash, tidak diserahkan sepenuhnya kepada yang 
bersangkutan. Jumhur ulama berpendapat bahwa perintah menulis surat perjanjian 
utang piutang adalah nadab (imbauan). Atha’, Asy-Sya’bi, dan Ibn Jarir berpendapat 
perintah disini berupa perintah yang wajib sesuai dengan hukum asal perintah yang 
dipegang jumhur.
16
Penulisan transaksi tersebut mestinya di lakukan oleh seorang 
juru tulis yang disebut katib.Sebagai pemenuhan sikap hati-hati supaya mendekati 
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Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur ( Semarang : 
PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 27. 
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Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur, h. 498. 
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kebenaran atau keadilan maka katib bisa didatangkan sebagai pihak 
ketiga.Harapannya tidak mempunyai kepentingan atas transaksi sehingga bisa 
menuliskan secara proporsional.
17
Saksi harus orang yang dapat bersikap adil dan 
tidak memihak pada pihak manapun, harapannya agar tidak merugikan salah satu 
pihak.Selain harus adil, penulis surat perjanjian juga di syaratkan mengetahui 
hukum-hukum yang bersangkutan dengan pembuatan surat utang, karena surat utang 
tidak menjadi jaminan yang kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum 
syara’ yang diperlukan, baik uruf ataupun menurut undang-undang.Inilah maknanya 
‚penulis harus menulis seperti yang ajarkan Allah‛. 
  Dalam ayat juga terdapat kata  ِِللْمُيْلَو  yang berarti ‚dan hendaklah 
membacakan‛. Secara praktik, orang yang berhutang hendaklah membacakan kepada 
katib mengenai utang yang diakuinya meliputi berapa besarnya, apa syaratnya dan 
jatuh temponya. Kenapa yang membacakan mesti orang yang berutang . Karena 
dikhawatirkan apabila yang mendiktikan/membacakan orang yang memberi utang, 
maka akan terjadi ketidakadilan karena orang yang berutang pada posisi yang lemah. 
Seperti menghindari terjadinya penambahan nilau utang, memperpendek jatuh 
tempo atau memberikan syarat-syarat yang hanya menguntungkan orang yang 
memberi utang.
18
Dengan membacakan sendiri hutangnya didepan penulis, maka 
tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian.Sambil 
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Dwi Suwikyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2010), h. 7.   
18
Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur, h. 7. 
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mengimlakkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi, Allah 
mengingatkan yang berhutang agar hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Kemudian 
ayat selanjutnya adalah menyatakan nasihat, janganlah ia mengurangi sedikitpun 
dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran 
dan lain-lain, yang dicakup kesepakatan bersama.
19
 
  Kata berikutnya adalah  ُعيِطَتْسَي َلاْوَأ اًفيِعَض ْوَأ اًهيِفَس berarti ‚lemah akal atau lemah 
(keadaan) atau tidak mampu‛. Maknanya adalah jika yang berhutang itu orang yang 
lemah akal, anak yang belum cukup umur, sudah sangat tua atau tidak sanggup 
membacakan karena tunarungu atau tunawicara, hendaklah dibacakan oleh orang 
yang menangani urusannya.Hendaklah dia berlaku adil dan berhati-hati dalam 
membacakan.
20
 
  Demikian juga terdapat kata yang lain adalah  ِنْيَديِهَش berarti "dua orang saksi". 
Dalam suatu pencatatan mengenai utang piutang, maka minimal di datangkan dua 
orang saksi yang disetujui kesaksiannya berdasarkan agama dan keadilannya. Ayat 
ini menekankan bahwa dua saksi itu adalah laki-laki.Al-Imam Ibn Qayyin dalam 
I’lamul Muwaqqi’in ‘bayyinah dalam pandangan syara’ lebih umum daripada 
kesaksian. Maka, tiap apa yang bisa dipergunakan untuk membenarkan suatu 
keterangan dinamakan bayyinah seperti bukti yang tidak bisa dibantah. Karena itu, 
mungkin orang yang bukan Islam dapat menjadi saksi berdasarkan makna yang 
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Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Jilid I(Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 22. 
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Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur, h. 49. 
 
176 
 
 
 
diterangkan dalam al-Qur’an, as-Sunnah, dan lughah yaitu apabila hakim bisa 
mempercayainya dalam menentukan hak (kebenaran). 
  Kata  ِم ِناَتَأَرْماَونَّم  berarti ‚dua orang perempuan‛.Apabila tidak ada dua orang 
laki-laki yang bisa bertindak sebagai saksi, maka bolehlah seorang laki-laki dan dua 
orang permpuan.
21
Karena di khawatirkan salah seorang perempuan yang menjadi 
saksi lupa akibat kurang memperhatikan terhadap hal-hal yang disaksikan, maka dia 
dapat diingatkan oleh orang yang satunya.Allah menyamakan satu orang laki-laki 
dan dua orang perempuan. Karna itulah allah menyerahkan masalah kesaksian ini 
kepada kerelaan (kesepakatan) dari pihak-pihak yang membuat surat perjanjian. 
  Kata  َنْوَضْرَت berarti ‚kamu ridhoi‛. Setalah dihadirkannya saksi, selanjutnya 
pemilihan saksi harus di sepakati sehingga saksi tersebut diridhoi, dan penentuan 
jumlah yang lebih dari satu sebagai pertimbangan untuk saling mengingatkan ketika 
ada yang lupa atas persaksia transaksi yang telah dilakukan. Saksi tidak boleh 
enggan dalam memberi keterangan apabila mereka di panggil. Bagi seorang saksi, 
akan diridhoi apabila suatu ketika harus dimintai keterangan atas persaksian apabila 
terjadi sengketa antara pihak yang berkepentingan.
22
 
  Kata اوُمَئْسَت َلاَو berarti ‚dan janganlah kalian jemu/bosan‛. Allah 
mengisyaratkan kepada umat muslim agar tidak jemu menulis utang itu, karena 
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penulisan atau pencatatan dalam suatu transaksi utang piutang sangat penting agar 
tidak terjadi kesalah pahaman pada saat jatuh tempo pembayaran. 
  Kata اًريِبَك ْوَأ اًريِغَص berarti ‚baik utang itu kecil atau besar‛. Firman ini 
menjadi dalil bahwa surat keterangan (perjanjian) sebagai bukti yang sah jika syarat-
syaratnya cukup, baik utang itu kecil atau besar dan kita tidak boleh sembarangan 
masalah harta. Inilah suatu dasar dari dasar-dasar ekonomi pada masa kini yaitu 
‚tiap-tipa muamalat (mengadakan transaksi) dan tiap-tipa muawadhah (perjanjian) 
harta haruslah dibuat surat keterangan tertentu dan pengadilan memandangnya 
sebagai bukti. Kita tidak boleh malas mencatatkan nominal utang piutang tersebut, 
baik itu nominal kecil atau pun besar. 
  Kata  ُطَسَْقأ berarti "lebih adil". Maksud adil disini adalah dalam penulisan 
suatu utang piutang baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya 
lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
menimbulkan keraguan. Biasanya kebanyakan orang merasa malas dan jemu 
menuliskan transaksi utang piutang dan mendatangkan saksi karena alasan 
merepotkan dan sudah saling mengenal.Pada prinsipnya Allah telah mengajarkan 
tahapan tersebut sebagai prinsip keadilan. Bagaimana mungkin norma keadilan bisa 
terungkap apabila pihak yang bertransaksi tidak mempunyai bukti apapun. Tidak 
adanya penulisan yang yang mengikat hanya boleh dilakukan pada transaksi tunai.
23
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  Kata  ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْيَلَف berarti ‚maka tidak ada atas kalian dosa‛. Hal ini dapat 
dipahami bahwa apabila kita melakukan suatu transaksi tunai maka tidak ada dosa 
apabila tidak menulisnya atau mencatatnya dalam suatu surat perjanjian. Namun 
apabila kita melakukan transaksi utang piutang maka harus di tulis agar tidak terjadi 
kesalah pahaman yang menyebabkan perselisihan dan berbuah dosa 
Setelah dikemukan beberapa makna kata dalam ayat tersebut di atas, maka  
dalam ayat tersebut di atas memiliki beberapa kandungan yang dapat disebutkan  
yaitu sebagai berikut; Pertama, Bila uang atau sesuatu dipinjamkan dalam waktu 
tertentu, maka harus ditulis dalam dokumen tertulis. Hal ini bertujuan untuk 
menghindari terjadunya kelupaan. Kedua, Seorang penulis (sekretaris) yang 
ditugaskan untuk menuliskan utang piutang, tidak boleh menolak karena Allah telah 
menganugerahkan kepadanya kemampuan menulis. Dia harus menulis dengan tepat 
sesuai dengan yang didiktekan. Ketiga, Bila orang itu dalam kondisi lemah akalnya 
atau lemah kondisinya dan tidak mampu menulis dengan baik atau karena masih 
kecil atau orang asing yang tidak mengetahui bahasa setempat, maka walinya yaang 
harus menuliskan dengan jujur. Keempat, Dua orang saksi laki-laki harus melakukan 
kesaksiannya. Dua orang saksi ini hendaknya orang dewasa dan sehat akalnya, orang 
yang merdeka dan harus memilki akhlak yang baik. Bila terjadi perselisihan maka 
harus diputuskan berdasarkan kesaksian saksi-saksi tadi, bukan berdasarkan 
kekuatan dokumen tertulis, karena dokumen tertulis hanya bersifat sekunder atau 
sekedar pendukung saja. Kelima, Apabila dua orang saksi laki-laki tidak ada, maka 
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diperlukan satu orang saksi laki-aki dan dua orang saksi perempuan. Apabila kita 
membandingkan hal ini dengan aturan-aturan Yahudi yang tidak mengakui 
kesaksian oang perempuan, ternyata berbeda dengan pandangan islam ang praktis 
tentang pengambilan saksi-saksi 
Jika dilihat ayat tersebut secara tekstual, pada ayat 282 berisi mengenai  
perintah untuk menulis utang yang dilakukan manusia. Hanya saja ulama berbeda 
pendapat dalam memahami perintah ini dilihat dari aspek hukumnya, apakah 
menunjukkan wajib, ataukah hanya anjuran. Dalam kaidah ushul fikih, perintah 
terkadang mengandung wajib, mubah,anjuran dan sebagainya. Perbedaan ulama 
tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut;  
Pertama, madzhab Dzahiriyah, ayat ini menjadi dalil wajibnya menulis 
transaksi utang piutang yang pelunasannya tertunda. Ibnu Hazm adz-Dzahiri 
mengatakan, 
 َف َنإََ َاك َنََ ا َقل َر َضََ لإ َأَ َج َل َ فَ، َف َر َضَ َع ََل ي َه َم َأَا َنََ ي َك ََت ب َهاَ ََو أ َنََ ي َش َه َد َعَا ََل ي
 َوَ َع ََد ل َ  يَ َف َص َعا َد َأَا َوََ ر َجَالَ ََو ا ََم َر أ َ ت َ  يَ،
 َع َد َوَال َفَ َص َعا َد َفَ.ا َإ ََنَ َك َناَ ََذ
 ل َكََ  ف َ َ َف َرََ و َ لَ َ ي َد ََك ا
 َتاَاب َفَ ا َإ َنَ َش َءاََ َا ل
 َذ َيََ ل َوَ َدلا َي َنََ أ َنَ َ ي َر
 َ ت َنََ ب
 َوََ ر ََىان َ فَ ا َل َوَ
 ََذ ل َك24 
 
Maksudnya adalah bahwa jika utang ditangguhkan pelunasannya, maka wajib 
bagi keduanya untuk menuliskannya dan mencari saksi dua orang atau lebih atau 
seorang lelaki dengan dua wanita yang adil, atau lebih. Jika dia dalam perjalanan, 
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dan tidak menemukan orang yang mencatat, jika mau, orang yang berutang bisa 
menggadaikan sesuatu. Kedua, mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafiiyah, dan Hambaliyah, berpendapat bahwa mencatat transaksi utang 
menghadirkan saksi ketika transaksi, hukumnya tidak wajib. Sementara perintah 
dalam ayat sifatnya bimbingan agar manusia lebih hati-hati dan lebih yakin dalam 
melakukan muamalah dengan orang lain, terutama masalah utang. Sehingga 
statusnya bukan perintah yang wajib dikerjakan. Imam Syafii menjelaskan dengan 
baik dalam menafsirkan ayat ini. Ia menyebutkan, ada dua alasan, mengapa perintah 
dalam ayat di atas bukan perintah wajib;  
Dalam  ayat berikutnya yaitu 283, Allah perintahkan ketika seseorang tidak 
menemukan penulis, agar menggadaikan barangnya. 
1. Dalam  lanjutan ayat, Allah membolehkan untuk tidak menggadaikan barang, 
selama masing-masing yakin bisa saling menjaga amanah. 
Imam Syafii  mengatakan; 
 َ ف َل َم َأَا َم َرََ إ َذ َ لَاَ َ ي َد َو ََك ا
 َتاَاب َبَا َرلا َى َن َ ثَ،ََ َأ ب َحاَ َ ت َر َكََ ا َرل َى َنَ ََو ق َلاََ  ن
  تُ ؤاَي ذ لاَِّد ؤ  ي ل  فَااض ع  بَ  م ك ض ع  بَ  ن
 م أَ  ن إ ف
 َفَ و ت  نا م أ َد َلَ َع َل َأَى َنََ ا َل َم َرََ ا َل َو َلَ
 َدَ َل ل َةَ َع َل َاَى َلَِّظََ ل َ فَ َر َضَ
 ََف ي َوَ َ ي َع َص َمَي َنَ َ ت َر
 ك َو.25 
 
Bahwa ketika Allah perintahkan untuk menggadaikan barang, apabila tidak 
menemukan penulis, kemudian Allah membolehkan untuk tidak menggadaikan 
barang, melalui firman-Nya, 
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 َو ت  نا م أَ  ن
  تُ ؤاَي ذ لاَِّد ؤ  ي ل  فَااض ع  بَ  م ك ض ع  بَ  ن
 م أَ  ن إ ف 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya). Hal tersebut disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 283.Ini menunjukkan 
bahwa perintah di ayat sebelumnya, memberi kesimpulan anjuran, dan bukan 
kewajiban yang ketika ditinggalkan, bernilai maksiat.
26
 
Sementara itu, Imam Abu> BakrAh}mad al-Razi> al-Jas}a>s, seorang ulama 
Hanafiyah (w. 370 H) menjelaskan bahwa para ulama sepakat adanya catatan dan 
kehadiran saksi dalam transaksi utang piutang, hukumnya tidak wajib. Dibuktikan 
dengan banyaknya transaksi utang piutang sejak masa silam, dan turun temurun 
hingga masa beliau, namun mereka tidak mencatatnya dan tidak menghadirkan 
saksi. Dalam karya Abu> Bakr Ah}mad al-Razi> al-Jas}a>s, Ahka>m al-Qura>n, ia 
mengatakan; 
 َوَ ل
 َِ ََ ل َفَ َ ب َ  يَ َ ف َق َه
 َءاََ ا َل َم َص َراََ أ َنََ ا َل َم َرََ ب َلا
 َك َت َبا َةَ ََو اَ ل َش َه
 َداَ َو َرلا َى َنََ َا ل َذم َك َو َرَ
 َ ج َي َع َوََ  ف َىَ َذ َهََ ا َيلآ َةََ ن َد َبَ
 ََو َإ ر َش َداََ إَ ل َمَ َلَا َن
 َفَا َي َوََ ا َل َظَ َو َصلا َل َحَ ََو اَ
 ل َح ََت ي َطاََ
 ل َدل َي َنَ َو َدلا َ ن َي َأوَ،ا َنَ َش َي
 َم َاائ َنَ ََذ
 ل َكَ َغ َ ي َرَ َو
 َجا َب.27 
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Maksud kutipan tersebut diatas bahwa tidak ada perselisihan diantara ulama 
dari berbagai negeri, bahwa perintah untuk menulis ‎dan mengambil saksi, serta 
menggadaikan barang, seperti yang disebutkan dalam ayat yang dikemukakan 
sebelumnya, ‎statusnya adalah anjuran dan bimbingan, ‎yang lebih memberikan 
keuntungan dan kebaikan bagi ‏kita, serta kehati-hatian dalam masalah utang dan 
urusan dunia. Dan semua itu tidak ‏wajib. ‏ Kemudian beliau melanjutkan; 
 ََو ق َدَ َ ن َق َل
 َتََ ا َل َم َةَ َِ َلَاف َعَا َنَ َ َل َفَ َع َق َو
 َدََ َا ل َدم َ يا َن َتاَ ََو ا َل َش ََر ب
 َةَ ََو ا َ بل َي َعا
 َتاََ  ف َأَ َم َص َرا َى َمَ
 َم َنَ َغ َ يََ إ َش َه َدا َمَ، َعَ
 َع َل َمَ َ ف َق َه َئا َه َمََ ب ََذ
 ل َكَ َم َنَ َغ َ يََ ن َك َ يَ َم َ ن َه َمَ َع ََل ي َه َم َوَ، َل ََوَ َك َناََ ا َل َش َه َداَ َو
 َجاَاب َلَا َم َ تَا َر ك َو َاَا َنل
 َك َ ي َرَ َع َل َتَىَ را
 َك َوَ َم َعَ
 َع َل َم َه َمََ ب
 َو َوَ.َ  ف َذَ
 َل َكَ ََد َل ي َلَ َع َل َأَى َ ن َه َمَ ََر أ ََو هََ ن َدَاب َوَ،ا ََذ
 ل َكَ َم َ ن َق َو َلَ
 َم َنَ َع َص َرَ َنلاَ  ب َ َ َل َللااَىَ َع ََل ي َوَ َو َ َل َمََ إَ لَ
 َ ي َو
 ََم ن َىَا َذا.
28
 
 
Maksud kutipan diatas adalah umat generasi sekarang telah mengikuti 
pendahulunya dalam akad utang-piutang, jual beli di berbagai daerah, tanpa adanya 
saksi. Padahal para ulama mereka mengatahui, tanpa ada pengingkaran ulama untuk 
mereka. Andai menghadirkan saksi itu wajib, tentu mereka tidak akan tinggal diam 
untuk mengikari orang yang tidak melakukannya, padahal mereka tahu. Ini 
menunjukkan bahwa mereka menganggap hal itu sifatnya anjuran. Dan semacam ini 
dinukil dari sejak masa Nabi swa. sampai masa kita saat ini.  
Dengan memperhatikan keterangan sebelumnya, menunjukkan bahwa hukum 
asal pencatatan dan saksi dalam transaksi utang itu sifatnya anjuran. Akan tetapi, 
jika bisa dipastikan akan menimbulkan sengketa dan pertikaian jika tidak ada 
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pencatatan, maka mencatat transaksi utang atau menghadirkan saksi dalam hal ini 
statusnya wajib.  
Menurut peneliti, persoalan perintah mencatat utang piutang sangat 
kondisional, bisa hukumnya wajib, dan bisa anjuran. Kalau pencatatan tidak 
dikhawatirkan menimbulkan kerugian diantara orang yang melakukan utang piutang, 
maka menurut hemat peneliti hukumnya bersifat anjuran. Akan tetapi, jika 
pencatatan tidak dilakukan dan akan menimbulkan kesalahan, lupa, peselisihan, dan 
pertikaian,maka pencatatan hukumnya wajib. Terlebih saat ini sangat  rentan dengan 
kebohongan, pengingkaran dan segala sesuatu yang merugikan orang lain.Walaupun 
ayat 282 dalam surah al-Baqarah berbicara tentang utang piutang, akan tetapi ayat 
tersebut  dapat saja dijadikan sebagai dasar untuk digunakan untuk melihat bisnis 
rental mobil dengan pendekatan qiyas. Hemat peneiliti adalah  ketika ada maslahat 
pada ayat tertentu, maka dapat diterapkan pada masalah diluar teks ayat tersebut 
sebagai analogi (qiyas), dan para ulama membolehkan hal tersebut dengan berdasar 
pada maqa>sid syariah  serta didukung pula kaidah dimana ada kemaslahatan disitu 
terdapat hukum. 
  Kemudian dalam ayat tersebut  di atas  menerangkan tentang pencatatan, 
juga menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-
manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus 
dipedomani dalam hal tersebut. Tujuan perintah dalam ayat tersebut jelas sekali 
untuk menjaga keadilan dan kebenaran, kepastiandan keterbukaan antara kedua 
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pihak yang memiliki hubungan muamalah sebagaimana yang telah dikemukakan 
sebelumnya. 
  Dengan kata lain, Islam menganggap bahwa transaksi ekonomi 
(muamalah)memiliki nilai urgensi yang sangat tinggi, sehingga adanya pencatatan 
dapat dijadikan sebagai alat bukti (hitam di atas putih), menggunakan saksi (untuk 
transaksi yang material) sangat diperlukan karena dikhawatirkan pihak-pihak 
tertentu mengingkari perjanjian yang telah dibuat.  Untuk itulah pembukuan yang 
disertai penjelasan dan persaksian terhadap semua aktivitas ekonomi keuangan 
harus berdasarkan  bukti untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. 
  Dengan kata lain, bahwa ayat dikemukaan sebelumnya diatas adalah dalam 
mengadakan transaski ini hendaknya dilaksanakan secara tertulis, dan diperkuat 
oleh dua orang saksi. Hal seperti itu untuk menjamin jangan sampai terjadi 
kekeliruan dan lupa, baik mengenai besar kecilnya hutang ataupun waktu 
menunaikan hutang. Dengan demikian terpenuhilah syarat-syarat yang dibolehkan 
oleh syara’ (hukum Islam). Oleh karena Islam, memberikan perhatian yang cukup 
besar terhadap pencatatan dalam bertransaksi, sehingga hal-hal yang sepele pun 
tetap diperhatikan,termasuk dalam sewa menyewa atau rental. 
   Dari gambaran yang diuraiakan di atas, rental mobil yang dilakukan oleh 
antara dua pihak yakni pengguna sewa dan pemilik rental, menurut peneliti wajib 
dilakukan pencatatan sebagai langkah preventif untuk menghindari sesuatu yang 
tidak diingingkan.   
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  Selain ayat yang menjadi landasan dalam hal pencatatan rental mobil, 
peneliti juga mengemukakan hadis sebagai berikut; 
 َن بَ  د م  مَُ ا ن  ث  د حَ  لا قَ  ي
 ك ت ع لاَ  ن س  لاَ  ن بَ  لي
  ج وَ  ي  ي  ب  لْاَ  ف َ و يَ  ن بَ
 و للاَ  د ي  ب عَ ا ن  ث  د حَ  ي
 ل  ْ  ع لاَ  نا و ر مَ
 َأَايَة ي  لآاَ
 ه ذ ىَ  ل تَ  لا قَ ِّي ر  د  لْاَ  دي ع  َ َ  بِ أَ  ن عَ وي ب أَ  ن عَ ة ر ض نَ  بِ أَ  ن بَ
 ك ل م لاَ  د ب عَا ن  ث  د حَاو ن مآَ  ني
 ذ لاَا ه  ي
َ  لا ق  فَااض ع  بَ  م ك ض ع  بَ  ن
 م أَ  ن إ فَ غ ل  بَ  تَّ حَىًّم س مَ  ل ج أَ  ل إَ ن ي  د بَ م ت ن  يا  د تَا ذ إا ه ل  ب  قَا مَ  ت خ س نَ
 ه ذ ى
29 
 
Artinya; 
Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf Al Jubairi dan Jamil 
bin Al Hasan Al Atiki keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Marwan Al Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul 
Malik bin An Nadlrah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata ketika dia 
membaca ayat ini: ' Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang 
piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: ' Akan 
tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain', ia mengatakan, "Ayat 
ini menghapus ayat yang sebelumnya."(terj. penulis) 
 
Kutipan diatas, menurut penelusuran peneliti, ia merupakan atsar dari 
sahabat, yang diriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim, karena hadis diriwayatkan oleh 
sahabat, maka hadis tersebut dikenal dengan hadis mauquf. Maksudnya hadis 
tersebut hanya samapai pada tingkat sahabat. Penjelasan tersebut dapat ditemuakan 
dalam tafsir Ibn Katsir jilid I. 
 Kemudian dalam hadis di atas, memberi penjelasan bahwa apapun bentuk 
transaksi yang dilakukan termasuk rental mobil harus diadakan pencatatan, 
meskipun lanjutan hadis tersebut menyatakan, jika saling percaya, maka menurut 
hadis tersebut terkesan tidak perlu dicatat, Akan tetapi menurut hemat peneliti, 
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walaupun dibolehkan tidak mencatat dalam transaksi rental mobil dengan 
dasarsaling percaya, maka peneliti tetap berpegang untuk selalu  mencatat, hal 
tersebut kondisi saat ini, kurang menguntungkan bagi pemilik rental. Sebagaimana 
peneliti telah kemukakan sebelumnya, yaitu bahwa banyak kerugian yang dialami 
oleh pemilik rental ketika terjadi masalah, terlebih pada masalah tersebut telah 
masuk pada ranah hukum. 
Salah satu contoh pencatatan (Akuntansi) dalam rental atau sewa menyewa 
mobil yang dapat digunakan dalam pencatatan bagi pemilik rental, dan menurut 
hemat peneliti dapat mewakili dari sistem pencatatan dan dapat juga menjadi bukti 
jika terjadi hal-hal yang tidak diingingkan, pencatatan tersebut yaitu;
30
 
1 Ijarah 
a 1 Pebruari 2012 terjadi akad ijarah terhadap satu unit mobil Avanza selama tiga hari 
sewa diterima pada saat akad sebesar Rp. 900.000,- 
 Kas 900.000,-  
 Pendapatan Sewa  900.000,- 
 Penyewa   
 Beban Sewa 900.000,-  
 Kas  900.000,- 
 
                                                 
30
Rahmawati Muin, Akuntansi Syariah (PSAK Syariah) (Makassar; Alauddin University 
Press, 2002), h. 131-132. 
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  Ilustrasi di atas merupakan formulasi yang di buat oleh peneliti dengan 
mengadakan perubahan pada kalimat, tujuannya adalah  memudahkan untuk 
dipahami. Akan tetapi, dalam ilustrasi tersebut masih perlu dikuatkan dengan aturan 
yang dapat mengikat para penyewa atau pengguna mobil rental. Misalnya, pemilik 
rental mobil membuat kuitansi bagi pengguna rental sebagai bukti. Bahkan jika 
perlu melakukan akad di depan notaris. 
  Dalam hal pencatatan, ilustrasi diatas juga menunjukkan bahwa ada perincian 
perincian dalam melakukan akad ijarah. Misalnya, ada transaksi, pemberi sewa dan 
penyewa, bahkan terdapat uraian-uraian, baik uraian terhadap transaksi, pemberi 
sewa dan penyewa, sehingga pada saat pencatatan diperlukan, maka memudahkan 
bagi pihak-pihak yang melakukan akad.  
  Ilustrasi akad ijarah atau rental yang peneliti kemukan diatas tidak 
ditemukan pada pemilik rental secara umum, yang ada hanya berupa catatan nama 
penyewa, dalam pengamatan peneliti terhadap rental mobil di Kota makassar, 
pemilik rental dalam menyewakan mobilnya tidak melakukan pencatatan, yang 
dilakukan hanyalah kepercayaan kepada pengguna rental, dan hampir peristiwa 
transaksi atau akad tersebut terjadi terhadap seluruh pemilik rental yang tersebar di 
Kota Makassar. Sebagaimana yang dikemukakan pemilik rental Wirabuana, H. 
Jamaluddin bahwa kami dalam menyewakan mobil tidak melakukan pencatatan, 
kami hanya memberikan kepercaayan kepada pengguna. Bagi pemilik rental, yang 
terpenting baginya adalah ketika mobil telah tiba waktu pengembalian, maka mobil 
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tersebut telah berada di rumah.
31
Peneliti hanya melihat daftar mobil yang dirental 
pengguna yang ditulis di white board. 
  Senada dengan H. Jamaluddin, H. Taufik, ia mengatakan bahwa ketika  
seseorang ingin merental mobil kami, maka kami melakukan pembicaraan mengenai 
sewa mobil yang ingin dirental, begitu kami sepakat dengan orang tersebut, maka 
kami langsung memberikan kunci mobil tersebut tanpa dicatat.
32
 Dan bahkan 
hampir semua para pemilik rental mobil melakukan hal yang sama, sebagaimana 
yang dilakukan oleh H.Jamaluddin tersebut di atas. 
 Selain bentuk pencatatan dikemukan sebelumnya, ada pencatatan dalam bentuk 
yang lain sebagai alternatif pencatatan yang dalam ilmu akuntansi disebut dengan 
jurnal. Jurnal adalah setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dalam 
sebuah buku.
33
 Dengan demikian jurnal dapat menyediakan informasi tentang 
transaksi keuangan  yang dicatat dari hari ke hari. Contoh jurnal yang dapat 
digunakan dalam setiap kali terjadi transaki, dan jurnal tersebut dapat dibuat bagi 
pemilik rental mobil. 
 
 
                                                 
31
H. Jamaluddin (61 Tahun), Pemilik Rental Mobil Wirabuana, Wawancara, Makassar,  2 
Mei 2015. 
 
32
H. Taufik (56 Tahun), Pemilik Rental Mobil Ophick, Wawancara, Makassar,  4 Mei 2015. 
 
33
Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern (Cet. VII;  Yogyakarta: Liberty 
Yogyakarta, 1999), h. 318. 
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Bukti Jurnal         No.022 
Tanggal Nama Akun Kode 
Akun 
Debit Kredit 
     
3/12/2000 Beban Sewa 53 500.000.,  
 Kas 11  500.000., 
     
Pengeluaran 
Pembayaran sewa ruang untuk bulan Desember 2000 
  
  
Dibuat oleh: Edy Disetujui oleh: Basuki 
 
  Bukti jurnal memperlihatkan nama-nama akun yang di debit dan di kredit 
berikut nama akun serta jumlahnya. Disamping itu, di dalamnya jugadicantumkan 
nama dan tanda tangan yang membuat dan menyetujui bukti jurnal. Dengan 
demikian, bukti jurnal dapat menunjukkan siapa yang bertanggungjawab atas 
kebenaran pencatatan transaksi apabila di kemudian hari terjadi masalah. Tanggal 
yang dicantumkan dalam bukti jurnal harus sama dengan tanggal yang tercantum 
dalam kuitansi. Tanggal dalam kuitansi itu sendiri menunjukkan saat terjadinya 
transaksi, bukti jurnal tetap diberi nomor urut, sehingga memudahkan dalam 
penyimpanan dan pencariannya di kemudian hari.  
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  Bukti jurnal dapat dibuat untuk semua transaksi, termasuk transaks-transaksi 
yang tidak melibatkan pihak luar. Bahkan transaksi-transaksi ini, bukti jurnal 
menjadi penting, karena tidak tersedianya bukti yang dapat digunakan sebagai dasar 
pencatatan.
34
 
  Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan 
(journalizing). Prosodur yang diterapkan untuk jurnal umum adalah sebagai berikut; 
1. Setiap halaman jurnal diberi nomor urut untuk referensi. 
2. Tahun dicantumkan sekali saja pada baris paling atas dari kolom tanggal di 
setiap halaman jurnal, kecuali dalam halaman tersebut bulannya berubah. 
3. Bulan dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal  di setiap halaman 
kecuali dalam halaman tersebut bulannya berubah. 
4. Tanggal dicantumkan sekali saja pada kolom tanggal untuk setiap hari, 
tanpa memandang jumlah transaksi yang ada pada hari itu. Tanggal yang 
dicatat adalah tanggal terjadinya transaksi, bukan tanggal dicatatnya 
transaksi dalam jurnal. 
5. Nama akun yang didebit dicantumkan pada tepi paling kiri dalam kolom 
keterangan. Nilai uangnya dicatat dalam kolom debit. 
6. Nama akun yang di kredit  dicantumkan di bawah agak ke kanan dari akun 
yang di debit. Nilai uangnya dicatat dalam kolom kredit. 
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Sumarso S.R., Akuntansi: Suatu Pengantar, Edisi 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 93. 
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7. Penjelasan singkat dapat dicatat  di bawah agak ke kanan dari setiap jurnal. 
Kadang-kadang penjelasan ini ditiadakan. Yaitu apabila sifat transaksi sudah 
jelas, atau apabila penjelasan terlampau panjang untuk sebuah  transaksi 
yang kompleks, atau apabila dapat digantikan dengan referensi pada 
dokumen yang mendukungnya. 
8. Kolom referensi digunakan untuk mencatat nomor kode akun yang 
bersangkutan di buku besar. Kolom ini diisi pada waktu pemindahaan buku 
(posting) ke buku besar. 
9. Nomor bukti transaksi yang diajdikan dasar pencatatan dalam jurnal dicatat 
dalam kolom nomor bukti. 
  Berdasarkan uraian sebelumnya, pencatatan diperlukan dalam rangka sebagai  
alat bukti (hitam di atas putih) jika pada saat tertentu terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengguna rental mobil. Selain itu, dengan 
adanya pencatatan yang dilakukan pada saat terjadi transaksi dalam hal ini adalah 
penyerahan kendaraan kepada pengguna akan menjadi dasar yang kuat bagi pemilik 
rental ketika terjadi penyalahgunaan mobil oleh pengguna rental. 
  Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan mobil oleh pengguna rental telah 
banyak terjadi. Misalnya, pengguna menggadaikan mobil yang direntalnya kepada 
pihak ketiga dengan menawarkan mobil sebagai jaminan, kemudian meminjam uang 
dengan nominal yang bervariasi. 
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  Fakta tersebut diaatas, dialami oleh H.Jamaluddin dimana mobil rentalnya 
digadaikan oleh pihak pengguna kepada pihak ketiga dengan mengambil uang Rp. 
15.000.000., ketika H. Jamaluddin ingin mengambil mobilnya, maka pihak ketiga 
bersikeras tidak ingin mengembalikan mobil milik H.Jamaluddin sebelum uangnya 
pihak ketiga dikembalikan. Dengan sangat terpaksa H. Jamaluddin mengembalikan 
uang pihak ketiga meskipun pengembalian uang tersebut diangsur sebanyak tiga 
kali.
35
 Berdasarkan anjuran dari penguji untuk wawancara langsung, maka peneliti 
mengadakan wawancara kembali dengan H. Jamaluddin. 
  Wawancara yang peneliti lakukan dapat dilihat bagi pemilik rental yang 
tidak melakukan pencatatan pada saat terjadi transaksi sebagai berikut; 
 ‚Mobilku yang dirental yang bernama Erwin, tanpa saya catat, karena saya 
percaya, karena biasaji dia rental mobilku dan dia akan pakai selam 5 hari ( mulai 
hari jum’at tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 10 Maret 2015) 
Waktu dia mau pakai dia bilang mau pakai ke Selayar untuk reaksi dengan 
keluarganya. Waktu itu saya percaya, makanya saya kasih mobilku. Dan dia (Erwin) 
kasih saya uang tanda jadi sebanyak tiga ratus ribu rupiah. Setelah 5 hari mobilku 
belum dikembalikan.Karena mobilku belum dikembalikan, maka saya telpon, tetapi 
Erwin bilang ditambah waktunya selama satu hari. Dan setelah saya tunggu setelah 
ditambah waktunya, belumpi juga dikasih kembali itu mobil, selalu dia (Erwin) 
bilang tunggu Pak. Pasti saya kembalikanji itu mobilta dan saya tambah uang 
rentalta. Tetapi sampai hari H-nya, dia (Erwin) tidak datang, sehingga saya cari 
mobilku ternyata dia (Erwin) gadaikan mobilku.‛36 
 
  Lain halnya H. Jamaluddin, Ibu Kalong, Pemilik rental Eko, ia mengatakan; 
  ‚Mengenai pertanyaan Bapak (peneliti) tentang orang yang 
menyalahgunakan mobil rentalku. Ibu kalong mengatakan: sudah pernah ada orang 
                                                 
35
H. Jamaluddin (61 Tahun), Pemilik Rental Mobil Wirabuana, Wawancara, Makassar,  5 
September 2015. 
 
36
H. Jamaluddin (61 Tahun), Pemilik Rental Mobil Wirabuana, Wawancara, Makassar,   3 
Juli  2017 
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yang rental kepada saya dan itu saya tidak bukukan (dicatat), baik itu laki-laki 
maupun perempuan. Dan diantara orang yang pernah rental mobilku, ada orang yang 
tidak bagus caranya, contohnya, orang itu tidak mengembalikan mobilku. Setelah 
saya cari, orang yang rentalki di simpan saja di pinggir jalan di Maros.‛37 
 
  Keluhan yang senada juga di sampaikan Pak Wawan, pemilik Kartika Rental, 
ketika Peneliti melakukan wawancara, Pak Wawan mengatakan; 
  ‚Ada Pak (Peneliti), orang yang datang ke Saya (Pak Wawan), mau disewa 
(dirental) mobilku, dan itu Saya tidak tulis, hanya kepercayaan saja, waktu itu hari 
Sabtu, Alasan orang itu mau menghadiri acara aqiqah sepupu satu kalinya di Barru, 
Saya tidak tau orang apa dia (Perental) Bugis atau Makassar, yang jelasnya dia mau 
sewa mobilku satu hari, karena orangnya Saya perhatikan baik-baikji, makanya 
Saya kasih mobilku untuk dirental, dengan 300 ribu perhari (mobil Avanza), tapi 
mobilku ternyata dia pakai tiga hari dan itu mobil dia simpan dekat Puskesmas 
Batua Raya, nanti pagi-pagi saya kaget, kenapa ada mobilku di Puskesmas. Dan dia 
belum bayar sewanya.‛38 
 
  Pemilik Dian Putri Rental, Pak Asri sekaitan dengan permasalahan yang 
tersebut di atas, ia mengatakan; 
  ‚Sebagai orang Bugis Makassar, berat rasanya ketika ada orang yang mau 
menyewa mobil, baru tidak diberi apalagi mobil rental itu ada.Maka saya 
menyewakan mobilku kepada orang tersebut, meskipun saya tetap ada kekhawatiran 
terhadap orang yang merental (menyewa), karena tidak kutulis di buku.Sekalipun 
saya tidak mengharapkan yang tidak saya inginkan, tetapi tetap saja terjadi Pak. 
Contohnya, orang yang menyewa itu menunda-nunda membayar sewa mobil dengan 
macam-macam alasan.‛39 
 
  Daeng Naba sebagai pemilik Naba Rental terkait dengan masalah yang sama 
yang telah disebutkan sebelumnya. Ia mengatakan ketika peneliti melakukan 
wawancara dengannya, ia mengatakan; 
                                                 
37
Ibu Kalong (58 Tahun), Pemilik Eko Rental , Wawancara, Makassar,   10 Juli  2017. 
 
38
Pak Wawan (52 Tahun), Pemilik Kartika Rental, Wawancara, Makassar,   10  Juli  2017. 
 
39
Pak Asri (38 Tahun), Pemilik Dian Putri Rental, Wawancara, Makassar,   17 Juli  2017. 
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 ‚Kejadian ini Pak (Peneliti), umumnya dialami oleh pemilik rental, tapi kita 
namanya berbisnis harus berani menanggung resiko, dan itu memang pasti terjadi. 
Saya kasiki contoh yang pernah saya alami, ada orang datang mau rentalki mobilku 
tanpa diarsipkan, dengan harga Rp. 250.000 perhari dan itu dalam kota saja 
(Makassar). Saya kasikanmi untuk dia sewa dua hari, tapi begitu sampai waktunya 
dia tidak bayar pulki, dia kasika Rp. 400.000 saja alasannya anaknya sakit butuh 
biaya rumah sakit.
40
 
 
  Pak H. Fatahuddin,  PemilikTanralili Rental dalam wawancara dengan 
peneliti, ia mengatakan; 
 
  ‚Kami dalam merentalkan mobil kepada pengguna, biasa terjadi sedikit 
kerugian, dimana pada saat pengguna merental mobil kami sering terjadi 
kekecewaan karena apa yang telah dibicarakan (disepakati) dalam rental itu, 
maksudku sewanya biasa tidak sesuai. Misalnya, perental menyewa mobilku sekian 
(Rp. 250.000), tapi yang dia bayar tidak begitu (Rp.200.00).‛41 
 
  Berdasarkan fakta yang dialami pemilik rental di atas, maka tepat kiranya 
anjuran Islam untuk melakukan pencatatan setiap kali ingin melakukan transaksi 
apaun namanya, termasuk transaksi rental mobil. Jika hal tersebut tidak 
dilaksanakan, maka terjadi sesuatu yang tidak diingingkan.  Sekiranya pencatatan 
dilakukan maka hal tersebut bisa diminimalisir tindak penyalahgunaan oleh pihak 
pengguna rental yang tidak bertanggungjawab. 
  Manfaat pencatatan pada saat transaksi rental mobil dapat juga membantu 
pemilik rental mobil ketika terjadi tindak kriminal yang dilakukan oleh pengguna 
rental mobil, sebagaimana yang dikemukan oleh pemilik Eko rental , pada saat 
mobilnya digunakan pengguna rental, kemudian pengguna menyimpan di tempat 
yang sepi, hal tersebut dilakukan setelah pengguna tidak mampu membayar uang 
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Daeng Naba (51 Tahun), Pemilik Daeng Naba Rental, Wawancara, Makassar, 17 Juli  2017 
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H. Fatahuddin, (57 Tahun),Pemilik Tanralili Rental, Wawancara, Makassar, 19 Juli  2017 
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rental. Pada saat mobil tersebut ditemukan oleh pemilik, ternyata telah berada di 
kantor polisi. 
  Pada saat yang sama pemilik ingin mengambil mobil rentalnya, akan tetapi 
pihak berwajib dalam hal ini adalah pihakkepolisian. Ketika pemilik ingin 
mengambil mobil rentalnya, polisi tidak ingin menyerahkan mobil tersebut. Polisi 
meminta bukti transaksi  rental tersebut. Akan tetapi pemilik tidak dapat 
menunjukkan bukti rental tersebut, sehingga terjadi perdebatan antara pemilik dan 
pihak kepolisian. 
  Kasus tersebut diatas menunjukkan betapa pentingya transaksi rental mobil 
yang tercatat. Seandainya bukti transaksi (ilustrasi akuntasi akad ijarah) tersebut 
dapat dihadirkan ketika mobil rental bermasalah dengan cepat mobil rental tersebut 
dibawa pulang oleh pemilik  rental. 
  Dalam Islam, pencatatan dalam bertransaksi sangat urgen. Hal tersebut 
memiliki manfaat bagi orang yang bertransaksi yaitu sebagai alat bukti jika di 
kemudian hari ada pihak yang mengingkari dari sebuah perjanjian.  
C. Penyerahan Mobil Rental Kepada Pengguna Dengan Hanya Menitip 
KTP,STNKMotor dan MotorSebagai Jaminan Menurut Hukum Islam. 
Kebutuhan terhadap rental mobil dalam kehidupan masyarakat Kota 
Makassar sangat signifikan. Hal tersebut dapat disaksikan dibeberapa ruas jalan-
jalan disesaki oleh banyak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Hal ini juga 
mengindikasikan bahwa Kota Makassar termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan 
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ekonomi  yang cukup pesat. Dan salah satu indikatornya adalah banyak kendaraan  
yang memenuhi Kota Makassar.  
Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi, maka mereka 
dengan mudah dapat membeli kendaraan, terutama mobil dengan berbagai macam 
merek. Akan tetapi bagi masyarakat yang berpenghasilan minim atau di bawah 
standar, maka untuk memenuhi kebutuhan roda empat atau mobil, maka mereka 
merental mobil.  
Masyarakat Kota Makassar yang merental mobil tidak menemui kesulitan 
yang berarti untuk mendapatkan mobil rental. Para pemilik rental mobil yang 
terdapat di Kota Makassar cukup banyak tersebar di pinggir-pinggir jalan. Bahkan 
dalam pengamatan peneliti, para pemilik rental dalam satu kecamatan cukup banyak 
dan ada yang bertetangga tiga rumah semuanya pemilik rental. Pemandangan seperti 
itu dapat disaksikan di jalan Toddpuli Raya Timur. 
Persaingan para pemilik rental sangat kompetitif. Hal ini tidak terlepas dari 
kebutuhan dan desakan ekonomi, sehingga mereka sangat antusias dalam 
mengembangkan usaha rentalnya masing-masing. Dan tidak jarang bagi orang yang 
tidak mampu menyelesaikan angsuran kredit mobilnya, diserahkan kepada pemilik 
rental untuk melakukan take over dalam menyelesaikan angsuran kredit 
mobilnya.Bagi pemilik rental, take over  merupakan keuntungan tersendiri 
disebabkan pemilik mobil hanya meminta uang tadi jadi (down payment ), 
sementara angsuran yang telah terbayar tidak ada kompensasi. 
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Dalam melakukan transaksi rental mobil, para pemilik rental pada umumnya 
meminta kepada calon pengguna rental berupa KTP, STNK dan motor tahun 
produksinya tidak melewati tahun 2002 untuk dijadikan sebagai jaminan dalam 
merental mobil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Taufik, pemilik rental 
Ophick sebagai berikut; 
‚Pada waktu datang perental yang mau merental mobil kami, Saya (Pak 
Taufiq) sebelum dia ambil mobil, Saya (Pak Taufik) meminta menyimpan KTP, 
STNK motor dan motor untuk dijadikan jaminan mobilku yang dirental, karena 
itulah peganganku Pak (Peneliti). Karena kalau ada apa-apanya mobilku, maka 
jaminan bisa dipakai untuk bukti.‛42 
 
H. Jamaluddin (61 Tahun), Pemilik Rental Mobil Wirabuana, pemilik rental 
ini lebih longgar dalam memberikan persyaratan dalam merentalkan mobilnya, ia 
mengatakan; 
‚ Masalah rental mobil, saya mungkin tidak terlalu ketatji dalam memberikan 
syarat kepada orang yang mau merental mobilku. Saya minta KTPnya, STNK 
motornya dan motornya. Kalau salah satu diantara ketiga itu tidak ada, maka saya 
biar dua saja KTP dan STNK motor saja. Karena kalau harus ada semua yang Saya 
minta, biasanya dia cari mobil rental lain, padahal Saya (Pak H. Jamaluddin) 
butuhka uang untuk membayar cicilan mobil rentalku yang belum lunas. Apalagi 
kalau orang yang mau rentalki mobilku, itu saya tahuji orangnya, biar tidak ada 
sama sekali yang tiga itu (KTP, STNK dan motor).
43
 
 
 H. Suardi (49),  PemilikAbadi Rental, ia mengatakan; 
 
‚Ini bisnis Pak (Peneliti), menjanjikan, kalau dikelola secara baik dan pintar-
pintarki lihat situasi. Maksudku pintar-pintarki melihat orang, termasuk orang yang 
mau sewa mobil. Biasanya kalau ada orang yang datang ke Saya yang mau rentalki 
mobilka, saya suruh dia simpan KTPnya, STNK motornya dan motornya. Karena 
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Taufiq (52Tahun), Pemilik Rental Mobil Ohpick, Wawancara, Makassar,  18  Juli  2017. 
 
43
H. Jamaluddin (61 Tahun), Pemilik Rental Mobil Wirabuana, Wawancara, Makassar,   3 
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tiga syarat ini cukupmi bisa dijadikan jaminan, tapi tidak semuanya saya kasih 
begitu (harus ada ketiga jaminan), itu kalau orang yang selalu rentalki mobilku dan 
Saya tahu persisji orangnya.‛44 
 
Pak Mahadi,  PemilikCV.Rental 77, ia mengatakan; 
 
Kalau kita pemilik rental mobil, kalau mau dikasi’ rental mobil kepada orang 
lain, maka kalau Saya harus orang itu dia titip KTPnya, STNK motornya dan 
motornya, kenapa ? kalau  kita tdak ada pegangan, nanti kita bisa susah, kalau orang 
yang rental mobil itu tidak mau bertanggungjawab. Maksudku kalau orang itu ada 
perbuatannya yang bisa merugikan Saya.
45
 
 
Sebelum melakukan penyerahan barang yang di sewa kepada pihak yang 
menyewa barang tersebut, maka pihak penyewa harus memenuhi persyaratan yang 
telah di tentukan oleh pihak rental menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
STNK motor sertamotor.
46
 
Persyaratan yang diajukan pemilik rental tersebut di atas, secara umum 
dilakukan hampir seluruh pemilik rental di Kota Makassar. Jaminan berupa Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), STNK dan motor diberlakukan sebagai pengganti uang 
sewa sementara yang pada saat transaksi belum diserahkan oleh pengguna jasa 
rental. Uang sewa diserahkan pengguna rental diserahkan secara bersamaan ketika 
mobil yang dirental dikembalikan. 
Terkait dengan uraian diatas, dalam QS Al-Baqarah/2:283, Allah swt. 
berfirman; 
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‏‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏  ‏  ‏  ‏‏ ‏ ‏  ‏   ‏
  ‏ ‏  ‏    ‏  ‏‏  ‏‏‏ ‏ ‏‏ ‏   ‏
   ‏ ‏  ‏‏ ‏‏ ‏‏‏ 
 
Terjemahanya: 
 Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai 
sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
47
 
Dalam ayat tersebut di atas, ada  kata yang dapat dijadikan dasar untuk 
mengurai permintaan pemilik rental terhadap pengguna rental berupa KTP, STNK 
dan motor untuk dijadikan sebagai jaminan dalam merental sebuah mobil. Meskipun 
ayat yang telah disebutkan sebelumnya, lebih banyak berbicara  utang piutang, 
namun bagi peneliti ayat tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk 
digunakan dalam menganalisis rental mobil. 
Kata  ٌن ََٰهِرَف ٌةَضوُبْق َّم berarti ‚maka hendaklah memberi barang jaminan yang 
dapat dipegang‛. hal ini menjelaskan suatu transaksi yang tidak tunai yang 
dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis (katib) yang 
menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang 
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berpiutang. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya dan 
mempercayai juga sebagai pemenuhan prinsip kehati-hatian. Kecuali masing-masing 
pihak saling percaya dan menyerahkan diri kepada allah, maka transaksi itu boleh 
dilakukan tanpa adanya barang tanggungan karena yang berhutang akan 
membayarnya. 
Kata  َداَه َّشلا اوُمُتْكَت َة  berarti ‚kalian sembunyikan kesaksian‛. Haramnya 
menyembunyikan persaksian dan bahwa orang yang melakukan itu hatinya benar-
benar telah berdosa yang merupakan raja dari seluruh anggota tubuh. Hal itu 
dikarenakan menyembunyikan hal tersebut adalah seperti persaksian dengan yang 
batil dan dusta, yang mengakibatkan hilangnya hak-hak, rusaknya muamalah, dan 
dosa yang berulang-ulang bagi orang tersebut. Allah mengetahui atas segala apa 
yang diperbuat oleh para hamba sebagai dorongan bagi mereka untuk bermuamalah 
yang baik dan peringatan dari muamalah yang buruk. 
Melihat uraian yang dikemukan di atas, dapat ditarik kandungan ayat yaitu 
bahwa jaminan yang ada di tangan pihak piutang, adalah amanah dan si piutang 
tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak 
benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang 
yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu dikembalikan 
kepadanya secara utuh. Orang yang berutang pada hakekatnya dianggap sebagai 
orang yang amanah sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar utangnya 
itu tepat pada waktunya, supaya orang yang memberikan pinjaman tidak 
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memperoleh kerugian. Khususnya di tempat di mana orang yang berpiutang 
kepercayaannya kepada yang berutang sedemikian besarnya sehingga tidak meminta 
jaminan, maka dalam kondisi seperti ini, pihak yang berutang harus memandang 
Allah dan tidak memakan harta orang lain. 
Kemudian dari kandungan ayat 283, minimal ada poin penting yang dapat 
dijadikan seabagai pelajaran yaitu, pertama,  transaksi bukan tunai, janganlah 
ditegaskan atas janji lisan, melainkan dengan tertulis dan mengambil kesaksian. 
Transaksi itu lebih baik dikokohkan dengan mengambil jaminan. 
dan yang kedua yaitu dengan jalan membayar hutang tepat waktunya, berarti kita 
telah memelihara kepercayaan dan keamanan ekonomi masyarakat terjaga.  
Dari uraian yang dikemukan tersebut di atas, jika dilihat  dari perspektif 
hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah  rahn. Dalam kehidupan Kota 
Makassar, transaksi muamalah dengan  rahn telah terjadi di antara masyarakat. 
Transaksi tersebut sering terjadi, akan tetapi masyarakat Kota Makassar tidak 
menyadarinya. 
 Ketidaktahuan terhadap  istilah rahn tersebut diatas, disebabkan istilah 
tersebut kurang  familiar di tengah masyarakat Kota Makassar. Mereka hanya 
mengenal dengan istlah jaminan. Jaminan dalam konteks yang dilakukan oleh para 
pemilik rental adalah suatu yang dapat dipegang sebagai  kompensasi sewa rental 
pada saat terjadi penyerahan mobil. 
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 Dalam hal yang dijadikan jaminan dalam rental mobil sebagai yang 
dikemukan sebelumnya, yaitu berupa KTP, STNK dan  motor. Menurut hemat 
peneliti berdasarkan tela’ah sumber-sember referensi yang ada, maka yang 
dipraktekkan oleh para pemeilik rental dan pengguna rental, sebaiknya ditinjau 
kembali. Hal tersebut disebabkan barang jaminan yang berupa  KTP, STNK dan 
motor tidak senilai  dengan mobil yang dirental atau disewa. Selain itu barang 
jaminan dapat dijual. 
Kemudian jaminan berupa KTP dan STNK  tidak memenuhi syarat sebagai 
jaminan. Dalam pandangan peneliti jaminan tersebut seyogyanya memenuhi syarat-
syarat sebagai jaminan sebagaimana terpenuhinya   syarat-syarat dalam jual beli, 
sehingga jaminan tersebut dapat dijual untuk menutupi kekurangan dari nilai barang 
yang dijaminkan dan untuk memenuhi hak pemilik rental. 
Juga hal yang selama ini dipraktekkan antara pemilik rental dan pengguna 
rental adalah motor yang dijaminkan terkadang masih dalam angsuran. Ini berarti 
tidak sesuai dengan syarat dalam menjaminkan barang. Sebab syarat motor yang 
dijaminkan adalah motor yang telah lunas angsurannya, sedangkan dalam banyak 
kasus yang dialami oleh pemilik rental dalam kota Makassar adalah masih 
banyaknya pemilik motor dimana motornya yang dijadikan sebagai jaminan masih 
dalam angsuran. Dengan demikian ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka 
pemilik rental akan mengalami kerugian oleh karena motor yang dijaminkan 
pengguna rental tidak dapat di jual karena motor tersebut masih dalam angsuran. 
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Selain itu, barang jaminan berupa KTP juga tidak dapat dijadikan sebagai 
jaminan. Oleh karena dalam persyaratan dalam jaminan antara pemilik rental dan 
pengguna rental adalah bahwa barang jaminan tersebut harus bermanfaat. Manfaat 
yang dimaksud adalah manfaat dalam kaitannya secara materi atau manfaat yang 
dapat dirasakan. Oleh karena itu, menurut hemat peniliti apa yang dipraktekkan 
selama ini oleh pemilik rental tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. 
D. Akibat Hukum bila Terjadi Kerusakan dan Wanprestasi Menurut Hukum Islam 
Dalam pengamatan peneliti di lapangan terkait dengan mobil yang dirental oleh 
pengguna rental mobil. Berdasarkan hasilwawancara penelitidengan salah seorang 
pengguna rental yaitu Bapak Saharuddin. Ia menuturkan kejadian yang dialaminya 
ketika merental sebuah mobil tepatnya di  Naba Rental. Naba rental adalah milik Dg 
Naba. 
Bapak Saharuddin merental mobil yang akan digunakan untuk keperluan 
hajatan pesta pernikahan keluarganya di Sengkang. Setelah tiba di tempat tujuan, 
Bapak Saharuddin memarkir mobil yang dirental. Pada saat mobil telah diparkir dan 
hujan pun turun dengan amat deras disertai angin puting beliung, sehingga beberapa 
rumah roboh dan kebetulan mobil yang diparkir Bapak Saharuddin di depan rumah 
keluarganya terimpa pohon yang tumbang dan tepat mengenai mobil tersebut
48
 
Saya Pak (Peneliti), pernah saya rental mobil selama tiga hari, waktu itu ada 
keluargaku mau pesta, karena saya tidak punya mobil, jadi saya rental mobil dan 
saya pergi ke Sengkang satu keluarga Pak (Peneliti), begitu saya sampai di 
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Sengkang, kebetulan hujan keras dan ada pohon jatuh dan persis kena itu mobil dan 
saya pergi lihat, saya kaget, mulai kaca spion mobil, atap mobil, pokoknya rusak 
beratki itu mobil.
49
 
 
Insiden yang sama juga dialami oleh Muhammad Fatrah, ia mengatakan; 
 
Pengalaman saya begini Pak, waktu pernah ada longsor, saya kurang ingat 
tahun berapa, mobil yang saya rental ke Malino waktu itu mau ke rumah orangtuaku, 
tiba-tiba ada longsor, karena longsor, pinggir bukit itu ada batu jatuh dan kena kaca 
mobil sebelah kiri pecah.
50
 
 
Kejadian yang menimpa Bapak Saharuddin harus memperbaiki dengan 
merengguk koceknya untuk mereparasi kaca spion mobil yang rusak tersebut sekitar 
Rp. 1.000.00.,. 
Setelah seluruh hajatan Bapak Saharuddin selesai dan menceritakan peristiwa 
yang di alaminya kepada pemilik rental untuk konfirmasi mengenai biaya reparasi 
yang digunakannya terhadap mobil milik Dg Naba untuk melakukan penggantian 
biaya reparasi tersebut. Akan tetapi Dg Naba tidak respek bahkan berdalih bahwa 
kerusakan tersebut tanggung jawab Bapak Saharuddin selaku pengguna rental, 
sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti.
51
 
Insiden yang  menimpa Bapak Muhammad fatrah di atas, pada dasarnya 
sama. Maksudnya bahwa baik Bapak saharuddin maupun Bapak Muhammad Fatrah 
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semuanya kejadian yang terjadi pada mereka adalah perbuatan yang di luar 
kemampuan mereka, yang dikenal dengan keadaan memaksa. 
Berdasarkan uraian peristiwa di atas, maka dalam hukum Islam telah 
mengatur mengenai hal tersebut. Dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa tanggung 
jawab yang terkait dengan konsep ganti-rugiperdata untuk memberikan ganti rugi 
yang bersumber kepada perbuatan merugikan (al-fi’l al-d}arar) atau dalam istilah 
hukum perdata Indonesia disebut dengan perbuatan melawan hukum.
52
  Dalam 
hukum Islam, terkait dengan ganti rugi dibahas pada d}aman. Dan  d}aman dalam 
hukum Islam bertujuan untukmelindungi hak-hak individu serta bertujuan untuk 
mengganti atau menutupi (al-jabru) kerugian pada korban. 
Sekalipun d}aman dibenarkan dan dilegislasi dalam hukum Islam, tidak serta 
merta akan diterapkan pada sebuah peristiwa sebagaimanayang dialami oleh bapak 
Saharuddin diatas. D}aman dapat saja diterapkan jika ada sebab-sebab d>}aman yang 
mengakibatkan pemilik rental berhak menuntut d}aman atau kompensasi yang 
dilakukan oleh pengguna rental mobil pada sebuah kejadian atau perisitwa yang 
terjadi. 
Dalam peristiwa tersebut diatas, apabila menggunakan sebab-sebab d}aman 
yaitu ta’addi>.Ta’addi> dapat dipahami sebagai melakukan perbuatan terlarang dan 
atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum dan ta’addi> dapat juga dipahami 
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melanggar hukum syariah (mukha>lafatu ahka>m syari’ah) seperti pada kasus 
perusakan barang( al-itla>f).  Singkatnya,  ta’addi> adalah suatu sikap yang tidak 
diizinkan atau dilarang oleh syariah.
53
 
Selain ta’addi>,  untuk menutut ganti rugi atau kompensasai kepada pengguna 
rental yang dialami oleh Bapak Saharuddin, maka sebab yang lain adalah adanya 
dharar. Dharar dalam konsep hukum Islam menjadi sendi akan terwujudnya dhaman, 
sehingga tidak akan ada dhaman sepanjang tidak ada dharar. Walaupun demikian, 
dhaman boleh saja dibatalkan, jika dalam sebuah peristiwa sebagai yang dialami 
oleh Bapak Saharuddin mampu membuktikan bahwa apa yang dialaminya diluar 
kemampuan Bapak Saharuddin untuk menghindarinya. Dalam hukum Islam dikenal 
dengan istilah darurat, emergency atau overmacht dalam bahasa Inggris. 
Jika demikian halnya, peristiwa yang dialami oleh Bapak Saharuddin, maka 
pemilik rental dalam hal ini Dg Naba seharusnya tidak meminta dhaman, oleh 
karena peristiwa yang dialami oleh Bapak Saharuddin diluar kemampuannya. Oleh 
karean itu, biaya reparasi mobil rental yang dikeluarkan Bapak Saharuddin untuk 
mobil Dg Naba  seharusnya diganti oleh Dg Naba. 
Untuk terwujudnya d}aman selain dua yang telah disebutkan sebelumnya, 
sebab d}aman yang ketiga adalah adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas. Hal 
yang logis manakala kewajiban Bapak Saharuddin  untuk memberikan terhadap Dg 
Naba  d}aman timbul dari kesalahannya karena tidak melaksanaka akad rental mobil 
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yang telah disepakati. Sebaliknya, tidaklah logis apabila Bapak Saharuddin 
diwajibkan memberikan penggantian kepada Dg Naba atas suatu yang bukan 
merupakan kesalahannya atau mungkin merupakan kesalahan Bapak Saharuddin, 
akan tetapi ia dalam situasi terpaksa oleh keadaan sehingga tidak dapat melakukan 
perikatannya. Dan inilah yang dalam hukum perjanjian, termasuk perjanjian dalam 
hukum Islam disebut keharusan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan Bapak 
Saharuddin dengan kerugian Dg Naba. Dengan kata lain, Bapak Saharuddin tidak 
dapat dibebani ganti rugi apabila kerugian Dg Naba tidak disebabkan oleh kesalahan 
Bapak Saharuddin yang tidak melaksanakan kewajibannya. 
Selanjutnya, para pengguna rental yang akan menyewa mobil mereka 
menelpon.Mengenai  prosedur penyewaan kendaraan  yaitu datang secara langsung 
ke pemilik rental mobil dan melihat secara langsung kendaraan yang akan mereka 
sewa, atau  penyewa bisa langsung memilih  dan menyewa kendaraan yang akan 
mereka sewa  lewat telepon dengan persyaratan penyewa tersebut telah dikenal 
dekat oleh pemilik jasa Rental, karena untuk menghindari penipuan yang akan 
merugikan pihak pemilik rental. Pernyataan tersebut sama apa yang diungkapkan 
oleh Ibu Kalong, pemilik jasa rental Eko yaitu bahwaapabila pemesanan atau 
persewaan mobil dilalakukan lewat telepon maka penyewa bisa menyebutkan jenis 
kendaraan yang akan disewa atau dipesan, dan mengenai harga kendaraan ditentukan 
sesuai jenis dan tempat tujuan kendaraan.
54
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Dalam menjalankan sebuah usaha sewa jasa transportasi, pemilik rental 
banyak mengalami lika liku dalam usahanya.Kadang kala mendapatkan keuntungan. 
Akan tetapi juga banyakmengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak pengguna 
atau penyewa,diantaranya kelalaian dalam pengembalian barang sewa, sertarusaknya 
barang yang disewa. Oleh karena itu,  pihak pemilik rentalmenerapkan biaya denda 
sebagai pengganti atas kerugian yangdiakibatkan oleh pihak penyewa.  
Terkait dengan denda yang dikenakan bagi pengguna jasa rental yang 
disebabkan keterlambatan, maka  biaya yang harus di keluarkan oleh pihak penyewa 
akibat kelalain dalam penggembalian sebesar 10 % dari harga  rental mobil tersebut, 
biaya denda dihitung perjam oleh pihak pemilik rental .  Denda tersebut dikenakan 
apabila pengguna rental terlambatmengembalikan mobil rental setelahwaktu dan 
tanggalpengembalian barang sewa sesuai dengan perjanjian yang disepakati diawal. 
Keterlambatan mengembalikan barang sewaan, biasanya disebabkanadanya kendala 
dari pihak pengguna rental . Penyelesaian dari kendala tersebut ialah membayar 
biaya dendaketerlambatan yang sudah di tentukan besar kecilnyadenda (10 %). 
Hal yang sama juga dikemukan oleh H. Jamaluddin, ia mengatakan bahwa 
penerapan biaya denda pada penyewa sebesar 10% dari harga sewa mobil, karena 
banyak dari pihak pengguna rental yang lalai dengan prestasi yang harus di tepati 
sehingga pihak pemilik rental yang menanggung kerugian. Oleh sebab itu, maka 
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pihak rental mengenakan biaya denda kepada pihak penyewa sebagai ganti rugi atas 
kesalahn dari pihak penyewa.
55
 
Mengenai cara perhitungan denda yang digunakan para pemilik rental 
terhadap pengguna adalah harga sewa   x lama keterlambatan = biaya yang harus di 
bayar dikali 10%. 
Contoh yang dapat dikemukakan, misalnya,   Pak Syamsuddin  menyewa 
mobil  jenis Innova untuk berpergian dengan tujuan Kabupaten Bulukumba, ia 
menyewa denganharga  Rp 450.000,- dan pada jam 18.00 wita mobil tersebutharus 
kembali kepada pemilik rental, akan tetapi ada suatu hal ia terlambat 
mengembalikannya selama 2 jam  maka ia  harusmembayar biaya denda berapa, 
maka cara menghitungnya adalah 450.000   x 2 jam = 450.000 x 2 x10% = 
90.000.Jadi biaya yang harus di bayarkan oleh Pak Syamsuddin adalah sebesar 
Rp.90.000,- Contoh tersebut  sebagaimana peneliti kemukan diterapkan hampir 
seluruh pemilik rental yang tersebar di Kota Makassar. 
 Untuk lengkapnya wawancara tersebut berikut, peneliti mengutip 
wawancara tersebut secara utuh, sebagaimana yang di sampaikan Pak Syamsuddin 
kepada peneliti; 
‚Tahun 2014, saya rental mobil innova dengan tujuan ke Bulukumba, karena 
ada urusan keluarga, saya rental itu mobil, tetapi acara belum selesai, saya tunggu 
sampai selesai, sehingga saya terlambat pulang dari Bulukumba, otomatis mobil juga 
terlambat dikembalikan.
56
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Jika Pak Syamsuddin dikenakan denda atas keterlambatan mengembalikan 
mobil rental dengan cara perhitungan 10 %, maka Muhammad Fatrah lain yaitu 
dengan membayar biaya ketrlambatan pengembalian mobil rental sebanyak Rp. 
35.000,- perjam, seperti yang disampaikan kepada peneliti sebagai berikut; 
‚Denda sebanyak Rp.35.000, itu yang diberlakukan Pak kepada saya oleh 
pemilik mobil rental perjam, waktu itu saya terlambat dua jam mengembalikan 
mobil, jadi saya harus bayar Rp.70.000, dendanya.
57
 
 
Dalam kaitan penerapan denda sebagaimana yang dikemukan diatas, maka 
menurut teori wanprestasi yang peneliti kemukan sebelumnya yaitu bahwa adalah 
tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang 
dibebankan oleh akad terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, 
sehingga menimbulakan kerugian yang disebabkan oleh kesalahan salah satu pihak 
atau para pihak.
58
 Kesalahan dalam hal ini dilakukan oleh pengguna rental. 
 Kesalahan yang dilakukan oleh pengguna rental umumnya, kesalahan dalam 
hal pengembalian mobil rental yang tidak tepat waktu berdasarkan akad yang telah 
disepakati pada saat pengambilan mobil rental tersebut, sehingga menurut teori 
wanprestasi menurut peneliti termasuk yang dapat dibenarkan. Sehingga dapat 
ditegaskan  bahwa wanprestasi telah terjadi, pada saat debitur atau yang  memiliki 
                                                                                                                                           
 
 
57
Bapak Muhammad Fatrah (36 Tahun), Pengguna Rental Mobil , Wawancara, Makassar,  20 
Juli 2017. 
 
58
PNH Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Jambatan, 2007),  
340. 
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kewajiban melaksanakan presatasi  dalam kontrak tidak melaksanaka prestasinya, 
dalam arti debitur lalai menyerahkan benda atau barang yang waktu penyerahannya 
telah ditentukan secara tegas dalam kontrak. 
 Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad 
berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi.Hukum Islam dalam cabang fiqh 
muamalahnya juga mengakui/mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian 
serta adanya keadaan memaksa. 
 Dalam Islam sebagaimana yang dikemukan diatas mengakomodir terhadap 
wanprestasi yaitu dinyatakan bahwa bilamana akad yang sudah tercipta secara sah 
menurut ketentuan hukum tersebut, kemudian tidak dilaksanakan isi akad oleh 
debitur, atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang diharapkan dalam akad 
atau dengan kata lain ada kealpaan atau kelalaian, maka terjadilah kesalahan di 
pihak debitur. Kesalahan dalam hukum Islam  disebut at-ta’addi>, yaitu suatu sikap 
(berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh hukum syarak.
59
 Artinya 
suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. 
 Oleh karena itu, bagi pihak yang melakukan akad harus melaksanakan 
perikatan. Dan jika salah satu pihak pemilik rental dan pengguna rental tidak 
melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain 
yang mengharapkan dapat mewujudkan  kepentingannya melalui akad.  
                                                 
59
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat (Cet. II;  Jakarta; Rajawali Pers, 2010), h., 332. 
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 Dalam kasus yang dialami oleh pemilik rental terkait keterlambatan  
menerima mobilnya berlaku d}aman  dan dapat terjadi karena penyimpangan terhadap 
akad yang telah disepakati sebelumnya dan dalam hukum Islam disebut d}a}man al-
aqdi. D{aman al-aqdi lebih ditujukan kepada pengguna rental yang tidak dapat 
melaksanakan prestasi. 
Dalam uraian sebelumnya, biaya keterlambatan yang dibebankan bagi 
pengguna rental yang terlambat mengembalikan mobil renta kepada pemilik rental 
sebanyak 10 % .Penerapan biaya keterlambatan dilakukan dengan alasan  agarpihak 
penyewa disiplin dan tepat waktu serta berhati- hatidalam menjaga barang yang 
telah disewa, menurut hemat peneliti hal tersebut  dapat dibenarkan dengan merujuk 
pada QS. Al-Baqarah/2:194, dan biaya tambahan atas keterlambatan tersebut tidak 
masuk dalam kategori bunga
60
 sebagaimana yang diasumsikan selama ini bagi 
penggun rental di Kota Makassar. 
 Bunga yang dimaksud adalah bukan bunga dalam pengertian tambahan, akan 
tetapi bunga yang dimaksud adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan 
(winstderving) yang sudah dibayangkan dan diharapkan atau dihitung oleh kreditur. 
Misalnya, dalam perjanjian pengangkutan barang berupa tomat melalaui laut dari 
balikpapan ke Makassar, akibat keterlambatan kapal tiba di Makassar 
                                                 
60
Dalam Code Civil Prancis  ganti rugi dirinci menjadi dua kategori, yaitu dommages et 
interses. Dommagest meliputi apa yang dinamakan biaya dan ganti rugi. Sedangkan interest adalah 
sama dengan bunga dalam arti kehilangan keuntungan yang diharapkan. Lihat, Marilang, Hukum 
Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Cet. I; Makassar: Alauddin Universit Press), h. 125. 
Dengan demikian berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa bunga bukan yang dipahami oleh 
masyarakat pada umumnya yaitu bunga yang berimplikasi kepada riba. 
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mengakibatkan tomat satu kapal itu membusuk. Tomat tersebut telah ditawar oleh 
pembeli di Makassar jauh lebih tinggi dari harga pembelian di Balikpapan. 
Perbedaan harga tomat di Balikpapan dengan harga tawaran calon pembeli di 
Makassar itulah dikategorikan sebagai bunga yang diharapkan atau telah dihitung 
dengan seksama.
61
 
 
 
 
 
                                                 
61
Marilang, Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian , h. 130. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka peneliti dapat menarik 
beberapa kesimpulan sebagai berikut; 
1. Pelaksanaan bisnis rental mobil yang +dilakukan oleh pemilik rental 
di Kota Makassar secara umum dapat dikatakan kurang sesuai dengan 
hukum Islam, terutama dalam hal pencatatan dimana sebahagian 
besar, bahkan dapat dikatakan seluruhnya belum sesuai dengan 
hukum Islam. Walaupun dalam Alquran dan hadis tidak diwajibkan 
pencatatan tersebut, akan tetapi  situasi dan kondisi saat ini dan pada 
masa yang akan datang pencatatan wajib dilakukan. Hal tersebut 
disebabkan banyak terjadi tindakan-tindakan yang kontraproduktif 
bagi pihak pemilik rental. Misalnya, menjual mobil rental kepada 
pihak lain (penyelundupan), atau digadaikan. Selain itu, dengan 
melakukan pencatatan, maka akan pemilik rental mobil dapat 
mengantisipasi peristiwa jika pada saat terjadi tindakan kriminal, 
maka pencatatan bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam menghadapi 
tindakan kriminal tersebut. 
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2. Penyerahan mobil rental dengan  menitip STNK motor, motor dan  
KTP kurang sesuai dengan  hukum Islam, hal tersebut disebabkan 
seluruh jaminan tidak memberi manfaat secara materi. Padahal dalam 
bertransaksi, terutama mengenai barang jaminan salah satu syaratnya 
adalah barang jaminan tersebut memiliki nilai manfaat, dengan 
demikian apa yang dipraktekkan oleh para pemilik rental mobil di 
Kota Makasar tidak sesuai dengan hukum Islam. 
3. Akibat hukum kerusakan yang dilakukan oleh pengguna mobil rental 
tidak dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, jika kerusakan 
tersebut disebabkan oleh pengguna rental mobil di luar 
kemampuannya (keadaan memaksa/overmacth). Maksudnya, jika 
kerusakan tersebut tidak dilakukan dengan kelalaiannya. Misalnya,  
ketika mobil rental diparkir tiba-tiba tertimpa pohon yang tumbang 
yang disebabkan oleh angin kencang dan sebagainya. Jika pemilik 
rental mobil memaksa minta ganti rugi kepada pengguna rental 
tersebut, maka tindakan pemilik rental dalam perspektif hukum Islam 
tidak dapat dibenarkan.  Sedangkan wanprestasi yang dilakukan 
pengguna rental yang lambat mengembalikan mobil rental, kemudian 
ia diberi sanksi berupa penambahan biaya keterlambatan tersebut, 
maka tindakan pemilik rental mobil tersebut sudah sesuai dengan 
hukum Islam. Sebab pengguna rental telah melakukan wanprestasi 
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yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
sebagaimana yang tertuang dalam akad sebelumnya. Atau dengan 
kata lain bahwa pengguna rental mobil tidak memenuhi prestasi 
(kewajiban) yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu akad 
yang telah disepakati. 
B.  Implikasi Penelitian 
 
1. Untuk tetap eksis bisnis rental mobil di Kota Makassar karena ini     
merupakan mata pencaharian, maka bagi pihak pemilik rental 
seyogyanya menerapkan manejemen (pencatatan) yang baik sesuai 
dengan aturan hukum Islam. atau dengan bahasa lain tertib 
administrasi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. 
2. Bentuk jaminan yang diberlakukan kepada pengguna rental 
sebagaimana  yang ada saat ini tidak efektif , sebab jaminan tersebut 
tidak memiliki utilitas secara material bagi pemilik rental. Apalagi 
pada saat pemilik rental akan menjadikannya sebagai pengganti untuk 
menutupi kekurangan penggantian biaya pada mobil yang dilenyapkan 
pennguna rental (dijual pada pihak lain). Oleh karena itu pemilik 
meminta barang jaminan yang memiliki nilai utilitas dan jaminan 
tersebut  nilai jual minimal menyamai mobil yang direntalkan. 
3. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh pemilik mobil rental dan 
pengguna mobil rental dalam sewa menyewa harus diubah pola yang 
217 
 
 
 
diterapkan selama ini, dan mengdiintrodusir serta mengedukasi 
mereka mengenai hukum-hukum muamalah (hukum ekonomi syariah) 
khususnya, dan hukum perikatan pada umumnya, sehingga mereka 
tidak ada yang saling merugikan, sebagaimana yang diajarkan dalam 
Islam yaitu tidak merugikan sendiri dan tidak merugikan orang lain. 
Penerapan biaya atas keterlambatan pengembalian mobil rental tetap 
dipertahankan, dengan demikian maka pengguna rental akan lebih 
ekstra hati-hati dalam menggunakan mobil tersebut dan secara tidak 
langsung juga akan mendidik pengguna rental mobil untuk memiliki 
rasa tanggungjawab. 
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